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KATA PENGANTAR

Salah satu faktor yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemilu adalah aturan hukum yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh tahapan pemilu
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan tahapanya
barulah sumber daya manusia yang menjalankan aturan tersebut.

Pada pemilu serentak tahun 2024, masyarakat akan
mengalami keserentakan antara pemilihan presiden dan wakil
presiden bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan
DPRD juga pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati serta walikota dengan wakil walikota
ditahun yang sama dengan penyebutan istilah Pemilu dan
Pemilihan.

Sehingga perangkat dan sistem yang akan dilekasanakan
haruslah benar-benar matang pola pelaksanaanya juga perlu diatur
dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi pelanggaran bisa
diminimalisir dan bisa diprediksi bukan hanya hal-hal teknis tetapi
secara aturan dan kontruksi serta penataannya menjadi hal sangat
penting.

Konsep Pemilu dan Pemilihan secara teknis hanya
menserentakan pemilihanya dalam satu waktu, regulasi yang
mendasar yakni panduan hukum terkait pelaksanaanya masih
menggunakan Undang-undang yang sama baik untuk Pemilu dan
Pemilihan namun karena ini serentak butuh aturan teknis yang
perlu diatur secara baik dan maksimal efetif dan efesien.

Kesiapan dalam penyelenggaran Pemilu 2024 mutlak
dilakukan apalagi isu terkait dengan penundaan pemilu dan wacana
perpanjangan masa bakti dan isu 3 periode, bagi Bawaslu sebagai
lembaga yang diamanhkan Undang-undang hanya patuh dan ikut
terhadap undang-undang itu sendiri, karena butuh kesiapan yang
maksimal apalagi sudah terbentuknya Anggota Bawaslu dan KPU
RI, sehingga pasca pelantikan maka perlu menyiapkan segala
perangkat agar pelaksanaan Pemilu 2024 bis berjalan secara
maksimal.
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Tema Jurnal Bawaslu DKI Jakarta kali ini adalah menyoal
terkait dengan perispan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024
apakah pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil
presiden dan legislatif serta pemilihan untuk memilih kepala daerah
seperti gubernur, bupati dan walikota, karenanya penting bagi kami
Bawaslu DKI Jakarta untuk mengulas hal tersebut dalam sebuat
tulisan analisis sehingga didapatkan sebuah pola penataan yang
efektif dan efesien yang menjadi panduan teknis pelaksanaan
pemilu pada tahun 2024.. Para penulis yang terdiri dari beberapa
penggiat, pemerhati dan juga kalangan akademisi diharapkan
mampu memberikan kontribusi terhadap penataan sistem pemilu
mendatang sehingga peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu
di tanah air khususnya di DKI Jakarta akan lebih baik lagi, hal ini
bagian ikhtiar untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan
yang telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan
jajaran di bawahnya serta sebagai bahan analisa dan kajian dalam
kepemiluan yang berorientasi pada peningkatan demokrasi di
Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, April 2022
Ketua Bawaslu DK Jakarta

Muhammad Jufri
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BAGIAN

TUGAS, DAN KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI DKI
JAKARTA DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM
PEMILU

Oleh: Muhammad Jufri
(Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Abstrak

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah
terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) dengan baik, akan
tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun pemilu
hanya merupakan salah satu aspek dari demokrasi, namun pemilu
yang demokratik adalah menjadi syarat penting dalam
penyelenggaraan negara yang demokratik. Pemilu dalam teori
demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat
dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga
negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-
isu harian yang substantif Pemilu adalah mekanisme kenegaraan
untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen
(legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan
menentukan tingkat demokrasi suatu negara.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yang memperkuat kelembagaan
dan kewenangan Bawaslu memberi angin segar bagi perbaikan
penagakan hukum pemilu yang akan berdampak pada kualitas
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penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini menggunakan penelitian
normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan kajian dalam menelaah tugas dan kewenangan
Bawaslu terutama dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu.
Dari penelitian ini didapatkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam
hal penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana
serta penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan
diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan
keadilan pemilu yang lebih substatif bagi seluruh peserta pemilu
sebagaimana amanat Konstitusi.

Kata Kunci : Undang-Undang 7 Tahun 2017, Bawaslu,
Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah sebuah
cerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di
dalam UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”, yang selanjutnya kembali dipertegas
dalam pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan
umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia”.

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu saja tidak
terlepas dengan adanya penyelenggaran pemilu sebagai bentuk
penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang notabene
merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang
Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terlaksananya pemilu yang
baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu
peningkatan demokrasi yang cukup baik dari suatu Negara.

Tentunya penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak
terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum
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(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliha Umum
dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting,
salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas
Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan
kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian
terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat
tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan
kredibilitas dari lembaga tersebut sehubungan berlakunya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU
No. 15/2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
No. 8/2012). Kedua undang-undang tersebut sedikit banyak telah
mengubah organisasi dan fungsi Bawaslu.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin
diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan
tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu dan
perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan
2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu
Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya
peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-
Undang No.7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi Kinerja Bawaslu
kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan
dengan aturan sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses
pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting.
Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu,
pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan
itu tidak lain menunjukan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu
sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat
pada saat lahirnya Undang- Undang No. 15 Tahun 2011
menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007. Perubahan
penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada
wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam Undang-
undang No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke
Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012
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diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa
Pemilu bersifat final and binding.

Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-
VI11/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri,
sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan
Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak
lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri,
kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga
penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,
seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Di dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu telah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam
memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukkan
Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu
memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Dalam Pasal 486 butir.

B. Pembahasan

Jika dilihat keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kiranya posisi Bawaslu sudah
diatur dengan sedemikian rupa bahkan diperkuat agar bisa
melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun, fakta
di lapangan belum menunjukkan hal yang demikian. Meskipun
peraturan mengenai pengawasan dan penindakan hingga
pengembalian  kewenangan penyelesaian  sengketa  sudah
dikembalikan, namun belum dilaksanakan dengan baik oleh
Bawaslu. Hal ini terlihat pada saat pemilihan umum 2014 dimana
banyak sengketa pemilu diajukan, justru Bawaslu masih
“keteteran” menyiapkan peraturan teknisnya. Selain itu penindakan
pelanggaran Pemilu yang tidak dilakukan dengan cepat dan harus
melalui penyelesaian di Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang
mana dirasa hal ini terlalu sulit dan rumit yang berujung pada
terbengkalainya penindakan pelanggaran pemilu.

Revisi UU Pemilu melahirkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini yang
akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
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Tahun 2019 mendatang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini
merupakan penyederhanaan atau penggabungan dari tiga Undang-
Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum yakni Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Penggabungan tiga undang-undang ini
dilakukan dengan alasan bahwa keempat UU ini mempunyai
kesamaan asas, tujuan, pelaksanaan, tahapan, penegakan hukum
dan partisipasi masyarakat dan pengaturan di dalam empat UU ini
yang masih tumpang tindih dan bertentangan.

Pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 mengalami beberapa perubahan jika
dibandingkan dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Dalam
Undang-Undang ini peraturan mengenai Bawaslu juga terlihat lebih
banyak karena diatur lebih rinci. Bawaslu sebagai pengawas
penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 89 ayat (2) terdiri atas:

a. Bawaslu;

. Bawaslu Provinsi;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
Panwaslu Kecamatan;
Panwaslu Kelurahan/Desa;
Panwaslu LN; dan
Pengawas TPS.

@+pa0 o

Sifat kelembagaan Bawaslu juga mengalami perubahan.
Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, kini
Bawaslu Kabupaten/Kota juga bersifat tetap. Perubahan ini
dilakukan untuk menyetarakan antara KPU dan Bawaslu ditingkat
Kabupaten dimana sebelumnya KPU Kabupaten/Kota telah terlebih
dahulu bersifat permanen. Untuk kelembagaan dibawah Bawaslu
seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu
Luar Negeri dan Pengawas TPS masih bersifat ad hoc.
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Perubahan jumlah anggota Bawaslu juga dilakukan dalam
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dalam Pasal 92 ayat
(2) menyatakan bahwa jumlah anggota:

a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima)
orang; dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengaturan mengenai penambahan jumlah anggota
Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan berdasarkan
penghitungan jumlah penduduk serta luas wilayah masing-masing.
Penambahan jumlah anggota atau komisioner Bawaslu dilakukan
dengan melihat beban kerja Bawaslu sendiri dalam tahapan Pilkada
2018 serta Pemilu serentak 2019. Waktu yang berdekatan serta
melihat peluang pelanggaran Pemilu yang kemungkinan besar akan
banyak terjadi membutuhkan penambahan komisioner Bawaslu
agar pelaksanaan pengawasan pemilu berjalan dengan maksimal.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 567 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 bahwa penambahan anggota Bawaslu ini
dilakukan melalui proses seleksi. Sama halnya dengan perubahan
Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota,
penambahan untuk anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak
Undang-Undang ini disahkan.

Dalam Pasal 92 ini juga merinci tentang jumlah anggota
pengawas pemilu dibawah panwaslu Kecamatan. Jumlah anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa 1 (satu) orang, jumlah anggota Panwaslu
Luar Negeri berjumlah 3 (tiga) orang dan pengawas TPS berjumlah
1 (satu) orang disetiap TPS. Masa jabatan dari keanggotaan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 5
(lima) tahun.

Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 diatur secara rinci dalam Pasal 93. Dalam Undang-Undang ini
tugas pengawasan Bawaslu bertambah banyak. Tugas Bawaslu
tidak hanya sekedar mengawasi namun bisa langsung melakukan
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penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pengawasan pemilu yang
dilakukan Bawaslu masih dilakukan pada saat tahapan persiapan
dan pelaksanaan pemilu. Ada sedikit hal yang berbeda dalam
pengawasan Bawaslu, jika dalam Undang-Undang sebelumnya
penataan dan penetapan daerah pemilihan masuk dalam tahapan
persiapan pelaksanaan Pemilu, dalam Undang- Undang Nomor 7
Tahun 2017 dimasukkan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Tugas
pengawasan yang baru diatur dalam Undang-Undang ini yaitu
Bawaslu mencegah terjadinya politik uang. Hal ini dirasa penting
untuk kemudian diatur dalam Undang-Undang mengingat praktik
politik uang yang masih sangat banyak terjadi dalam setiap
pelaksanaan pemilu.

Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang
harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia
dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu juga bertugas
mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan
dengan pemilu seperti mengawasi pelaksanaan putusan DKPP,
mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan
sengketa pemilu, mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi keputusan
KPU, KPU Provinisi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan
pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil
negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik
Indonesia.

Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikannya
kepada DKPP. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu,
Bawaslu berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu untuk
menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori
tindak pidana pemilu. Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari
Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
Gakkumdu sendiri masih melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 486.

Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini.
Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran
pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan
memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik
uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam
Undang- Undang 15 Tahun 2011 dimana mengenai temuan
pelanggaran adminstrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu
diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi.
Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, yang sebelumnya
masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kini masuk dalam
kewenangan Bawaslu untuk  memberikan  keputusannya.
Sebelumnya temuan adanya politik uang, Bawaslu hanya sebatas
memberikan  rekomendasi  untuk  kemudian  dilanjutkan
penyelesaiannya di Gakkumdu. Bagi peserta pemilu yang terbukti
melakukan politik uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286,
Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi
pencalonannya dalam pemilihan umum.

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni
dalam hal penanganan sengketa pemilu. Dalam Undang-Undang
ini, Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa
sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan
mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri.
Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur
dalam Pasal 468. Proses ajudikasi dilakukan jika tahapan mediasi
tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.
Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat.
Kewenangan untuk memutus sengketa pemilu secara tidak
langsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga “setengah”
peradilan. Bawaslu juga berwenang untuk memberikan
rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara,
anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Republik Indonesia. Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-
masing institusi yang berwenang. Perubahan ini memberikan angin
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segar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.*

Salah satu kewenangan baru yang terlihat mencolok
adalah Bawaslu dapat memutus pelanggaran administrasi pemilu.
Kewenangan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang
mana Bawaslu hanya sekedar memberikan rekomendasi atas
pelanggaran administrasi pemilu sedangkan pemberi keputusan
adalah KPU. Kewenangan baru ini membuat Bawaslu tidak lagi
hanya berfungsi sebagai pengawasan namun juga menjalankan
proses peradilan. Keputusan yang diambil Bawaslu ini bersifat
terakhir dan mengikat.

Dari kewenangan yang baru ini menurut Didik Supriyanto
terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, Bawaslu
menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga
menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa
menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan
fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. Kedua,
hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani proses
pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses
administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal
tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele dan menjauhkan
substansi demokrasi. Ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang
semata-mata sebagai pengawas pemilu belum tentu memenuhi
kemampuan sebagai hakim peradilan.?

Selain  kewenangan untuk mengadili  pelanggaran

! Jhoni Imron, Tugas Besar Pengawasan Pemilu:Dari Institusional ke
Sosial,http://rilis.id/tugas-besar-pengawasan-pemilu-dari-institusional-ke-
sosial.html diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB

? Didik Supriyanto,Menyoal Bawaslu,Penampilan Baru
,Wewenang Baru,Persoalan Baru dalam
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-
bawaslu- penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru diakses
pada tanggal 11 Maret 2022 pukul

21.00 WIB
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administrasi pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk
mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan
pelanggaran politik uang. Politik uang seakan masih menjadi
pekerjaan rumah untuk para penyelenggara pemilu. Praktik politik
uang yang selama ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan
masif masih sangat susah untuk diatasi.

Pembentukan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sekaligus
menjadikan lembaga pengawas ini sebagai lembaga permanen
untuk dapat mengakomodir banyaknya kewenangan yang dimiliki
oleh Bawaslu. Hal ini diikuti dengan penambahan jumlah anggota
Bawaslu yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas
wilayah. Peralihan Bawaslu Kabupaten/Kota dari sebelumnya
Panwaslu Kabupaten/Kota serta penambahan jumlah anggota
Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan
pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun masih menjadi problem karena saat ini pengaturan
penyelenggaraan  Pemilihan  Umum dan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah masih diatur dalam norma yang berbeda.
Jika Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan pengaturan
norma Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Atas dasar hal
tersebut maka muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian
pada akhirnya di anulir oleh Presiden dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Selanjutnya Perpu ini telah disahkan menjadi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota (Undang- Undang
Pilkada), sampai akhirnya Undang-Undang tersebut di ubah lagi
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
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Kelembagaan pengawas pemilu ditingkat Kabupaten Kota
dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga memakai
nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota, akhirnya Mahkamah
Konsitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 48/PUU-XV11/2019
tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam
putusunnya MK  meminta agar penyebutan  Panwaslu
Kabupaten/Kota diubah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tugas
dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan
Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan
Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian
rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum
rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b.
menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan
Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang
diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan
Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak
diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai  Politik untuk
mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya. c.
mengoordinasikan  dan  memantau tahapan  pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan; d. melakukan evaluasi pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan; e. menerima laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu
Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi,
Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; g.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan; h. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Bawaslu  Provinsi dan  Panwas
Kabupaten/Kota; i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas
tindakan pelanggaran Pemilihan; dan j. menindaklanjuti
rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas
Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan
Pemilihan.

1. Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu

Secara kelembagaan, pengawas Pemilu terdiri atas Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Pasal 95 huruf a,
b, dan huruf ¢ UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu berwenang
menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa,
mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi  Pemilu,
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

Penggunaan wewenang oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan penindakan
pelanggaran Pemilu mengacu pada konsep teknis wewenang
sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Administrasi
Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014 (UU.AP) Pasal 15 ayat (1)
UU.AP, yang mengatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu wewenang,
wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang
atau materi wewenang.

Masa atau tenggang waktu wewenang Bawaslu untuk
melakukan penanganan penindakan pelanggaran Pemilu terdiri
dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas penanganan
penindakan pelanggaran Pemilu sejak tahapan Pemilu dimulai
sampai berakhirnya tahapan Pemilu. Menurut Pasal 3 ayat (1)
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,
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Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019, tahapan pemilu terdiri atas: sosialisasi, perencanaan program
dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta
pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan
penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang,
pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan
pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Berdasarkan ketentuan tersebut penanganan pelanggaran Pemilu
oleh Bawaslu dilakukan pada tahapan: Pemutakhiran data Pemilih
dan penyusunan daftar Pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta
pemilu, Penetapan peserta Pemilu, Penetapan jumlah kursi dan
penetapan daerah pemilihan, Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, Masa kampanye Pemilu, Masa tenang,
Pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan
Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kotaberakhirnya pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota.

Dalam arti sempit, masa atau tenggang waktu penanganan
penindakan pelanggaran tergantung waktu ditemukannya
perbuatan/peristiwa oleh jajaran pengawas pemilu atau waktu
diketahui terjadinya perbuatan/ peristiwa oleh pelapor. Bawaslu
berwenang menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran
administrasi apabila jajaran pengawas menemukan dugaan
pelanggaran tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja atau apabila pelapor
mengetahui dugaan pelanggaran tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja.
Apabila temuan dugaan pelanggaran oleh jajaran pengawas Pemilu
atau laporan yang disampaikan pelapor telah melebihi waktu 7
(tujuh) hari kerja, suatu temuan atau laporan dugaan pelanggaran
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Pemilu telah lewat waktu atau menjadi daluarsa, sehingga Bawaslu
tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya.

Berdasarkan tempat atau wilayah berlakunya wewenang,
Bawaslu dapat melakukan penanganan penindakan pelanggaran
Pemilu yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan pelanggaran
pemilu di luar negeri, meskipun struktur kelembagaan Bawaslu
membawahi Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
Penanganan penindakan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu
tergantung sifat pelanggaran yang terjadi misalnya pertimbangan
besarnya intervensi kepada jajaran pengawas Pemilu, domisili
pihak pelapor dan/atau terlapor, serta tingkat kesulitan dugaan
pelanggaran. Selain itu, Bawaslu dapat pula mengambil alih proses
penanganan penindakan yang dilakukan jajaran pengawas Pemilu
atau menerima pelimpahan dari jajaran pengawas Pemilu dengan
beberapa pertimbangan tersebut.

Menyangkut bidang atau materi wewenang, Bawaslu
melakukan penanganan penindakan pelanggaran yang termasuk
pelanggaran bidang kepemiluan atau terkait langsung dengan
perbuatan/ peristiwa kepemiluan yang terjadi dalam tahapan
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sampai
pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/ Kota serta atau berakhirnya pelantikan Presiden/ wakil
Presiden.

2. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pasal 460 ayat (I) UU Pemilu mengatur bahwa
pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap
tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi  pelaksanaan  Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat
pelanggaran vyaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai
prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek
pelanggaran yaitu ‘“administrasi” pelaksanaan pemilu, sehingga
pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran:
pelanggaran terhadap ‘tata cara’ administrasi pelaksanaan Pemilu,
pelanggaran terhadap ‘prosedur’ administrasi pelaksanaan Pemilu,

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




PROVINSI DKI JAKARTA

dan pelanggaran terhadap ‘mekanisme’ administrasi pelaksanaan
Pemilu.

Objek pelanggaran administratif Pemilu menyangkut
‘administrasi’ pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu. Tidak ada kejelasan mengenai pengertian
administrasi dalam ketentuan tersebut. Istilah administrasi terdapat
pada frasa ‘Administrasi Pemerintah yang dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 1 UU. AP dan mempunyai arti sebagai
berikut: “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam
pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau
pejabat pemerintahan”. Atas dasar ketentuan tersebut, pengertian
pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu meliputi dua hal
yaitu: pelanggaran dalam penerbitan keputusan (berupa dokumen
Pemilu) dan pelanggaran dalam melakukan tindakan faktual dalam
pelaksanaan tahapan Pemilu.

Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa
pemeriksaan oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka.
Pembentuk Undang-Undang tidak merumuskan secara jelas dan
tegas pengaturan pemeriksaan secara terbuka oleh Bawaslu Sidang
pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan dalam 2
(dua) tahap. Tahap pertama ‘pemeriksaan pendahuluan’ untuk
memutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu
laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu
untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu
Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah
memenuhi  seluruh  persyaratan, maka dilakukan sidang
pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan
pendahuluan terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu
syarat laporan, amak akan diputuskan laporan tidak akan diterima,
sehingga forum ‘pemeriksaan pendahuluan’ merupakan sarana
untuk memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak
diterima.

Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok
laporan atau temuan pemeriksaan pokok laporan. Dalam
melakukan sidang pemeriksaan, Pimpinan Bawaslu bersifat aktif
untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban
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terlapor. Para pihak (pelapor dan terlapor) diberi ruang dan
kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan
serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah
melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian
dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, Pimpinan Bawaslu pada
akhirnya akan menerbitkan dan membacakan Putusan (vonis)
terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar vonis Bawaslu
ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau
terbukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis Pimpinan
Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti
dengan sanksi administratif.

Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu mengatur bahwa Putusan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; teguran tertulis;
tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan
Pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Sanksi administratif Pemilu memiliki karakter yang khas.
Mengacu pada ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang
mengatur jenis sanksi administratif Pemilu, pihak yang dapat
dikenakan sanksi tidak hanya penyelenggara Pemilu tetapi dapat
pula dikenakan kepada peserta Pemilu dalam melakukan kegiatan
pada tahapan pemilu tertentu seperti kegiatan peserta Pemilu pada
tahapan kampanye.

Sanksi administratif berupa perbaikan administrasi
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan teguran tertulis
merupakan sanksi yang dikenakan terhadap penyelenggara Pemilu
tergantung sifat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan.
Sanksi administratif berupa tidak diikutkan pada tahapan tertentu
dalam Penyelenggaraan Pemilu dan sanksi administratif lainnya
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dikenakan
terhadap peserta Pemilu.
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3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Secara yuridis-normatif, salah satu perkembangan penting
mengenai penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu
provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas
sekaligus peradilan Pemilu.

Dalam konteks fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga peradilan pemilu
tercermin dalam kewenangannya dalam penegakan hukum untuk
menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa
proses Pemilu. Khusus mengenai kewenangan pengawas Pemilu
dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, merujuk pada
pengaturan tentang tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu
provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Peraturan Bawaslu tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilu).

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon
sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses
Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal
7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa
proses Pemilu terdiri atas:(58) (a) partai politik calon Peserta
Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di
KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota
DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d)
calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon
tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri
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kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon;
dan (h) Pasangan Calon.

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa:
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan
oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik
Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a)
tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal
partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua
dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat
kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat
kabupaten/kota atau sebutan lain.”

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu
merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1
angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa
proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu
dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota”.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:
“Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan
sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan
secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses
Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa
proses Pemilu terdiri atas: (1 KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan
penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu,
calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon
untuk sengketa antarpeserta.

Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang
terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan
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DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon
sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses
Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta
Pemilu.

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa
proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu, bahwa: (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota
DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota
DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas
penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri
sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi
calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui Partai Politik.

Berkaitan dengan objek sengketa (objectum litis)
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu,
mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:

(@)hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh
tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota; atau

(b)hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh
tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk
dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan
dan/atau berita acara”.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan
jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
penetapan  keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka
waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil
dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu
dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan
mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan
para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para
Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap
putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon,
maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum melalui pengajuan
permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
dibacakan. Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil
koreksi.
Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarPeserta
dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah
yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka
Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung
menerbitkan keputusan.
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4. Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Sengketa proses pencalonan merupakan upaya hukum
konstitusional yang dapat ditempuh oleh bakal calon yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon
olen Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota
(KPU). Bagi mereka (bakal calon kepala daerah) yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat maka dapat mengajukan sengketa
pencalonan ke BawasluProvinsi atau Kabupaten/kota sebagaimana
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 1 UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomrol Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142”.

Disamping penyelesaian sengketa proses pencalonan
dilakukan olen Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) diatas,
penyelesaian sengketa proses pencalonan juga dapat dilakukan oleh
lembaga diluar penyelenggara pilkada yakni Pengadilan Tinggi
Tata Usahan Negara (PTTUN) sebagaimana wewenang tersebut di
tegaskan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) “Pengajuan gugatan
atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif
di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah
dilakukan™.

Dari dua jenis sengketa diatas, yang menjadi fokus dalam
analisis ialah berkaitan dengan sengketa antara peserta (bakal
pasangan calon yang dinyatakan TMS) dengan penyelenggara
pemilihan (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota). Bawaslu
berdasarkan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
143 UU 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomrol Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menegaskan:
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(1)Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142.

(2)Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari
sejak diterimanya laporan atautemuan.

(3)Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan
penyelesaian sengketa melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Secara teknis beracara penyelesaian sengketa proses
Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Bawaslu
(Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali kota pasal 2 ayat (1)
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa, ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
Sengketa pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah terdiri atas sengketa Pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan  dan sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan.
Tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa
Pemilihan adalah menerima dan mengkaji laporan atau temuan
serta  mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Sengketa pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak

peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sehingga yang

menjadi objek dalam sengketa Pemilihan adalah Surat Keputusan

KPU Provinsi atau Surat Keputusan Kabupaten/Kota.

Para pihak dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan dalam

Pasal 6 ayat (1) adalah:

a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. Pasangan Calon.
Pada ayat (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan
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terdiri atas:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa
Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan; atau

b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Para pihak baik pemohon maupun termohon dalam
penyelesaian sengketa pemilihan dapat diwakili oleh kuasa hukum
sebagaimana disebut pada ayat (3) Pemohon atau termohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi
atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa Kewenangan penyelesaian

sengketa Pemilihan dilksanakan oleh Bawaslu Provinsi pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bawaslu
Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Wali Kota.?
Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang
diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan
dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian
sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan
penyelenggara Pemilihan.

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan dapat
menyampaikan permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung atau tidak langsung
sebagaimana diatur pada Pasal 11.*

Dokumen yang dibutuhkan dan dilengkapi oleh Pemohon dalam
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1;
b. kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan

3 Lihat Pasal 9 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020
# Lihat Pasal 11 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022
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kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. objek sengketa Pemilihan;

d. alat bukti;

e. daftar alat bukti.

Putusan  Bawaslu  Provinsi dan Putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa
Pemilihan bersifat mengikat.” Putusan penyelesaian sengketa yang
merupakan hasil musyawarah harus diputuskan melalui rapat
pleno.

Salinan terhadap putusan penyelesaian sengketa Pemilihan yang

sudah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota harus disampaikan kepada pemohon, termohon,

dan pihak terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

tanggal putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.®

Pasal 61

(1) Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan
penyelesaian sengketa Pemiliha  wajib ditindaklanjuti
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perbawaslu Nomor 2
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota. Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima
laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta
Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita
acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam  permohonan  penyelesaian
sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan
dengan penyelenggara Pemilihan.

® Lihat Pasal 57 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022
® Lihat Pasal 60 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022
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C. Penutup

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi, menyelenggarakan Pemilu pada setiap
lima tahun sekali mengacu kepada asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD
Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam
sejarah ketatanegaan Indonesia, tahun 2019 baru pertama Kkali
menyelenggarakan Pemilu serentak untuk memilih pejabat
legislatif; anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pejabat eksekutif
yakni Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum
utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan
Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476,
mengatur bahwa pelanggaran Pemilu meliputi: pelanggaran kode
etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang
bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan
tindak pidana pemilu.

Keempat jenis pelanggaran tersebut diproses dan
diselesaikan oleh lembaga pengawas Pemilu. Secara kelembagaan,
berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU. Pemilu, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggara
Pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menurut
ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu, Bawaslu merupakan
lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara reguler
dengan prinsip yang bebas dan adil merupakan implementasi dari
kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia merupakan mandat dari
konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
menyalurkan hak-hak politiknya.

Penyelenggaraan Pemilu harus berdasarkan prinsip-prinsip
hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk dalam rangka memastikan
terwujudnya prinsip-prinsip tersebut melalui tugas pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemilu dan wewenang menerima
laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti
temuan dan atau laporan kepada instansi yang berwenang.
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BAGIAN

PERSIAPAN MENJELANG PEMILU 2024: LIMA
TAHAPAN KRUSIAL DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Siti Khofifah

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hanya hajat eksekutif,
legislatif, dan penyelenggara pemilu. Namun harus dimaknai
sebagai hajat seluruh rakyat. Sebab dalam Pemilu rakyat bisa
menghukum secara konstitusi bagai siapa pun yang terpilih
berdasarkan suara terbanyak yang melakukan hal-hal yang dapat
merugikan rakyat seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan melakukan
hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan kekerasan, memakai
narkoba, dan lain-lain. oleh karena itu, rakyat harus ikut serta
melakukan pengawasan partisipatif agar pemimpin yang
diharapkan dapat terwujud khususnya di 5 (lima) tahapan yakni

Verifikasi  Partai  Politik, Daftar pemilih, Kampanye,
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Pendistribusian Logistik, dan Pemungutan serta penghitungan

suara.

A. Pendahuluan

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.
Harjono dalam menyampaikan Laporan Kinerja DKPP 2017 di Jakarta,
Selasa (19/12/2017) mengatakan “Demokrasi kita tidak berhenti untuk
memilih wakil rakyat. Kualitas demokrasi ditentukan sesuai dengan sila
keempat Pancasila, yakni bagaimana wakil- wakil rakyat yang terpilih
kemudian  bermusyawarah  menghasilkan  kebijaksanaan yang

berkerakyatan, .

Artinya kebijakan yang telah ditentukan oleh para wakil rakyat
atau pejabat yang dipilih dalam pemilu harus menentukan apa saja
kebutuhan rakyat, lalu bagaimana cara untuk memenuhi itu. Oleh karena
itu, demokrasi subtantif harus terus didorong oleh seluruh elemen salah

satunya Lembaga pengawas pemilu.

Sejarah keberadaan lembaga pengawas pemilu dalam sejarah
pemilu di Indonesia memiliki beberapa model kepemimpinan yang
mempengaruhi proses bekerjanya lembaga pengawasan itu sendiri. Untuk

menguraikan model tersebut bisa dijelaskan dalam tabel di bawah ini’

" Buku Desain Pengawasan Pemilihan Serentak hal 9-11
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Model Kelembagaan Pengawas Pemilu

Model

Dasar Hukum

Penjelasan

Bagian dari

Kejaksaan Agung

uu No 2
Tentang
Perubahan

kedua UU No
15/1969

Keberadaan Panwaslak
dibentuk oleh Panitia
Pemilu di Indonesia
(PPI). Dipimpin oleh
Jaksa  Agung dan
birokrasi  sipil serta
militer bertindak
sebagai pelaksana
lapangannya. Dibentuk
di tiap Panitia Pemilu
mulai dari pusat hingga
kecamatan dengan
komposisi
keanggotaannya
diambil ~ dari  unsur
pemerintah,  Golkar,
PPP, PDI, dan ABR

Model Pengawas
bentukan KPU

UU No 12 tahun
2003

Pengawas dibentuk
oleh KPU. Mekanisme
kerjanya lebih banyak
dikoordinasikan
kepada KPU/KPUD
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Model Pengawas
bersifat tetap untuk

Pusat

UU No 22 tahun
2007

Dalam  tahap ini
pengawas pemilu yang
awalnya adhoc berubah
menjadi Badan, dengan
nama Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu).
Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya

Bawaslu dibantu oleh

Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu
Lapangan dan

Pengawas Pemilu Luar
Negeri. Untuk Bawaslu
merupakan  lembaga
yang Dbersifat tetap.
Dimana  anggotanya
diangkat sekali dalam
lima tahun. Sedangkan

Panwaslu di Provinsi,
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Panwaslu di
Kabupaten/Kota,
Panwaslu di

KEcamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar
Negeri bersifat ad hoc
dibentuk paling lambat
satu bulan sebelum
tahapan pertama
penyelenggaraan
Pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat
dua bulan setelah
seluruh tahapan
penyelenggaraan
Pemilu selesai.
Keanggotaan Bawaslu
terdiri atas kalangan
profesional yang
mempunyai
kemampuan dalam
melakukan

pengawasan dan tidak
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menjadi anggota partai
politik. Dengan jumlah
anggota 1. Bawaslu
sebanyak lima orang 2.
Panwaslu Provinsi
sebanyak tiga orang 3.
Panwaslu
Kabupaten/Kota
sebanyak tiga orang 4.
Panwaslu Kecamatan
sebanyak tiga orang 5.
Sedangkan jumlah
anggota Pengawas
Pemilu Lapangan

adalah satu orang

Model Bawaslu tetap | UU No 15 tahun
di Pusat dan Provinsi | 2011

Bawaslu Pusat dan
Provinsi tetap,
sedangkan tingkat di
bawahnya masih tetap
bersifat ad hoc. Terkait
dengan jumlah
keanggotaannya masih
sama dengan periode

sebelumnya.
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Model tetap sampai
dengan tingkat
Kabupaten/ Kota

UU No 7 tahun
2017

Dalam  periode ini

Bawaslu tingkat pusat,

provinsi sampai
dengan
Kabupaten/Kota
bersifat tetap. Namun
terkait dengan
komposisi jumlah

anggotanya di setiap
daerah itu ada berbeda
karena mengacu pada
jumlah penduduk dan
wilayah. Di tingkat
Provinsi ada yang
berjumlah lima, ada
juga yang berjumlah
tujuh,  begitu  juga
dengan komposisi
kabupaten/ Kota ada
yang berjumlah lima
dan juga ada yang
berjumlah tiga.
Menariknya unsur

petugas yang bekerja
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di lapangan ditambah
karena i setiap
Tempat  Pemungutan
Suara (TPS) di isi oleh

satu petugas pengawas

Artinya setiap masa ke masa ada penguatan dalam
kelembagaannya, hal ini juga memberikan isyarat bahwa pengawas
pemilu memang dibutuhkan dalam setiap event pemilihan. Penguatan
kelembagaan Bawaslu juga berbanding lurus dengan kewenangan yang
dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri, kewenangan untuk menangani
penyelesaian sengketa merupakan penambahan kewenangan yang

dimiliki oleh Bawaslu sebelumnya.

Sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas antara lain menyusun standar
tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawasan pemilu
di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan
penyelenggara pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan
pemilu, mencegah terjadinya praktek politik uang, mengawasi netralitas
ASN/TNI/Polri, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,
menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
terhadap DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada
Gakkumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta

melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal referensi arsip sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi
pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangang.

Untuk itu, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu tidak bisa
“sendirian” sebab Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum
memadai. Meskipun, UU Pemilu Pasal 114 menambahkan personil
pengawas pemilu di Tempat Pemungutan Suara dengan tugas mengawasi
persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan
penghitungan suara, pelakasanaan penghitungan suara dan pergerakan
hasil penghitungan suara dari TPS ke KPPS. Artinya, pengawas TPS
memang dibentuk khusus untuk mengawasi prosesi yang dilaksanakan
olek KPPS. Dengan tujuan, proses pemungutan, penghitungan, dan
rekapitulasi suara berjalan dengan baik dan benar. Namun, untuk
tahapan-tahapan yang lain, UU Pemilu menitik bebankan kepada jajaran

Bawaslu dan perangkatnya hingga tingkat Kelurahan.

Namun, yang sampai saat ini menjadi persoalan adalah
kompetensi pengawas pemilu yang masih belum memadai seperti yang
disampaikan oleh Pegiat Pemilu, Arif Nur Alam di Novotel Manado 5
Maret 2022 dalam tabel berikut ini

® pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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PROBLEMATIKA DALAM PRAKTEK? 3
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Hal tersebut mendakan bahwa pengawas TPS yang
dibentuk 21 hari sebelum pemungutan suara dan diberhentikan 7
hari setelah pemungutan suara harus orang-orang yang sudah
memiliki wawasan kepemiluan yang mempuni. Sebab, tugas
mereka sangat berat yakni mengawasi pemungutan dan
penghitungan suara Yyang notabene adalah jantung dari

pemilu/pilkada itu sendiri.

B. Standarisasi Pemilu/Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah

menetapkan bahwa Rabu, 14 Februari 2024 akan dilaksanakan
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pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan
Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota secara Serentak Tahun 2024°. Dalam

pemungutan suara nanti, KPU menyediakan 5 (lima) surat suara.

Kemudian berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang di hari Rabu tanggal 27 November 2024, KPU
kembali menggelar pesta demokrasi tingkat daerah yakni pemilihan
kepala daerah yang akan diikuti 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota®.

Pemilu/Pilkada merupakan kegiatan periodik yang
diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih calon-
calon wakil rakyat di pemerintahan, baik eksekutif maupun
legislatif. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD)

® keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

19 https://kumparan.com/kumparannews/pilkada-2024-digelar-di-34-provinsi-
dan-514-kab-kota-kpu-tak-atur-pelantikan-1wTzb0Eukz1/2
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1945, Pemilu/Pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (pasal 22E ayat 1).
Pelaksanaan Pemilu/Pilkada setiap lima tahun merupakan
perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu, tentu
publik sangat berharap bahwa Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024
berjalan  secara  demokratis. Namun, untuk  mencapai
Pemilu/Pilkada yang demokratis dibutuhkan 4 (empat) ciri pertama
kebebasan pers sebagai saluran bagi kebebasan dalam berbicara-
berpendapat. Kedua, partisipasi politik yang bermakna sebagai
saluran bagi kebebasan dalam berkumpul-berserikat. Ketiga,
Pemilu/Pilkada yang bebas terbuka, adil, jujur, berskala dan
kompetitif. Dan terakhir, pemerintah yang bergantung pada suatu

mejelis (perlemen) sebagai kebutuhan minimum®.

Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada
beberapa ciri pokok dari sistem politik yang demokratis,
diantaranya adalah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom;
demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya
keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun
kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang

otonom, demokrasi akan terhenti sebagai jargon politik semata.

! Maswadi Rauf, “Teori Demokrasi dan Demokratisasi” dalam naskah pidato
pengukuhan Guru Besar Tetap FISIP Ul, Jakarta: Ul Salemba, 1997, hal 5.
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Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang
demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom
(Muhammad AS Hikaman, Forum Perkembangan Pemikiran dan
Praktik Demokrasi, 2008).

Standar Pemilu kemudian dibangun sebagai pedoman,
tahapan-tahapan dan tujuan tercapainya universalitas. Dalam
kerangka hak sipil politik, pemilu dapat menjadi etalase tegaknya
prinsip penghormatan (to respect), perlindungan (to prptect) dan
pemenuhan (to fulfill) hak warga negara. Standar universal perlu
dibangun dan disusun untuk menjadi pengetahuan derajat

penghormatan hak warga negara'?.

International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (IDEA) menyebutkan ada 20 (dua puluh) nilai-nilai
standarisasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yakni:

1. Hak terlibat dalam kepentingan publik (right and
opportunity to participate in public affairs)

Hak memilih (right and opportunity to vote)

Hak dipilih (right and opportunity to elected)

Tahapan Pemilu yang terbuka (periodic election)

Kriteria hak memilih yang inklusif (universal suffrage)

o o~ w D

Kemudahan memilih (equal suffrage)

12 Danil zuhron, Jurnal Bawaslu DK Jakarta Edisi Mei 2017 “Demokrasi Pasca
Pilkada 2017, Hal 10
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Kerahasian suara dan pemberian suara (secret ballot)
Kemerdekaan dari diskriminasi dan persamaan di depan
hukum (freedom from discrimination and equality under the
law)

Persamaan laki-laki dan perempuan (equality between men
and women)

Kemerdekaan berserikat (freedom of association)
Kemerdekaan berkumpul (freedom of assembly)
Kemerdekaan bergerak (freedom of movement)
Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi (freedom of
opinion and expression)

Hak jaminan keamanan (right to security of the preson)

Hak keterbukaan dan mendapatkan informasi (transparancy
and the right to information)

Terjamin bebas korupsi (prevention of corruption)
Kepastian hukum (rule of law)

Hak mendapatkan pemulihan (right to an effective remedy)
Hak jaminan hukum yang adil (right to a fair and public
hearing)

Jaminan negara atas penerapan hak-hak (states must take

necessary steps to give effect to right)

Apa yang disebutkan oleh IDEA merupakan standar

pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Dan hal tersebut direduksi

dalam konteks pengaturan Pemilu di Indonesia bahwa asas
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Pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan
Adil. Kemudian prinsip pemilu adalah mandiri; jujur; adil;
berkepastian hukum; tertib; terbuka; proprosional; profesional,
akuntabel; efektif; dan efisien.

Pemilu itu sendiri memiliki 4 (empat) fungsi Pertama,
sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara. Kedua,
Pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian
sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu. Ketiga,
pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya
perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah
kebijakan publik) secara periodik. Keempat, Pemilu sebagai
sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai
macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di
masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk
dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara
terbuka dan beradab (Ramlan Surbakti 2015 : 7)

C. Akar Permasalahan

Dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (pemilu) pasti tidak
lepas dari dugaan pelanggaran atau bahkan benar-benar melanggar.
Namun, dari beberapa tahapan pemilu, menurut penulis artikel ini ada
5 (lima) tahapan yang harus benar-benar diawasi secara berjamaah

oleh pengawas pemilu, pemantau pemilu, masyarakat, dan media.
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Lima tahapan tersebut yakni pertama Verifikasi Partai
Politik. Dari hasil pengawasan penelitian administrasi yang
dilakukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dari
tanggal 18-31 Oktober 2017, banyak menemukan dokumen yang
tidak singkron antara data yang di input oleh partai melalui Sipol

dengan data hardcopy yang diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

Contoh kasus yang ditemukan oleh Panwas Pemilu yakni
data ganda internal, ganda eksternal, tanggal lahir tak sesuai (antara
data dan Sipol), alamat tak sesuai (antara data dan Sipol), Nomor
Induk Kependudukan tak sesuai (antara data dan Sipol), nama tak
sesuai (antara data dan Sipol), KTP dan KTA tak sesuai, tidak ada
KTP, tidak ada KTA, KTP buram, dan Surat Keterangan yang

buram®.

Juga ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum
elektronik. Padahal sudah jelas perintah Peraturan KPU Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 14 point 3 huruf c
yang mengatakan tempat penyerahan bukti keanggotaan partai
politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat

keterangan.

13 https://rumahpemilu.org/data-keanggotaan-parpol-berantakan/
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Serta ada juga KTP yang terindikasi palsu, karena formatnya
berbeda dengan KTP Elektronik yang dicetak oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil. Temuan-temuan tersebut dikatagorikan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS).

Dari hasil temuan-temuan Panwas Pemilu tersebut memang
sangat terlihat partai politik sembarang dalam membuat dokumen
persyaratan calon peserta Pemilu 2019. Mereka hanya berpikir yang
terpenting melewati batas minimal yakni 1000 atau 1/1000. Selebihnya
“untung-untungan” saja. Oleh karenanya menjadi hal yang wajar jika
KPU menemukan 36 ribu identitas ganda baik internal maupun eksternal

dalam satu partai.

Melihat hal tersebut Panwas Pemilu Jakarta Utara membuat surat
himbauan Nomor 018/K.JK-06/PM.00.02/X1/2017 agar tim verifikator
KPU Kota Jakarta Utara bekerja lebih teliti dalam tahapan penelitian
administrasi. Panwas Pemilu juga menghimbau agar KPU melakukan

koordinasi perihal KTP Elektronik yang diduga palsu.

Temuan ini telah disampaikan oleh Pengawas Pemilu kepada
KPU Kabupaten/Kota khususnya Jakarta Utara. Tinggal nanti pada saat
perbaikan administrasi oleh partai politik pada tanggal 18 November
sampai 1 Desember 2017 harus benar-benar dimaksimalkan jika ingin

menjadi peserta partai politik pada Pemilu 2019 nanti.

Kedua adalah pemuktahiran daftar pemilih dan penyusunan
daftar pemilih. Tahapan Ini memang selalu menjadi masalah dalam setiap

pemilu. Padahal bangsa kita sudah berulangkali menyelenggarakan
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pemilu. Namun hanya pemilu pertama pada tahun 1955 yang dianggap
terbaik oleh ilmuwan maupun praktisi politik sebagai pemilu terbaik
tanpa ada kecurangan. Setelah itu, pemilu pun selalu diangap bermasalah

terutama dalam hal daftar pemilih.

Padahal dalam melakukan pemuktahiran petugas KPU yakni
Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) atau Panitia Pendaftaran
Pemilih (Pantarlih“) selalu berkeliling kampung sambil membawa
formulir A-KWK dan akan melakukan pencoklitan (pencocokan dan
penelitian) dengan cara: (a) mencatat Pemilih yang telah memenubhi
syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; (b) memperbaiki data
Pemilih apabila terdapat kekeliruan; (c) mencatat keterangan Pemilih
berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; (d) mencoret Pemilih
yang telah meninggal; (e) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili
ke daerah lain; (f) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status
sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia; (g) mencoret Pemilih yang belum genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari
pemungutan suara; (h) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak
diketahui keberadaannya; (i) mencoret data Pemilih yang tidak dikenal;
(3)) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; mencoret
Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan
merupakan penduduk setempat; (k) dan mencoret Pemilih yang tidak

sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU

! Tugas Pantarlih dan PPDP sama. Hanya penyebutan Pantarlih ada di Pilkada
dan PPDP ada di Pemilu.
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untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat

Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.

Menurut penulis prinsip dari pemuktahiran daftar pemilih yang
dilakukan oleh PPDP/Pantarlih hanya terfokus dua hal saja, pertama
pencoretan pemilih (meninggal, pindah kewarganegaraan, pindah alamat,
beralih status tadinya warga sipil menjadi TNI/Polri, dan gangguan jiwa).
Kedua yaitu menambahkan (warga yang sudah berumur 17 tahun atau
sudah kawin, beralih status tadinya TNI/Polri menjadi sipil dan warga

yang sudah sembuh dari penyakit gangguan jiwa).

Dua prinsip ini sesungguhnya mudah untuk dilaksanakan oleh
Pantarlih, yaitu jika pemerintah pusat (Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil) dapat memberikan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) yang akurat kepada KPU.

Disisi lain, tidak transparannya Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), Tempat dan Tanggal Lahir dalam
DPT yang sudah dipampang di setiap Desa/Kelurahan juga menyulitkan
dalam pengawasan. Alasan KPU dalam menutup empat digit angka
dibelakang menyangkut soal menghindari adanya penyalahgunaan oleh

oknum yang tidak bertanggungjawab

Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam tahapan daftar
pemilih dengan menampilkan NIK, NKK, Tempat dan Tanggal Lahir
menjadi keharusan bagi KPU. Sebab, ini adalah bagian dari kontrol
stakeholder (Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu

dan publik) terhadap kualitas daftar pemilih. Dan daftar pemilih ialah
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sebuah nyawa dalam setiap pemilihan umum. Untuk itu, demi terciptanya

daftar pemilih yang lebih baik, butuh gotong-royong dari kita semua.

Ketiga yaitu kampanye. Untuk memikat hati para pemilih pada
umumnya para kontestan selain melakukan kampanye positif (positive
campaign) yang mempromosikan segala kelebihan, keunggulan, dan
kehandalan pasangan calon melalui sosialisasi dengan menggunakan
brosur, spanduk, baliho billboard, kampanye tertutup dan terbuka,
berdialog langsung dengan warga, debat terstruktur dan lain sebagainya
baik melalui media cetak, online ataupun media massa. Para kontestan
pemilu juga menggunakan kampanye negatif (negative campaign) untuk
menyerang lawan politik dengan membuka jejak kehidupannya dimasa
lalu yang bersifat pribadi maupun pada saat menjabat sebagai pejabat
publik atau organisasi masyarakat. Dan pada umumnya kampanye negatif

memberikan informasi-informasi yang tidak baik namun benar adanya.

Sesungguhnya KPU tidak menginginkan adanya kampanye
negatif, apa lagi kampanye hitam (black campaign)15 KPU lebih
menginginkan para pasangan calon “menjual” kelebihan serta keunggulan
masing-masing, tentu dengan tetap menjunjung sportifitas dalam
melakukan kampanye. Meski demikian, dalam tahapan kampanye hampir
tidak ada yang bisa dikatakan sportif dan bersih dalam memperebutkan

hati pemilih.

Untuk memastikan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan kita tidak bisa mengandalkan pengawas pemilu.

1> pasal 280 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

Meski dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sudah diperkuat,
namun tetap saja dibutuhkan kesadaran partai pollitik dan kader-kadernya
yang maju menjadi calon anggota DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil
Presiden untuk bersama-sama menciptakan kampanye yang bersih dan

dengan uang yang bersih (bukan hasil korupsi).

Jika ada kader partai (calon anggota legislatif atau calon presiden
dan wakil presiden) melakukan pelanggaran dalam berkampanye. Maka
tugas media adalah memberikan informasi kepada masyarakat secara
objektif. Publik perlu diberitahukan tentang integritas, rekam jejak dan

karakter calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan dipilih.

Lalu keempat adalah pendistribusian logistik. Distribusi logistik
adalah tanggungjawab penuh KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan
pemilu. Badan Pengawas Pemilu dan masyarakat hanya mengingatkan
dan mengawasi jika ada kesalahan dalam pendistribusian tersebut.
Namun, sebagai pengawas pemilu, harus memiliki paradigma
mengedepankan pencegahan, bukan menunggu KPU melakukan
pelanggaran. KPU pun harus mendengar saran, masukan atau peringataan
yang diberikan oleh pengawas pemilu. Jika kedua penyelenggara ini
sudah satu persepsi maka pendistribusian logistik saya pikir tak akan ada

masalah.

Dan yang kelima adalah pemungutan dan penghitungan suara.
Tahapan ini menjadi krusial karena acapkali terapat beberapa bentuk
kecurangan dan pelanggaran. Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan

dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dapat berupa
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laporan ataupun turut mensosialisasikan hak dan kewajiban warga dalm
Pemilu dan Pemilihan. Selain itu untuk mempermudah masyarakat dalam
melaporkan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta 2017
lalu, Bawaslu RI sudah melakukan pengawasan berbasis IImu Teknologi
(IT) yakni dengan menggunakan handpone seluler yang bisa merekam
dan mendokumentasikan kegiatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Namun, pengawasan berbasis IT tersebut tak dipakai kembali
dikarenakan biaya yang mahal. Bawaslu harus menyediakan pulsa
internet untuk menyimpan hasil pengawasan ke google drive. Dan di
google drive, Bawaslu akan mengambil data tersebut’®. Saat ini
menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, penggunaan teknologi
informasi tengah diupayakan oleh Bawaslu untuk memudahkan
masyarakat berpartisipasi dengan melakukan inisiasi aplikasi yang
dinamkan SIGAP LAPOR.

Dalam pemungutan dan penghitungan suara, masyarakat dapat
merekam dengan ponsel pribadi dan di upload ke media sosial dengan
memberikan keterangan gambar/video. Ini akan memudahkan Bawaslu
dalam proses pengawasan yang mungkin tak terlihat oleh pengawas TPS,

Panwaslu Kelurahan, dan Panwaslu Kecamatan.

lima tahapan yang bisa memicu kericuhan, kecurangan memang
harus diawasi bersama, saling mengingatkan, dan memahami tugas dan
kewajibannya masing-masing lembaga. Oleh karenanya, diperlukan

kesadaran kolektif bahwa semua stackholder memiliki tugas dan

18 https://www.bawaslu.qgo.id/en/node/2767

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta



https://www.bawaslu.go.id/en/node/2767

‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

tanggungjawab masing-masing untuk menciptakan pemilu yang

demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Jika tugas dan kewajiban masing-masing lembaga (pemerintah,
KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat dan media) dilaksanakan
dengan baik, pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas,

dan rahasia akan mudah tercipta.

D. Pengawasan Partisipatif

Oleh karena itu, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan
pengetahuan publik perihal pelangaran-pelanggaran pemilu perlu
ditingkatkan khususnya 5 (lima) tahapan krusial yang penulis sebutkan

di atas menjadi penting untuk publik melakukan pengawasan partisipatif

Pengawasan partisipatif tidak bisa dilakukan begitu saja.
Pengawas partisipatif harus memiliki jiwa kemandirian dan
berperadaban. Masyarakat yang seperti itu punya ciri-ciri yang jelas,
seperti nilai egalitarianisme, keterbukaan, penegakkan hukum, toleransi,
penegakan keadilan serta musyawarah. Kata kunci yang menjadi penting
adalah civility (keberadaban), kata ini mengandung makna seperangkat
nilai etika bermasyarakat tentang toleransi. Hal ini penting untuk menjadi
landasan masyarakat mau dan berani menerima berbagai macam

pandangan politik yang berbeda dengan dirinya.

Menurut John Locke, civil society (masyarakat sipil) identik
dengan demokrasi konstitusional. Suatu kondisi masyarakat yang melalui
lembaga-lembaga mediasi (masjid, gereja, perkumpulanperkumpulan,

partai politik) mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan
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hubungan antara pemerintah dan warga biasa. Lembaga-lembaga yang
punya peran mediasi inilah yang menjadikan masyarakat menjadi “civil”.
Lembaga tersebut memberi suatu instrumen bagi warga biasa untuk
berperan dan berpartisipasi dalam pemerintahan sekaligus mengontrol

kekuasaan lembaga pemerintah.

Jika civil society dilihat dari konsep Walzer, maka Farhad
Kazemi menganggap bahwa masyarakat sipil sebagai konsep merupakan
ruang pengelompokan manusia yang tidak dipaksakan yang merupakan
suatu jaringan hubungan yang dibentuk atas dasar kekeluargaan,
keyakinan, kepentingan maupun ideologi. Negara punya batas demarkasi
dengan warga biasa, tetap bisa membuat aturan hukum yang bisa
membatasi tindakan warganya. Di luar batas aturan (hukum) yang dibuat
itu tindakan warga dapat secara bebas diambil. Civil society akan lebih
bagus perkembangannya jika di dalam masyarakat ada banyak lembaga-
lembaga yang otonom. Melalui lembaga inilah aspirasi mereka bisa
tersampaikan dan memungkinkan warga biasa terlibat dalam kehidupan
sipil (Sohail Hasmi 2005: 53).

E. PENUTUP

Mengetahui setiap permasalahan pada setiap tahapan sejak dini
setidaknya akan lebih memudahkan Pengawas Pemilu untuk menyusun
strategi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemtive dan
prefentive dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan

meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia.
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BAGIAN

OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN, DALAM KERANGKA PENCEGAHAN
PELANGGARAN PEMILU

Oleh: PUADI, S.Pd, MM
(Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta/Anggota Bawaslu RI terpilih 2022-2027)

A. PENDAHULUAN

Penetapan tanggal pelaksanaan pemungutan suara
pemilihan umum Anggota DPR, PDD dan DPRD serta pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden serentak tahun 2024 oleh KPU
RI pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana Surat Keputusan
KPU RI No.21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan
Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, hal tersebut menjadi
memontum bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu
untuk menghitung waktu dan menyusun pelaksanaan tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak
2024. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan
dilakukan pada tahun yang sama dengan tahapannya yang tidak
berjeda, dari pelaksanaan tahapan pemilu setelah selesai langsung
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berlanjut ke tahapan pilkada yang hari pemungutan suara telah
ditentukan dalam UU No.10 Tahun 2016 bulan November 2024.

Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024, ini
diprediksi oleh beberapa pihak akan memunculkan kerumitan dan
kompleksitas permasalahan tersendiri, jika secara tahapan, program
dan jadwal penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu dan pilkada
tidak dipersiapkan secara baik dan matang. Pada pengalaman
pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020, dalam catatan penulis
terdapat beberapa permasalahan yang muncul diantaranya
penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada tahapan
pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, pengadaan
dan distribusi logistik, dan beban kerja berlebihan untuk Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemungutan dan
penghitungan suara, tahapan kampanye serta pemungutan suara
dilaksanakan dalam masa pandemik yang mengharuskan semua
pihak mentaati protocol kesehatan. Permasalahan tersebut akan
mungkin terjadi kembali pada pelaksanaan pemilu dan pilkada
serentak 2024.

Menurut Arif Budiman Ketua KPU RI periode 2017 — 2022,
kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di antaranya terdapat pada
tahapan pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi suara®’.
Permasalahan pada pemutakhiran data pemilih, yakni pemilih yang
belum terdata dalam DPT dan pada data pemilih TPS Tambahan.
Pada saat melakukan pendataan pemilih ada daerah-daerah yang
sulit dijangkau, daerah tersebut seperti daerah pedalaman dengan
kelompok adatnya, area perkebunan, pertambangan, pulau
terpencil, dan daerah yang memiliki banyak mahasiswa pendatang,
kompleks apartemen, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan,
serta pemili di rumah sakit dan korban bencana alam atau daerah
dengan konflik sosial.

Menurut Abhan Ketua Bawaslu RI 2017 - 2022, potensi
masalah dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 salah satunya

7 https://www.republika.co.id/berita/q4i1/kpu-jelaskan-kendala-pemutakhiran-

data-pemilih-pemilu-2019,
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adalah masalah pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun
2019, bahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil
perbaikan oleh KPU dilakukan sampai 3 kali penetapan. Perlu
diketahui Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pemilu 2019
yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU pada
tanggal 15 Desember 2017 sejumlah 196.545.636, kemudian KPU
R1 menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih atau daftar pemilih
tetap (DPT) pada tanggal 5 September 2018 jumlah DPT sebanyak
187.781.884'%, namun disinyalir DPT tersebut masih terdapat
banyak data ganda, sehingga perlu ada pemutakhiran dan
perbaikan. Setalah ada perbaikan DPT ditetapkan beberapa kali
oleh KPU, karena atas rekomendasi Bawaslu masih perlu perbaikan
DPT.
» Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan, dengan jumlah DPT:
185.084.629
» Rekapitulasi DPTHP-1, tanggal 19 Desember 2018, dengan
jumlah 192.828.520%,
» Rekapitulasi DPTHP-2, tanggal 8 April 2019, dengan jumlah
192.866.254,
» Rekapitulasi DPTHP-3, tanggal 21 Mei 2019, dengan jumlah
192.770.611%",

Pemutakhiran daftar pemilih merupakan pekerjaan yang
kompleks, data pemilih dalam pemilu maupun pilkada dalam
proses penyusunannya bukanlah suatu hal yang mudah dan
sederhana, dihasilkan melalui alur proses pengolahan data yang
panjang dengan melibatkan beberapa institusi serta regulasi dengan
melibatkan multi actor dan petugas jajaran KPU. Merupakan
tahapan yang krusial, selalu muncul permasalahan yang berulang

18 https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/1031/dpt-pemilu-2019-dan-
temuan-dugaan-data-pemilih-ganda

9 https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018121517179/kpu-jumlah-pemilih-
tetap-pemilu-2019-capai-192-juta

20 Sumber data SK N0.860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I1V/2019,

1 Rekapitulasi DPTHP-3 Dalam dan Luar Negeri Pemilu Tahun 2019
berdasarkan Berita Acara Nomor 136/PL.02.1-BA/01/KPU/V/2019 tanggal 21
Mei 2019
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dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Karena data
pemilih ini sangat dinamis, beberapa problematika pada tahapan
pemutakhiran daftar pemilih, merupakan permasalahan klasik yang
sering kali muncul dan tidak terselesaikan secara tuntas, data
pemilih yang tidak mutakhir dan tidak akurat akan berpengaruh
pada ketersediaan logistik pemilu dan proses pemungutan suara.

Setidaknya selian yang telah disebutkan oleh Ketua KPU
diatas, beberapa titik kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data
pemilih lainnya adalah, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) tidak melakukan coklit atau melakukan coklit, tapi tidak
sesuai dengan prosedur. Petugas tidak mencoret pemilih yang tidak
memenuhi syarat maupun tidak mencatat pemilih baru yang
memenuhi syarat untuk terdaftar dalam DPT, masih banyaknya
data ganda pada data pemilih yang menyebabkan perbaikan dan
DPT dilakukan berkali-kali penetapan, termasuk pada pelaksanaan
coklit pilkada 2020 yang dilakukan pada masa pendemi covid 19,
sehingga pencoklitan harus dilakukan dengan protocol kesehatan
yang ketat.

Daftar pemilih menjadi salah satu masalah yang selalu
dipersoalkan jika ada gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu
maupun pilkada di Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang
didalilkan pemohon sengketa pemilu maupun pilkada, terkait daftar
pemilih antara lain adanya jumlah data pemilih yang berbeda antara
DPT dan jumlah pemilih yang mencoblos pada saat pemungutan
suara, adanya kecurangan penggelembungan suara oleh orang yang
tidak berhak menggunakan hak pilih, atau jumlah pemilih melebihi
angka DPT yang ditetapkan oleh KPU dan jajaran.

Problematika pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
tersebut, pada akhirnya berimbas memunculkan permasalahan
lanjutan, antara lain warga negara yang telah memenuhi syarat
sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dan sebaliknya warga yang
tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terhapus, ada Pemilih
yang tidak jelas keberadaannya atau sering dsebut (pemilih
siluman), Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih
terdaftar dalam data pemilih dan adanya data pemilih ganda atau
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pemilih dengan data kependudukan yang tidak lengkap dan pemilih
yang telah terdaftar tetapi ternyata tidak memiliki KTP.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 2017,
Pasal 12 ayat (1) huruf f. KPU bertugas memutakhirkan data
pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan
data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, kemudia
dimeutakhirkan data tersebut dan ditetapkan sebagai daftar pemilih.
Pasal 14 huruf |, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan
memelihara data pemilih  secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sering kali pada penetapan data pemilih tetap (DPT)
sebagaimana Pemilu 2019 permasalahan tetap muncul, dan
complain keberatan baik dari peserta pemilu maupun masyarakat.
Semestinya proses pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan
secara berjenjang dapat berjalan dengan baik dengan tidak
memunculkan  permasalahan berlarut. Sehubungan dengan
permasalahan pemutakhrian data pemilih, maka dalam tulisan ini
penulis akan membahas makalah mengenai “Optimalisasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Dalam Kerangka
Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024”.

B. PEMBAHASAN
1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Salah satu tupoksi KPU dan jajaran dalam pelaksanaan
tahapan Pemilu maupun Pilkada adalah melaksanakan tugas
memutakhirkan data pemilih. KPU diberikan mandat oleh Undang-
Undang untuk memastikan setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat sebagai pemilih untuk diberikan hak pilihnya dan
terdata dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih bertujuan
untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses
pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu
maupun pilkada. Pemutakhiran data ini terkait data penduduk yang
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pindah datang maupun keluar, pemilih pemula, perubahan identitas

atau status TNI/POLRI, perubahan alamat dan data kematian.

Data pemilih  merupakan elemen penentu dalam
penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, didalamnya terdapat
kumpulan daftar nama warga negara sebagai pemilih yang akan
memberikan suaranya nya di TPS untuk memilih para calon
pemimpin baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga
legislative. Data pemilih merupakan databased untuk menentukan
jumlah  TPS, jumlah logistik pemilu/pemilihan, alangkah
pentingnya data pemilih sehingga menjadi fokus perhatian dan
sorotan semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat luas.

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pemutakhiran data
pemilih dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut: periodic list,
continuous register or list, dan civil registry.

a. Sistem periodic list adalah sistem pendaftaran pemilih hanya
untuk pemilu tertentu saja. Pendaftar pemilih dilakukan setiap
kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum, sistem ini
pernah diterapkan pada pemilu 1955 dan selama pemilihan
umum pada masa Orde Baru®.

b. Sistem civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan
pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat,
kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain
pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih
memerlukan data-sharing agreements, berdasarkan model
pendaftaran pemilih seperti ini, KPU wajib menggunakan data
penduduk yang diberikan oleh instansi pemerintah (Dirjen
DisDukCapil Kemendagri) yang bertugas mengurus administrasi
kependudukan untuk dijadikan bahan data pemilih, sistem civil
registry ini dilaksanakan pada masa pemilu 2005 — 2015.

c. Sistem continuous register or list adalah sistem pendaftaran
pemilih untuk pemilu yang dilakukan secara terus menerus atau
berkelanjutan, artinya data pemilih pemilu tidak dibuang, tetapi

2 ACE-Electoral Knowledge Network, “Overview of Voter Registration” dan
“Guiding Principles of Voter Registration”.

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

dimutahirkan untuk digunakan pada pemilu berikutnya. KPU
pada periode 2001 - 2007 melaksanakan Pendaftaran Penduduk
dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B) tidak hanya untuk
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 tetapi juga
digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2006. Kemudian
pelaksanaan pendataan dengan sistem continuous register or list
dimasukan dalam ketentuan UU No.7 tahun 2017 yang disebut
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 14 huruf |, Pasal 17 huruf I, Pasal 20 huruf
I, Undang-Undang No.7 tahun 2017 menyebutkan, KPU
berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data
pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Peraturan KPU No.11 tahun 2018, Pasal 58
menyebutkan, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan
Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data
Pemilih berkelanjutan. Setelah pemungutan suara, KPPS wajib
mengambil formulir A.6-KPU dan mengirimkannya kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.

Secara teknis tindaklanjt dari ketentuan Undang-Undang
No.7 tahun 2017, terkait pelaksanaaan pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan, KPU RI menerbitkan beberapa Surat sebagai
pedoman teknis pemutakkhiran yaitu:

1) KPU RI No0.181/PL.02.1-SD/01/KPU/11/2020, tanggal 28
Feberuari 2020, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan tahun 2020,

2) Surat KPU RI No0.132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021, tanggal 4
Februari 2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2021

3) Surat KPU RI No0.366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21
April 2021 Perihal, Perubahan Surat Ketua KPU RI
No0.132/PL.02-SD/01/KPU/11/2021.
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Kemudian pada 11 November 2021 KPU RI menerbitkan
Peraturan KPU No.6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan pada 11 November 2021.
Pasal 1 angka 15 menyebutkan, Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan untuk memperbaharui
Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau
Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data
kependudukan secara nasional. Tujuan dilakukannya Pemutakhrian
Data Pemilih  Berkelanjutan adalah untuk  memelihara,
memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan
terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan
untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan
berikutnya, menyediakan data dan informasi Pemilih berskala
nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif,
akurat, dan mutakhir dan memutakhirkan Data Pemilih dengan
menggunakan teknologi informasi dengan menjamin kerahasiaan
data.

Penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Secara tugas KPU RI merencanakan dan menyusun program dan
arah kebijakan PDPB, b. melakukan konsolidasi data yang berasal
dari pemerintah sebagai bahan untuk PDPB, c. mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan
pelaksanaan PDPB, d. melakukan koordinasi dengan instansi lain
dan antar satuan kerja KPU, e. melakukan rekapitulasi PDPB
nasional dan f. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB nasional.
Secara kewenanagan KPU menetapkan peraturan, petunjuk teknis,
pedoman teknis, dan kebijakan mengenai PDPB serta
menyelenggarakan forum koordinasi tingkat nasional yang
dilakukan minimal setiap 6 (enal) bulan sekali.

KPU Provinsi bertugas, a. menjabarkan program dan arah
kebijakan PDPB, Db. mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, c. melakukan koordinasi
dengan instansi lain dan antar satuan kerja KPU di wilayah
provinsi, d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi, dan e.
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mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat provinsi, serta
KPU Provinsi berwenang menyelenggarakan forum koordinasi
PDPB tingkat provinsi yang dilakukan minimal setiap 6 (enam)
bulan sekali.

Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota
bertugas, a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; b.
menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB; c. melakukan
koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota; d.
melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan e.
mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota. (2)
Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang
menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan forum koordinasi PDPB
tingkat kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU RI
secara berjenjeng dilaksanakan sejak awal tahun 2020 dan
rekapitulasi terhadap PDPB awal pertama dilakukan pada bulan
April 2020 oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dilakukan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan
data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU
Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dan monitoring terhadap
pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan
yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Sidalih
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan
perundang-undangan.

2. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, Pasal 104
huruf e, UU No.7 tahun 2017, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu kabupaten/Kota, berkewajiban mengawasi pemutakhiran
dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data
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kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data

pemilih  berkelanjutan  Bawaslu  mengeluarkan  pedoman

Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Surat Edaran

No0.13 tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Pelaksanaan

Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, sebagai pedoman bagi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan jajaran dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan sejak

awal terhadap pemutahiran data pemilih  berkelanjutan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran

data pemilih dilakukan sesuai ketentuan peratuan perundang-

udangan serta untuk menjaga kualitas daftar pemilih secara
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat,
mutakhir dan komprehensif.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan, harus menjadi perhatian dalam tugas pengawasan
olen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan
melakukan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan KPU sesuai tingkatan dalam
rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

b. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menggunakan DPT dan DPK
Pemilu 2019, menggunakan DPT dan DPTb Pilkda taun 2020
sebagai bahan dalam penutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota masing masing untuk,
mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan
perekaman KTPelektronik sejak 1 Januari sd Desember 2021;

d. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri dilingkungan
Kabupaten/Kota setempat untuk mengeek apakah tetrdapat
putusan Pengadilan  Negari/Pengadilan  Tinggi/Mahkamah
Agung yang mencabut hak politik penduduk di wilayah tersebut;

e. Melakukan pengawasa melekat terhadap KPU Kabupaten/Kota
dalam penyusunan data pemilih berkelanjutan dengan
memperhatikan, penghapusan pemilih ganda, menghapus
pemilih yang tidak memenuhi syarat, memasukan pemilih yang
memenuhi syarat sebaai pemilih.

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

f. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan melakukan
rekapitulsi terhadap data pemilih berkelanjutan secara
regular/setiap bulan dan rapat koordinasi serta memberikan
berita acara rapat koordinasi tersebut kepada Bawaslu Kab/Kota;

g. Memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekaputulasi
daftar pemilih berkelanjutan tersebut dalam papan pengumuman
maupun melalui website yang berupa data by name bu address;

h. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan
saran perbaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan;

i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan berjenjang kepada Bawaslu RI melalui
Bawaslu Provinsi;

Beberapa catatan hasil pengawasan pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan yang dilakukan pengawas pemilu
sampai Maret 2022:

a. Hasil penyusunan data pemilih berkelanjutan belum mutakhir
(realtime).

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh
KPU, KPU Provinsi yang dalam penyusunannya dilakukan oleh
jajaran KPU Kabupaten/Kota mulai dilaksanakan sejak awal tahun
2020. Sejak pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah: DPT
pemilu terakhir atau pemilihan terakhir dan data kependudukan dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan kependudukan yang
dikonsolidasikan setiap 6 bulan serta data kementerian atau instansi
lain.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam, data pemilih
pemilu terakhir yang berasal dari daftar pemilih khusus (pemilih
yang tidak terdapat dala DPT atau DPTb, yang memilih pada hari
H menggunkan KTP), itu data yang tercatat oleh KPU Kab/Kota
kira-kira hanya sekitar 60% dan 40% sisanya DPK ini tidak tercatat
secara lengkap. Data DPK yang 40% selain tidak tercatat secara by
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name by addres lengkap, juga tidak ada backup dokumen (baik
fotocopi KTP maupun foto KTP) sehingga data tersebut tidak
digunakan sebagai bahan PDPB, data pemilih khusus hanya sekitar
60%, dan 40 persen sisanya hilang menjadi data pemilih yang ter
sia-siakan.

Selain itu data kependudukan yang berasal dari Disdukcapil
yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sekali, juga tidak relatime.
Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
Maret 2020, data penduduk yang diberikan oleh Disdukcapil
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU kabupaten/Kota adalah data
penduduk bulan April 2019 — Oktober 2019 dan informasi terakhir
untuk bahan penyusunan pemutakhiran data pemilih bulan Maret
2022, data penduduk yang diberikan oleh Disdukcapil
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota adalah data
penduduk sampai dengan perbulan Juli 2021.

Dalam proses pengecekan data pemilih terhadap aplikasi
@lindungihakmu milik KPU, beberapa data penduduk meninggal
pada tahun 2020 masih tercatat dalam data pemilih di aplikasi
tersebut. Sehingga data penduduk yang meninggal dari bulan
Agustus 2021 — Februari 2022, yang seharusnya sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi masih ada dalam data data
pemilih berkelanjutan yang direkap pada Maret 2022.

KPU perlu mendorong kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota
untuk dapat berkoordinasi dan melibatkan lembaga lain yang
memiliki data penduduk, seperti Dinas Pemakaman diwilayah
Kabupaten/Kota yang memiliki data penduduk meninggal, data
tersebut dapat dijadikan bahan untuk melakukan pemutakhiran data
pemilih, bahan untuk mengkroscek dan penghapusan terhadap data
pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga hasil
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan realtime.

b. Pelibatan Instanis terkait dan Masyarakat belum Maksimal

Dalam Perturan KPU No.6 tahun 2021, Pasal 16, KPU
menyediakan data pemilih sebagai bahan PDPB, Penyediaan data
pemilih yang akan digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan
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PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan menambahkan Pemilih
tambahan atau pemilih khusus pada Pemilu atau Pemilihan terakhir
serta data penduduk dari instansi atau lembaga lain. Selain itu KPU
telah memiliki aplikasi data pemilih @lindungihakmu. Hasil
pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pada
aplikasi @lindungihakmu, yang dilakukan dengan cara uji petik
berdasarkan beberapa data penduduk yang meninggal dari Dinas
Pemakaman, masih banyak ditemukan penduduk sudah meninggal
tetapi masih terdata/belum terhapus.

Sehingga terkait data pendukung dalam pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan, mungkin KPU Kabupaten/Kota selain
berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, juga berkoordinasi dengan
Dinas Pemakaman tingkat kabupaten/Kota untuk mendapatkan data
penduduk telah meninggal secara update, sebagai dasar
penghapusan data pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Dalam  melaksanakan =~ Pemutakhiran  DPB, KPU
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan
dan/atau rumah tahanan negara untuk memperoleh data warga
binaan. Koordinasi antar KPU Provinsi maupun KPU
Kabupetan/Kota dengan pihak Lapas dan Rutan harus disegerakan
agar data warga binaan segara lebih awal diberikan kepada KPU
Kabupaten/Kota. Penghuni Lapas dan Rutan terlihat sangat
dinamis, setiap harinya banyak tahanan yang keluar masuk, keluar
(karena beberapa habis masa hukuman dan ada yang masuk sebagai
penghuni baru).

Banyak diantara penghuni lapas tidak membawa KTP pada
saat dibawa masuk oleh Jaksa ke Lapas dan Rutan, hal ini ikut
mempersulit dan memperlama proses pendataan pemilih, karena
terkait alamat domisili tahanan yang tidak jelas. Koordinasi yang
baik dan inten antara KPU Kab/Kota dengan petugas Lapas dan
Rutan dan Dinas Dukcapil sangat membantu pendataan KPU, dan
komunikasi yang baik akan mempercepat kerja pendataan pemilih.
Dalam pendataan pemilih terhadap warga binaan Lapas dan Rutan
terdapat beberapa permasalahan yang selalu muncul antara lain,
Identitas yang tidak jelas dari warga binaan, KTP banyak tidak
dimiliki oleh warga binaan, sehingga dalam pendataan agar warga
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binaan masuk dalam data pemilih harus dibuatkan KTP baru oleh
Dinas Dukcapil. Biasanya menjelang akhir penetapan DPT, Dinas
Dukcapil akan sibuk untuk membantu melakukan perekeman dan
pencetakan KTP bagi penghuni Lapas dan Rutan, hal ini
menganggu proses penetapan daftar pemilih dan menyebabkan
penetapan DPT berlarut-larut,

c. Keterbukaan Disdukcapil dan KPU masih Dipertanyakan

Berdasarkan UU No.7 tahun 2017, Dalam penyelenggaraan
pemilu penyelengara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus
melaksanakan asas pemilu yang demokratis, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta melaksanakan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemilu antara lain tertib, terbuka, proporsional.
Dalam Pasal 6, Peraturan DKPP No.2 tahun 2017 kata terbuka
bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.

Dalam melaksanakan pemilu dengan prinsip terbuka
bermakna penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak,
memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk
mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan
yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan
informasi publik secara efektif, memberikan respon secara arif dan
bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Tugas dan kewenangan Bawaslu dan jajaran adalah
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan
pemilu maupun pilkada serta melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan terselenggaranya pemilu
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas,
serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai
pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis,
dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.
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Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
Bawaslu bertugas memastikan penyusunan data pemilih
berkelanjutan dilakukan secara benar, menambahkan data pemilih
yang memenuhi syarat dan menghapus data pemilih yang tidak
memenuhi syarat. Di sisi lain, pihak KPU dan jajaran belum
sepenuhnya terbuka kepada pihak Bawaslu. Terkait data pemilih
berkelanjutan yang telah disusun, hal ini menjadi hambatan
tersendiri bagi Bawaslu dan jaajra dalam proses pengawasan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan UU No.7 tahun 2017, Perbawaslu No.21 tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peilihan Umum, serta
SE Bawaslu No.13 tahun 2021. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU sesuai
tingkatannya provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan
pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melakukan
pengawasan kepada KPU Kabupaten/Kota menginput data pemilih
tambahan dan data pemilih khusus dalam sstem informasi data
pemilih (Sidalih).

Untuk memastikan pengawasan data pemilh, maka KPU
Kabupaten/Kota dapat memberikan data pemilih kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota secara byname by addres, sebagai bahan
pengawasan dan pencermatan. Namun sampai saat ini, Bawaslu
kabupaten/kota diberikan akses data pemilih secara by name by
address olen KPU Kab/Kota, sehingga tugas melakukan
pengawasan dan pencermatan terhadap data pemilih yang disusun
oleh KPU kabupaten/Kota menjadi terhambat.

Ketertutupan akses dan ketidakpercayaan KPU dan jajaran
kepada Bawaslu dan jajaran terkait tidak diberkannya data pemilih,
dapat meinimbulkan permasalahan ego sektoral yang berlanjut.
Sebagai sesama penyelenggara pemilu, seharusnya dapat saling
membangun  kesamaan persepsi dan pemahaman dalam
menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Menjaga dan
mengamankan data pemilih tentu penting dan menjadi
tanggungjawan bersama penyelenggara pemilu dan pihak lain yang
terkait sesuai ketenuan peratuan perundang-undangan, namun
memberikan akses bagi Bawaslu yang diberikan tugas dan
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kewenangan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih
dilakukan sesuai ketentuan juga diamanatkan dalam peraturan
perundnag-undangan, hal ini menjadi perhatian bersama agar
terkesan ada ketidakharmonisan terkait data pemilih antara KPU
dan Bawaslu.

d. Sosialisasikan Apliaksi @lindungihakmu “Secara Masif

Sejak 23 Februari 2022, KPU telah meluncurkan aplikasi
Mobile “Lindungi Hakmu” telah terpasang pada google playstor.
Aplikasi ini dapat diunduh melalui hp android leh masyarakat
didalamnya memeiliki beberapa fungsi antara lain memaparkan
jumlah pemilih se Indonesia, jumlah pemilih se provinsi,
kabupaten/kota sampai pada tingkat TPS se Indonesia. Diantara
fungsi dari aplikasi Lindungi hakmu antara lain:

» mengecek nama seseorang telah terdaftar dalam data pemilih
atau belum

» mendaftar sebagai pemilih

» melapor pemilih yang tidak memenuhi syarat

> rekap jumlah DPB nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan dan
kelurahan,

» sedangkan untuk data pemilih per TPS sejak tulisan ini dibuat
belum dapat terlihat datanya.

Data dalam aplikasi ini menyambung ke sistem sidalih yang
digunakan untuk data internal KPU dan jajaran. Aplikasi ini cukup
bagus untuk segera diketahui masyarakat secara luas, sehingga
KPU dan jajaran segera melakukan sosialisasi secara massif kepada
masyarakat luas, terutama kepada partai politik dan pemerintah
daerah, agar masyarakat yang mengetahui dapat langsung
melakukan pengecekan datanya, dan mendaftar jika datanya belum
ada pebagai pemilih. Tetapi data pemilih pada aplikasi tersebut
belum update secara realtime, masih ada beberapa nama data
penduduk yang sudah meninggal tetapi masih terdata/belum
terhapus.
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3. Pelanggaran Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan administras
dalam proses pencataan administrasi data pemilih, menambahkan
data pemilih dan menghapus data pemilih, serta memperbaiki data
yang tidak lengkap. Ada pontensi pelanggaran yang bisa terjadi
oleh KPU dan jajaran dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih. Dalam proses pemutakhiran data pemilih pelanggaran
yang terjadi lebih kearah pelanggaran administrasi, dalam tahapan
pemutakhiran data pemilih selalu ada proses perbaikan secara
bertahap. Dari penyusunan dan rekapitulasi dengan yang disebut
data pemilih sementara (DPS), diperbaiki menjadi data pemilih
sementara hasil perbaikan (DPSHP), jika masih ada kesalahan atau
kelalaian pendataan akan diperbaiki lagi dan terakhir sampai batas
waktu pemutakhiran data pemilih KPU akan menetapkan data
pemilih tetap (DPT), pasca penetapan DPT tidak ada lagi
pemutakhiran data pemilh.

Kemudian sesuai ketentuan KPU dan jajaran akan
membuka kesempatan bagi pemilih, karena sesuatu hal tertentu
harus melakukan pindah memilih dengan menggunakan Formulir
(A-5) formulir untuk pindah memilih, pengurusan foemulir tersebut
dapat diperoleh dari KPU Kab/Kota asal pemilih atau dapat
meminta kepada KPU Kabupaten/kota dimana pemilih akan pindah
memilih, kreteria ini disebut sebagai daftar pemilih tambahan
(DPTDb). Selain itu KPU dan jajaran masih memberikan kesempatan
kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaptar
dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan untuk
bisa memilih pada hari H dengan menunjukan KTP, kreteria ini
yang disebut dafatr pemilih khusus (DPK). DPK diberikan
kesempatan memilih pada TPS yang berlokasi pada wilayah
RT/RW sesuai domisili alamat dalam KTP, tidak boleh di TPS lain
dan dilakukan pada waktu yang ditentukan yaitu pukul 13.00 Wib
sampai selesai, dengan konsekwensi jumlah surat suara yang
terbatas, sehingga jika jumlah pemilih DPK banyak dan surat suara
habis, maka ada potesi untuk tidak mendapatkan surat suara. Dalam
kondisi seperti ini maka pemilih DPK akan diarahkan untuk
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memilih di TPS yang terdekat dari lokasi TPS awal, jika surat suara
di TPS terdekat juga habis, ada potensi untuk tidak dapat
memberikan suara atau kehilangan hak memilih.

Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara hati-hati
dalam mengapus data pemilih, karena berkaitan dengan hak warga
negara mendapatkan hak pilih, jika hak pilih ini dihilangkan, maka
dapat katakan terjadi pelanggaran hak pilih yang merupakan bagian
dari hak asasi manusia. Dalam pemutakhiran diharapkan tidak ada
tindakan kelalaian maupun kesengajaan oleh jajaran KPU untuk
menghilangan hak pilih warga negara, selain merupakan
pelanggaran administrasi pemilu juga dapat merupakan perbuatan
tindak pidana pemilu. Ada beberapa Kkreteria tindakan
menghilangkan hak pilih warga negara yang masuk dalam pasal
tindak pidana pemilu sebagaimana diatur UU No.7 tahun 2017,

e Pasal 489 Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja
tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih
sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal
207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah).

e Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan
orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah)

e Pasal 511 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman
kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada
padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang
untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-
Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enamjuta rupiah).
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e Pasal 544 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

e Pasal 545 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan
sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam
Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enamjuta rupiah)

e Pasal 498 Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan
kesempatan  kepada seorang  pekerja/karyawan  untuk
memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali
dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

e Pasal 499 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja
tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali
kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak
mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih
berlangsung KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota belum
menetapkan daftar pemilih tetap, jika ada pelanggaran atau
kesalahan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, maka
pelanggaran masih dalam lingkup pelanggarana adminisrasi, dalam
hal ini data pemilih masih dapat terus dilakkan perbaikan secara
berjenjang. Namun jika data pemilih sudah ditetapkan sebagali
daftar pemilih tetap (DPT) maka terhadap kesalahan dalam Pasal
489, 510, 511, 544, 545 serta Pasal 498 dan 499 tersebut maka
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proses penanganan pelanggaran amsuk dalam penanganan tindak
pidana pemilu sudah dapat dilaksanakan oleh Bawaslu bersama
Sentra Gakkumdu. Dalam proses penanganan tindak pidana pemilu
tentu harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Sentra
Gakkumdu harus dapat membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan
tersebut benar-benar telah melakukan kesalahan dan tindakan
kesalahan yang dilakukan tersebut harus memenuhi unsur-unsur
dalam pasal tindak pidana pemilu yang dituduhkan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih masih
memiliki waktu yang panjang dalam proses dan perbaikannya
menuju pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu,
namun demikian sedari awal KPU dan jajaran dalam melaksanakan
proses pemutakhiran DPB dilaksanakan secara maksimal,
penyusunan DPB dengan menembahkan pemilih baru, menghapus
pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memperbaiki status data
pemilih, harus dilaksanakan sesuai aturan ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan  pihak  lain  baik  Disdukcapil,  Lembaga
Pemasyarakatan juga harus dilakukan secara maksimal, agar
Pemutakhiran DPB akan tercapai untuk menghasilkan data pemilih
yang mutakhir, akurat dan komprehensip. Diharapkan hasil
pemutakhira data pemiih berkelanjutan dijadikan sebagai Data
Penduduk Potensial Pemilih sebagai bahan dalam pelaksanaan
tahapan Pemutahiran Data Pemilih Pemilu/

Terhadap pelaksanaan  pemutakhiran data  pemilih
berkelanjutan beberapa saran masukan yang dapat disampaikan
sebagai berikut:

e Pertama, untuk persiapan pelaksanaan pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan maka KPU dan Jajaran dibawah sedari
awal pada saat pemungutan suara harus melakukan
dokumentasi/ pengarsipan terhadap daftar pemilih tambahan dan
daftar pemilih khusus, agar datanya tidak hilang sebagai bahan
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untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan masa
berikutnya.

Peibatan lembaga terkait dalam proses pemutakhiran data peilih
berkelanjutan dimngkinkan menambah pihak yang terkait yatu
Dinas pemakaman dari masing-masing kabupaten/Kota, agar
KPU kabupaten/Kota bisa mendapatkan data  penduduk
meninggal secara realtime, karena ika hanya mengaandalkan
data dari Disdukapil datanya tertinggal antara 6 bulan sd 1 tahun
berjalan.

Sosialisasi yang masih terhadap apliaksi @lindungihakmu,
sehinga masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengkroscek nama
dirinya dan keluarganya apakah sudah ada dalam terdftar secara
benar dalam data pemilih diwilayahnya.

Dalam penusunan data pemilih berkelanjutan, Bawaslu
kabupaten/kota belum diberikan akses terkait data by name by
addres DPB. Hal tersebut tentu akan menyulitkan pihak Bawaslu
yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan
pencermatan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih yang
dilakukan oleh KPU dan jajaran telah dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-udangan dan untuk memastikan
data pemilih tersebut sudah akurat, mutakhir dan komprehensip.
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PROBLEM DAN TANTANGAN PENGAWASAN PEMILU
DI ERA DIGITAL

Oleh
Rika Kartika, S.1P., M.Si
Mahasiswi Program Doktoral Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
(UPI) Bandung,
Dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

Abstraksi

Indonesia adalah negara yang juga mengalami kuatnya penetrasi
perkembangan teknologi informasi. Hal ini memberikan tantangan
tersendiri karena Indonesia akan menghadapi perhelatan besar
Pemilu serentak tahun 2024. Ancaman masyarakat yang terbelah
mengancam mengganggu kerukunan, ekses buruk politik identitas,
dan munculnya konflik yang mengarah kekerasan menjadi isu
strategis bagaimana pengawasan digital dapat dilaksanakan.
Ancaman hoax, black campaign, akun bot, buzzer, serta wacana
digitalisasi pemilihan sampai electronic voting (e-voting) adalah
tantangan digital yang mengemuka untuk dijawab agar pemilu
yang transparan, jujur dan akuntabel dapat berlangsung. Badan
Pengawas Pemilu dan seluruh stakeholder terkait diharapkan
mampu merespon tantangan dan memaksimalkan kapasistas dalam
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melaksanakan pengawasan digital dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi.

Kata kunci: teknologi informasi, digital, media sosial, pengawasan
pemilu, e-voting, hoax, buzzer, akun bot, black campaign, bawaslu

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi (T1) yang demikian
cepat harus direspon dengan cara pandang baru di semua sektor
kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Meski ekosistem TI
seperti internet dan media sosial bermata ganda, namun kita harus
mampu memaksimalkannya untuk pembangunan bangsa dan
peningkatan kualitas demokrasi. Sebagai ilustrasi kuatnya penetrasi
internet di Indonesia, terlihat dari data Wearesocial, yang
diterbitkan Februari 2022. Dari total populasi kita sekitar 277,7
juta, setidaknya ada 370,1 juta gadget/peranti elektronik yang
terkoneksi. Itu artinya bila kita meminggirkan kelompok lansia dan
anak-anak, maka sebagian besar kelompok usia produktif kita
memiliki gadget/peranti elektronik lebih dari satu. Sementara,
masih menurut laporan yang sama, pengguna internet aktif di 2022
sebanyak 204,7 juta, sementara pengguna media sosial berada di
level 191,4 juta.”® Sektor swasta dan bisnis lebih dulu merespon
fenomena ini dengan mengoptimalkan dukungan TI pada
bidangnya masing-masing. Industri ekonomi digital di tanah air
melesat sangat cepat. Sampai dengan akhir 2021, ada banyak
perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang memiliki valuasi
valuasi di atas US $ 1 miliar atau dikenal dengan istilah perusahaan
unicorn. Ini juga menjadi tren di kawasan (Asia Tenggara), dimana
per Juni 2021 perusahaan venture capital berlomba-lomba
mendanai sejumlah startup di Asean. Hasilnya saat ini tercatat ada
16 unicorn dan decacorn di ASEAN. Dari jumlah itu, Indonesia

2 hitps://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/
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menyumbang setidaknya 7 startup, termasuk salah satunya yang
berstatus sebagai decacorn.

Pengaruh kehadiran media sosial bukan hanya itu, ia juga
memaksa para raksasa (media) tradisional melakukan reposisi.
Banyak kisah bagaimana media-media cetak dan televisi Kkini
tersudut oleh kemunculan media sosial. Bahkan mereka banyak
yang me-relay konten-konten dari Youtube, Facebook dan Twitter
sebagai bahan berita. Tak hanya di internasional, fenomena yang
sama juga terjadi di Indonesia. Digitalisasi memungkinkan
tumbuhnya platform media partisipatif. Lebih dari satu dekade,
publik di Indonesia membuktikan partisipasi yang lebih luas
melalui media alternatif ini.?* Kekuatan media sosial yang
partisipatif terletak pada—sebagaimana ditulis Henry Jenkins—
adanya ruang untuk menempa, memodifikasi, memperbaiki,
memperluas,  menambah  keragaman  perspektif, lantas
menyebarluaskannya berulang-ulang, dan mengumpan balik ke
media mainstream.”® Semakin ke sini, Indonesia menjadi spot
penting bagi para analis media global terkait dengan kekuatan
media sosial dan partisipasi warganya. Itu juga terbukti dari data
platform media sosial, dimana Indonesia berada di urutan atas
dalam pengguna platform.

Permasalahan

Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar
pemilu serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, DPD, dan Kepala Daerah di
berbagai tingkatan sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Pertanyaan yang penting diajukan
adalah, apa tantangan yang akan dihadapi pengawasan digital
dalam proses demokrasi tahun 2024? Apa yang bisa disumbangkan
teknologi dalam mendorong modernisasi politik dan demokratisasi

4 Ross Tapsell, Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi
Digital, Margin Kiri, Tangerang Selatan, Hal 273.

= Henry Jenskin, Convergence Culture : Where Old and New Media Collide, New
York University Press, New York, Hal 268.
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di Indonesia? Apa yang harus dilakukan lembaga yang berwenang
dalam peningkatan kapasitas pengawasan digital?

Pembahasan
Media Sosial, Media Warga Sekaligus Alat Propaganda

Sebagaimana terlihat dari laporan Statista, Oktober 2021,
Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam penggunaan
Facebook dengan 142,5 juta pemakai. Di atas Indonesia ada India
dan AS.?° Tak hanya Facebook, Indonesia juga berada di 6 besar
dalam penggunaan platform twitter. Bahkan beberapa tahun lalu,
Jakarta disebut Semiocast sebagai kota paling riuh di linimasa
twitter.?” Peta digital tersebut mengindikasikan Indonesia sudah
berada kondisi digitalisasi yang massif.

Pemerintah dan DPR menyepakati penyelenggaraan pemilu
pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, dan 27 November 2024
khusus untuk Pilkada Serentak. Ini merupakan pengalaman pertama
bagi Indonesia, dimana sebelumnya pemilu legislatif, presiden dan
kepala daerah tidak dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan.
Oleh karenanya, berbagai pihak memprediksi besarnya tantangan,
mulai dari pelanggaran kampanye, akurasi daftar pemilih, benturan
di grassroot, money politics hingga kegaduhan di media sosial.
Khusus untuk yang terakhir, isu ini telah menjadi topik hangat di
berbagai negara, seiring meningkatnya digitalisasi. Di sisi lain,
ancaman dari penggunaan platform digital selama kampanye
berpotensi meningkatkan tensi di masyarakat.

Kekhawatiran akan munculnya instabilitas terkait media
sosial dan pemilu bukan isapan jempol belaka, melainkan sudah
terjadi di sejumlah negara. Seperti yang dialami negara demokrasi
maju seperti AS pada pemilu 2016 lalu. Setidaknya itu terlihat
selama  berlangsungnya kampanye jelang pemilu yang
mempertemukan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton,
melawan politisi kontroversial dari Partai Republik, Donald Trump.

% nitps:/itekno.tempo.co/read/1530678/daftar-negara-pengguna-facebook-
terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa/full&view=o0k

27 hitps://www.merdeka.com/dunia/jakarta-kota-paling-aktif-berkicau-di-
twitter.html
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Beberapa minggu sebelum hari pencoblosan, muncul gelombang
protes bernuansa SARA di Texas, terkait pendirian The Library of
Islamic Knowledge. Kelompok penentang hadirnya perpustakaan
itu menganggap bahwa Islamisasi menjadi ancaman bangsa
Amerika. Tak lama berselang, terjadi demonstrasi tandingan oleh
United Muslim of America, yang mengecam Islamophobia dari
kelompok sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa semua agama
punya hak yang sama (equal) di bawah konstitusi AS. Isu-isu
sejenis yang berbalut identitas kultural juga marak terjadi selama
masa pemilu itu. Lalu banyak pihak penasaran, apakah anomali ini
terjadi secara natural, atau justru merupakan efek dari persaingan
politik antar dua kandidat. Jawabannya dua-duanya tidak tepat,
dalam arti bahwa sebelumnya tidak ada tanda-tanda ketegangan
antar komunitas di Texas. Lalu diadakan penyelidikan intensif
untuk memastikan akar pergolakan tersebut. Setelah FBI bergerak,
diketahui bahwa provokasi bermula dari percakapan di Group
Facebook yang saling menghujat. Ironisnya, group tersebut tidak
dikelola di AS, bukan dikendalikan warga lokal, melainkan
dikontrol dari Saint Petersburg, Rusia. Pengendalinya diidentifikasi
sebagai instansi yang dekat dengan Kremlin, yaitu Internet
Research Agency (IRA).?® Dengan kata lain, kedua group virtual
yang memprovokasi kemarahan warga AS adalah akun-akun palsu.

Peristiwa itu menjadi kisah memilukan bagi AS,
bahwasanya negara yang mengklaim sebagai super power di
teknologi dan militer, ternyata bisa disusupi melalui internet oleh
musuh tradisionalnya. Tak hanya itu, agen-agen IRA juga
menggunakan platform-platform social milik AS sendiri, seperti
raksasa Facebook, Twitter dan Youtube untuk memuluskan
propagandanya. Berdasar temuan bertajuk Computational
Propaganda Research Project, menunjukkan bahwa platform
social media dimaksud tidak mengetahui aktivitas yang
dikendalikan dari Rusia tersebut.”® Di kemudian hari melalui

% Agus Sudibyo, Tarung Digital : Propaganda Komputasional di Berbagai
Negara, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta2021, Hal 1

2 BBC.com, Russia Meddled in All Big Social Media Around US Election”, 17
Desember 2018, https://www.bbc.com/news/technology-46590890
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investigasi internal, Facebook mengakui bahwa di periode pemilu
AS, akun-akun yang terafiliasi dengan IRA dikonfirmasi telah
memasang sekurang-kurangnya 3,000 iklan untuk mengamplifikasi
lebih dari 80,000 pesan politik dan mampu menyasar 126 juta
pemilih AS. Pola yang sama juga dilakukan di Twitter dan Google,
sebag%]aimana terungkap dalam persidangan Komite Intelejen Senat
AS.

Kasus Indonesia

Manipulasi data, peristiwa dan berita juga terjadi dalam
beberapa tahun terakhir melalui media sosial di Indonesia.
Modusnya dengan memproduksi dan mendistribusikan hoax atau
berita bohong untuk menciptakan kegaduhan. Bahkan sebuah
lembaga Masyarakat Indonesia Anti Hoax menilai intensitas berita
bohong di dunia maya sudah tidak terkendali lagi. Sebagai ilustrasi,
dalam satu hari terdapat kurang lebih 30 berita hoax yang
didominasi isu politik, keuangan dan kesehatan.*! Lebih lanjut,
pada Desember 2016 Kementrian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia merilis data bahwa terdapat lebih dari 800 ribu
situs yang memproduksi hoax dan hate speech di Indonesia.
Dengan kondisi itu, dapat dibayangkan ekses negatif yang
dirasakan publik. Pada tahun yang sama Riset Masyarakat
Telematika (Mastel) pada tahun yang sama berlangsung sebaran
berita hoax yang didominasi oleh berita hoax politik. Hasil riset
Mastel menemukan fakta bahwa 91,8% responden menjawab
sering menerima konten hoax tentang sosial politik, seperti
pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Isu SARA menempati
posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten hoax yang paling
banyak diterima responden adalah berupa teks sebanyak 62,1%,
foto 37,5%, dan dalam bentuk video 0,4%. Sementara media yang

% |ssie Lapowsky, Six Revealing Moments From the Second Day of Russia
Hearing”, Wired.com, 11 Januari 2017, https://www.wired.com/story/six-revealing-
moments-from-the-second-day-of-russia-hearings/

%1 Tim Cek Fakta Kompas,
https://nasional.kompas.com/read/2016/12/01/20394161/sebaran.hoax.tak.terken

dali?page=all
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mentransmisikan hoax tersebut aplikasi pesan (62,8%), situs
internet (34,9%) dan televisi (8,7%). Mengacu pada hasil riset
tersebut, berita hoax politik menjadi dominan tersebar kepada
masyarakat karena tiga alasan. Pertama, Untuk memulai, berita
hoax adalah salah satu bentuk propaganda paling efektif yang
digunakan untuk melemahkan dan menyerang lawan politik yang
efektif.. Kedua, karena pelaku atau pengunggah berita hoaks
beroperasi dan beraksi di ruang maya atau virtual, mereka relatif
sulit untuk diidentifikasi dan ditemukan. Ketiga, Ketiga, hoax bisa
menyebar dengan cepat dan menjadi viral tanpa memerlukan
investasi waktu dan uang yang banyak.*?

Lebih jauh, penyebaran hoax yang masif juga terkait
dengan kemunculan profesi baru yaitu buzzer, dimana kelompok
ini turut menambah kebisingan dan kegaduhan, khususnya di masa-
masa pemilihan umum. Istilah buzzer dikenal dalam platform
media sosial baik oleh masyarakat global termasuk di Indonesia.
Media sosial kini merupakan media yang paling efektif untuk
promosi suatu produk atau layanan jasa. Kini, di timeline media
sosial sering dijumpai postingan (status) baik oleh artis, institusi
atau orang biasa yang memiliki pengikut (followers) ribuan
tentang sebuah event atau produk/jasa. Kondisi ini membuka
peluang munculnya pertanyaan apakah yang dilakukan untuk
mempengaruhi follower tersebut sebagai aktivitas dari buzzer.®
Secara harfiah, buzzer memiliki arti sebuah komponen elektronika
yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran
suara. Cara kerja buzzer serupa dengan loudspeaker yang dapat
menghasilkan suara keras dan menarik perhatian. Seiring penetrasi
social media yang masif, buzzer banyak digunakan oleh berbagai
kalangan, termasuk para aktor politik. Dalam banyak Pilkada
maupun Pilpres, buzzer sudah menjadi sebuah komponen
komunikasi politik yang memainkan peran penting. Hanya saja,

32 Sosiawan, E.A. and Wibowo, R., 2020. Kontestasi berita hoax pemilu Presiden
tahun 2019 di media daring dan media sosial. Jurnal lImu Komunikasi, 17(2),
E3p.13.3-1_42.. _ _ o N _

Christianti Judhita et al, New Media dan Komunikasi Politik : Telaah Kontestasi
Politik dalam Ruang New Media, Mbridge Press, Yogyakarta, 2018. Hal 1.
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terjadi deviasi makna buzzer saat event pemilihan, karena kerap
diidentikkan dengan munculnya black campaign.

Meski menjadi pilihan banyak kandidat, namun mobilisasi
buzzer yang tidak terkontrol berpotensi merusak tatanan sosial dan
bisa menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat. Seperti
pada kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017,
dimana saat itu terjadi pembelahan di masyarakat yang berlanjut
hingga pemilu 2019. Direktur Eksekutif Amnesty International
perwakilan Indonesia mengungkapkan kondisi tersebut sebagali
kemunduran dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM),
khususnya dalam hal terkait berdemokrasi.** Memanasnya Pilkada
Jakarta tidak terlepas dari andil para buzzer yang menyebarkan
kampanye negatif hingga black campaign ke pasangan calon yang
menjadi lawannya. Hasil kerja buzzer ini dapat disimpulkan cukup
berhasil hanya perlu memposting sebuah informasi tentang salah
satu pasangan calon melalui media sosial lalu postingan tersebut
kemudian akan ditanggapi riuh oleh para netizen baik netizen yang
mengemukakan pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra.
Netizen yang terlibat perdebatan tidak semua mengerti konteks
pemilihan, sering kali mereka sebagian besar justru pada pengguna
internet awam. Akibatnya, perang komentar di media sosial yang
mengandung ujaran kebencian antara masing-masing pendukung
tidak dapat dihindari dan dikendalikan.®

Bot Politik yang Mengganggu

Salah satu produk para buzzer—sebagaimana dijelaskan di
halaman sebelumnya—adalah black campaign yang lekat dengan
berita bohong atau hoax. Meski dalam hukum positif Indonesia,
sanksi terhadap penyebaran hoax cukup berat, diancam pidana
enam tahun dan denda 1 milyar rupah. sebagaimana tercantum
dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Namun, ternyata ancaman hukuman ini tidak langsung
berdampak dengan berkurangnya berita hoax politik yang

3https://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/20145781/pilkada.dki.jakarta.dinil
ai.contoh.kemunduran.demokrasi
% 0Op Cit, Hal 10.
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disebarkan. Terkait Pilpres 2019, berita bohong dan hoax begitu
mendominasi dan digunakan untuk saling menyerang melalui
media sosial. Sebagaimana data Kementrian Komunikasi dan
Informatika RI1, bahwa terdapat 62 berita hoax terkait yang isunya
terkait dengan kontestasi politik pemilu 2019 khususnya pada
pemilihan presiden..

Tidak hanya hoax yang mewarnai Pilpres 2019, namun ada
fenomena lain, seperti munculnya akun-akun robot (bot) yang
bekerja untuk mendukung masing-masing calon. Pertarungan keras
terjadi di Pilpres saat itu, karena menyajikan head to head dua
pasang calon, yaitu antara Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan Media Kernels atau
dikenal sebagai Drone Emprit, terungkap bot politik digunakan
sebagai instrumen propaganda selama pemilu presiden.*® Menurut
Ismail Fahmi, Founder Media Kernels, analisis Drone Emprit
mencatat percakapan dari kubu Prabowo-Sandi, akun robot ramai
dan serentak menyebarkan postingan berjudul  “Survey
Membuktikan, Makin Banyak Rakyat Memilih Prabowo-Sandi”
yang disertai dengan lampiran Prabowo dan Sandi bersama
pendukungnya. Praktik ini bukan hanya dilakukan oleh akun
dengan follower yang sedikit saja (0-3 follower) tapi ternyata akun
dengan jumlah ribuan follower juga terlibat dalam aksi robot. Data
Drone Emprit dari percakapan kubu pasangan Capres-Cawapres
nomor urut 2 ini beroperasi secara serempak. Temuan akun robot
dengan jumlah ribuan follower ini menarik perhatian. Sebab
biasanya akun robot ini jumlah follower-nya cuma segelintir.
Menurutnya akun robot dengan jumlah ribuan follower ini
dikendalikan oleh sebuah program.

Data menunjukkan kubu ini mengoperasikan belasan akun
robot dengan jumlah follower ribuan. Begitu juga yang dilakukan
kubu Jokowi-Amin, meskipun dengan pola yang sedikit berbeda.
Di kubu ini, akun dengan 0-3 follower menyumbangkan sekitar
19,51% dari total percakapan tentang #JokowiAmin. Untuk akun

% Agus Sudibyo, Tarung Digital : Propaganda Komputasional di Berbagai
Negara, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta 2021, Hal 236.
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dengan follower 4-25, menymbangkan 10,84% dari total
percakapan. Sedangkan pada percakapan #PrabowoSandi,
pengguna dengan 0-3 follower menyumbangkan 3,82% postingan,
dan pengguna 4-25 follower 9,82% postingan. Selain itu, ada pula
akun dengan jumlah 8 follower dipakai untuk menyebarkan
rentetan infografis atau meme dalam waktu yang bersamaan. Ismail
mengungkapkan akun robot di kubu ini #01 waktu itu dikerahkan
untuk memviralkan hasil polling “Setelah Bos Mahaka Group,
Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, Siapa yang Akan
Anda Pilih di Pilpres 2019 nanti?”. Banyaknya akun dengan nama
asing kemungkinan berhubungan dengan ketersediaan robot yang
siap p:??kai. Akun robot yang siap kerja ini kebanyakan akun robot
asing.

Secara singkat dapat ditarik benang merah bahwa tantangan
terbesar pengawasan pemilu 2024 mendatang ada di dunia maya—
sebagaimana penjelasan di atas. Ada beberapa fakta dan tantangan
yang harus diantisipasi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
Pertama, penetrasi internet dan social media akan semakin masif
dan canggih seiring semakin berkembangnya teknologi TI. Kedua,
peluang penyalahgunaan media sosial sebagai alat propaganda,
baik yang dilakukan pihak-pihak di dalam negeri maupun di luar
negeri. Ketiga, black campaign atau kampanye hitam dan
pembunuham karakter terhadap lawan politik atau kompetitor akan
semakin massif, sehingga membutuhkan sanksi yang tegas.
Keempat, potensi penggunaan bot politik untuk tujuan-tujuan
negatif sangat mungkin terjadi lagi. Dari keempat tantangan
tersebut, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, dalam
hal ini Bawaslu memiliki tantangan untuk meningkatkan kapasitas
pengawasan di setiap level. Kita harus optimis, dengan dukungan
teknologi dan SDM yang mumpuni, tantangan tersebut bisa
dijawab. Pada dasarnya sistem pengawasan akan memberikan
informasi tentang dampak dari suatu kebijakan yang dibuat oleh

37 https:/iwww.viva.co.id/digital/digilife/1077866-mengintip-robot-robot-di-balik-
prabowo-sandi-dan-jokowi-amin?page=1&utm_medium=page-1
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suatu organisasi.®® Negara membutuhkan pengawasan atas
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan penyelenggara negara. Untuk
itu maka perlu adanya jaminan check and balances, dimana di
negara demokrasi, tidak boleh ada lembaga negara apapun yang
bersifat absolut.** Di sinilah makna pentingnya pengawasan,
termasuk pengawasan pemilu yang menjadi tugas Bawaslu.

Dengan adanya check and balances akan memberikan
tekanan kepada para penyelenggara negara untuk berhati-hati dan
tidak menyalahgunakan  kekuasaan. Sebagaimana tulisan
Holcombe, “...check and balances within government institution
have been underrapreciated in the literary as an enforcement
mechanism. Too see why democratic oversight is likely to be
inefective and why check and balances within government are
essential, the first step is to undertake a critical examination of the
process by which public policy is made and carried out in
democratic governments.”*® Dalam konteks pengawasan pemilu di
era Industrial 4.0 yang lekat dengan kemajuan TI, penulis melihat
perlu didorong keberanian dari penyelenggara pemilu, pemerintah
dan partai politik untuk melakukan digitalisasi pemilihan sampai
dengan electronic voting (e-voting). Meski mengandung resiko
terkait ketergantungan terhadap teknologi, namun cepat atau lambat
kita pasti akan menuju kesana sebagai konsekuensi dari kemajuan
teknologi. Saat ini banyak negara di dunia sudah menjalankan e-
voting, termasuk negara-negara demokrasi baru seperti India,
Filipina, Venezuela dan Estonia.

Digitalisasi Pencoblosan?

Niat pemerintah menerapkan e-voting sebenarnya beberapa
kali muncul, bahkan terakhir wacana ini disampaikan Johnny G.
Plate Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Maret 2022. la

% Cholidin Nasir, Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui
Mekanisme Citizen Law Suit, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 14 No 4, Hal 908.
%9 M Afiffudin, Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan dan
Catatan Kritis dari Dalam, Elex Medio Komputindo, Jakarta, 2020, Hal 211.

0 Rendall G Holcombe, Check and Balances : Enforcing Constitutional, dalam
Economic Journal, MDPR, Hal 2.
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mengusulkan agar pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2024
menerapkan sistem internet voting atau e-voting. Johnny
berpendapat, Pemilu dengan e-voting telah dilakukan di beberapa
negara. Mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan Pemilu
menurutnya memiliki manfaat agar terwujud efektifitas dan
efisiensi dalam sebuah proses kontestasi yang legitimate. Proses
tersebut dapat dilakukan mulai dari tahapan pemilih, seperti
verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara
dan proses tabulasi hasil pemilu. la juga mengungkapkan bahwa
KPU sudah lama menyiapkan rencana tersebut. Merujuk yang
berlangsung di India, KPU India bekerja sama dengan salah satu
perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi blockchain.
Dengan pengalamannya tersebut, Johnny mendorong Indonesia
dapat melakukan benchmark, studi tukar informasi, pengetahuan
serta pengalaman dengan India terkait pelaksanaan e-voting
tersebut. Tahapan pemungutan suara secara elektronik telah
digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai
bentuk dan tingkatan.** Tidak hanya Kominfo yang mendorong
terlaksananya e-voting, sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito
Karnavian dan pendahulunya, Tjahjo Kumolo juga pernah
mengusulkan hal yang sama.

Pada Maret 2020, Tito mewacanakan pentingnya
transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024
yang diwujudkan dengan sistem pemungutan suara Secara
elektronik (e-voting). la menuturkan, semangat dilangsungkannya
pemilu adalah untuk kepentingan demokrasi, partisipasi politik
rakyat dan juga seleksi pemimpin demi kepentingan legitimasi
pemerintah. Walau demikian, ekses negatif dari pemilu juga tidak
dapat dipungkiri. Ancaman keterbelahan masyarakat yang
mengancam integrasi bangsa dan mengganggu kerukunan,
langgengnya politik identitas, dan munculnya konflik yang
mengarah terjadinya kekerasan. Selain itu proses politik berbiaya
tinggi (high cost politic) yang harus dikeluarkan oleh kontestan

“1 hitps://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/12404931/menkominfo-usulkan-
pemilu-2024-terapkan-sistem-e-voting
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juga oleh pemerintah.*” Dengan mengadopsi e-voting, maka
sebagian problem tersebut dapat terselesaikan. Senada dengan Tito,
mantan Mendagri, Tjahjo Kumolo juga pernah mendorong
penerapan e-voting di 2019 lalu. la memberikan ilustrasi bahwa di
pemilu India dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1
Milyar, ternyata sistem e-voting bisa dijalankan.* Padahal secara
geografis dan sosilogis, India dan Indonesia memiliki banyak
kesamaan.

International IDEA, sebuah lembaga pegiat demokrasi
global merilis laporan pada 2011 lalu bahwa e-voting memiliki
sejumlah keunggulan. Pertama, proses penghitungan dan tabulasi
suara dapat dilakukan lebih cepat. Kedua, hasil lebih akurat karena
potensi  kesalahan manusia dapat diminimalkan. Ketiga,
penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit
yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan.
Keempat, peningkatan tampilan surat suara yang rumit. Kelima,
meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih. Keenam, berpotensi
meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan
melalui Internet. Ketujuh, lebih selaras dengan kebutuhan
masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat. Kedelapan,
pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi
hasil dengan mengurangi campur tangan manusia, dan kesembilan,
meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio
untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu
pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar
negeri.** Yang menarik dari laporan ini, International IDEA
mendorong pemilihan elektronik dan melalui internet sejak 2011,
dimana saat itu kemajuan T1 belum sebaik saat ini.

42 https://www.inews.id/news/nasional/mendagri-tito-karnavian-usul-e-voting-
digunakan-dalam-pemilu-2024

* https:/inasional.kompas.com/read/2019/05/07/13391941/mendagri-ingin-
sistem-e-voting-mulai-dibahas-untuk-pemilu-selanjutnya

* Lembar Kebijakan International IDEA, Memperkenalkan Pemilihan Elektronik :
Pertimbangan Esensial, Stockholm, 2011
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Tak lama dengan kampanye International IDEA tersebut, dua tahun
berselang, pada 2013, Indonesia memulai pilot project e-voting
pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten
Jembrana, Bali. Saat itu Balai Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)—dulu bernama
BPPT—melakukan pendampingan penyediaan teknologi disana.
BPPT saat itu menyatakan penerapan teknologi e-voting menjamin
pemilu yang transparan, jujur dan akuntabel serta dapat diaudit di
tiap tahapannya. Selain itu dalam program tersebut terkonfirmasi
bahwa Pilkades dengan e-voting menghasilkan penghematan yang
signifikan. Sebagai contoh pemilihan pilkades Boyolali dilakukan
di 160 desa dengan biaya operasional Pilkades per desanya sebesar
25 juta rupiah. Secara akumulasi Pilkades Boyolali menghabiskan
dana sekitar 4 milyar rupiah. Sementara jika menggunakan e-voting
biaya dapat ditekan setengahnya, dengan hanya 2 milyar rupiah.*
Kesuksesan uji coba di Jembrana memicu digitalisasi Pilkades di
banyak daerah. Sebanyak 11 desa di Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah pada tahun 2016 sukses menggelar pemilihan kepala desa
dengan menggunakan sistem e-voting dan e-verifikasi atau sistem
komputer. Pilkades serentak tersebut menjadi kali pertama dan
menjadi percontohan seluruh desa di Indonesia. Yang menarik,
meskipun dilangsungkan perdana di Indonesia, masyarakat
mengaku tidak kesulitan memberikan hak pilihnya dengan
menggunakan sistem elektronik atau komputer. Para pemilih
mengaku pemilihan menggunakan sistem elektronik tidak sulit dan
berlangsung lebih mudah dan cepat. Dari pemantauan yang
dilakukan Komisi VII DPR RI, pemilihan dengan sistem elektronik
ini dinilai  memiliki akurasinya yang mendekati 100%. Bahkan
untuk mengetahui pemenang Pilkades, hanya membutuhkan waktu
beberapa menit.*®

S hitps://www.bppt.go.id/berita-bppt/e-voting-pilkades-jembrana-sebuah-miniatur-

%emilukada
https://www.liputan6.com/regional/read/2611228/pertama-di-indonesia-

pilkades-di-pemalang-pakai-sistem-e-voting
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Hanya saja untuk melihat e-voting diaplikasikan dalam pemilu
maupun pilkada, tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Kurangnya jaminan keamanan dan belum meratanya pemahaman
terkait sistem ini membuat KPU berfikir ulang menggunakan e-
voting di 2024 mendatang. Ketua KPU, Ilham Saputra
mengungkapkan bahwa e-voting belum diperlukan oleh Indonesia
pada pemilu 2024. Alasanya potensi terjadinya masalah dengan e-
voting bukan tahap pemungutan suara, melainkan rekapitulasi
suara. la memprediksi rekapitulasi elektronik masih rentan dengan
manipulasi dan kecurangan sehingga berpotensi menimbulkan
dispute.” Kekhawatiran tersebut bisa dipahami, namun bila
mengacu pada e-voting Pilkades yang dimulai sejak 2013 di
Indonesia, seharusnya kita sudah memiliki pengalaman untuk
menggelar demokrasi secara digital. Bahwa semuanya mengandung
resiko tertentu, hal tersebut juga berlaku di pemilihan model
apapun, termasuk pemilihan manual selama ini, yang juga kerap
berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Poinnya adalah pada
political will dari semua stakeholders demokrasi Kkita, untuk
melakukan lompatan ke depan.

Penutup dan Saran
Solusi Pengawasan Digital 2024

Berbagai tantangan yang telah dikemukakan di atas
membutuhkan respon yang serius agar potensi-potensi konflik di
ruang digital tidak menghambat tahapan Pemilu dan tidak
mengganggu integritas bangsa. Pada 2019, fungsi teknologi telah
dimanfaaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan
Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Situng)
dalam melakukan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu. Untuk
pengawasan, Bawaslu memiliki inovasi berupa pemanfaatan Sistem
Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Melalui Siwaslu
dilakukan pengawasan proses dan hasil pemungutan, penghitungan

7 hitps://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214205443-32-734105/ketua-
kpu-tolak-e-voting-pemilu-2024-potensi-curang-di-rekapitulasi
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dan penetapan hasil Pemilu oleh Perangkat Bawaslu seperti
Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Lapangan
(PPL) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam). Pada 2019, tercatat
3.399 Pengawas TPS melaporkan pelanggaran berupa kampanye di
masa tenang. Selain Siwaslu, terdapat aplikasi Gowaslu sebagali
aplikasi  pelaporan pelanggaran Pemilu oleh masyarakat.
Pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan maksimal dengan
keterlibatan masyarakat. Tingkat Kketerlibatan yang tinggi akan
berdampak pada terbentuknya kepercayaan publik (public trust),
legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountibility) kualitas
layanan publik (public service quality) dan mencegah gerakan
pembangkangan publik (public disobedience).”® Ke depan, aplikasi
pelaporan pelanggaran dari masyarakat harus disosialisasikan agar
lebih populer dan diketahui masyarakat luas.

Terobosan dalam tugas pengawasan dengan pemanfaatan
teknologi berbasis aplikasi digital yang telah dilakukan pada Pemilu 2019
tersebut dapat diperluas untuk 2024. Sesuai yang diungkapkan oleh
Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, Bawaslu tengah mematangkan strategi
dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Salah satu strategi yang
dilakukan adalah dengan memperkuat landasan regulasi berupa Peraturan
Bawaslu (Perbawaslu) yang mendukung atmosfir pengawasan berbasis
teknologi digital dengan mempertimbangkan kemampuan atau kesiapan
masing-masing daerah.*® Political will Bawaslu ini perlu direspon secara
lintas sektoral oleh stakeholder lainnya dengan mendorong
keterjangkauan akses internet yang stabil. Pihak Kominfo juga provider
swasta perlu memastikan akses internet dapat berfungsi optimal.
Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pemanfatan aplikasi tersebut juga
membutuhkan pendampingan yang maksimal. Bawaslu RI sejak tahun
2019 juga telah memiliki back-up server untuk seluruh layanan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan hal tersebut
dimiliki pula oleh seluruh satuan kerja Bawaslu di Indonesia. Kapasitas
hardware maupun software yang mumpuni diperlukan demi terjaganya
keamanan jaringan. Tahun 2021 dengan penandatanganan Memorandum

*8 M Afiffudin, Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan dan
Catatan Kritis dari Dalam, Elex Medio Komputindo, Jakarta, 2020, Hal 135
9 hitps://www.bawaslu.go.id/id/berita/strategi-pengawasan-pemilu-serentak-
2024-bawaslu-matangkan-aplikasi-digitalisasi-pengawasan
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of Understanding (MoU) antara Bawaslu dengan Badan Siber Sandi
Negara (BSSN) untuk Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik
di Lingkungan Bawaslu adalah salah satu momentum yang positif.

Terakhir, terkait dengan maraknya hate speech, akun bot, buzzer,
black campaign, hoax selama Pemilu, maka aplikasi digital Bawaslu yang
sudah ada dapat dioptimalkan oleh para petugas TPS juga masyarakat
untuk melaporkan pelanggaran di ruang digital. Waktu penggunaannya
tidak hanya di hari H pencoblosan dan masa kampanye, tetapi juga
sebelum masa kampanye berlangsung. Hal ini penting karena potensi
terjadinya hate speech, hoax, black campaign justru pada saat sebelum
kampanye resmi dan jauh sebelum hari pencoblosan. Berikutnya, agar
problem dan tantangan di bagian awal tulisan ini bisa diatasi, maka kita
membutuhkan sistem pengawasan yang cepat, termasuk dalam merespon
setiap kasus. Dalam hal ini Bawaslu diharapkan bisa memaksimalkan
posisinya untuk melibatkan Kepolisian dan Kominfo, agar setiap
pelanggaran dalam pemilu, termasuk black campaign dapat diberikan
sanksi secara tegas dan juga cepat. Isu kecepatan ini mendesak, karena di
dunia digital, pelanggaran bisa terjadi 24 jam non-stop, sehingga semua
lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu juga harus mulai
berfikir dan bertindak cepat ala “digital”, terutama dalam kecepatan
respon. Penulis yakin jika sanksi pelanggaran digital antar para
pendukung partai maupun Capres-cawapres bisa ditegakkan secara adil,
tegas dan cepat, maka itu akan menghadirkan detterence effect (efek
pencegahan) bagi orang untuk mencoba melakukan ujaran kebencian
yang merusak kohesi sosial kita sebagai bangsa, dengan menumpangi
ombak pemilu.***
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BAGIAN

PEMILIHAN UMUM MENUJU PEMILIHAN
BERKEDAULATAN RAKYAT

Oleh: Dr. Radian Syam, SH. MH
(Dosen HTN FH Universitas Trisakti)

PENDAHULUAN

Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan
secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi
berdaulat (the sovereign) di dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, sebagai satu-satunya orang Yyang berhak dalam
menentukan arah dan tujuan negara. Sementara teori konstitusi
digunakan untuk mengkaji lebih jauh mengenai teori kedaulatan
rakyat yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi yang pada
akhirnya menjadi hukum tertinggi yang memuat semua kehendak
rakyat sebagai the sovereign. Dan salah satu perwujudan
kedaulatan rakyat di bidang politik adalah melalui penyelenggaraan
pemilu yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Di sinilah
kemudian teori konstitusi menjadi jembatan antara konsep makro
mengenai kedaulatan rakyat dan realitas mikro tentang perwujudan
kedaulatan rakyat melalui sarana pemilihan umum termasuk
pemilihan umum kepala daerah.

Sistem pemilu digunakan sebagai landasan untuk langsung
masuk ke masalah mikro yaitu hal-hal yang bersifat praksis yang
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menjadi fakta penelitian tentang praktik penyelenggaraan pemilu
di Indonesia. Melalui teori ini diuraikan lebih lanjut tentang
perkembangan sistem pemilu Indonesia setelah Perubahan UUD
1945 dengan berbagai variasi dan modifikasinya termasuk dengan
memperbandingkan dengan pratik pemilu di beberapa negara untuk
menilai derajat demokratisasinya.

Dengan demikian, jika grand theory bersifat makro-
filosofis dan middle range theory bersifat konseptual-
implementatif, maka applied theory bersifat lebih spesifik dan
mendekati teknis-prosedural. Oleh sebab itu, pembahasan tentang
sistem pemilu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari teori
kedaulatan rakyat, konstitusi dan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 2 (dua) hal
yang menjadi fokus perhatian dalam masalah kedaulatan, yaitu apa
dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat
keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Dalam ilmu hukum,
dikenal adanya 5 (lima) teori kedaulatan yaitu: Kedaulatan Tuhan;
Kedaulatan Raja; Kedaulatan Negara; Kedaulatan Rakyat; dan
Kedaulatan Hukum,* dengan tata urutan yang berbeda-beda antara
satu sarjana dengan sarjana lainnya.”*Namun jika menggunakan
pendekatan Michael Newman, selain kelima teori kedaulatan di
atas, masih terdapat teori (doktrin) kedaulatan lainnya yaitu:
Kedaulatan Negara Kerakyatan (popular state sovereignty);
Kedaulatan Bangsa (National Sovereignty) dan Kedaulatan
Bersama (Shared Sovereignty).>

% Jimly Asshiddigie (3), Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia
(Jakarta, Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1994), hal.10.

*'Mengenai tata urutan kelima teori kedaulatan tersebut, antara para sarjana hukum di Indonesia terdapat
pendapat yang berbeda-beda. Menurut Koesnardi dan Bintan Saragih misalnya, membagi dan mengurutkan kelima teori
tersebut dengan urutan sebagai berikut: (a) Kedaulatan Tuhan; (b) Kedaulatan Raja; (c) Kedaulatan Rakyat; (d) Kedaulatan
Negara; dan (e) Kedaulatan Hukum. Sedangkan Attamimi membagi dan mengurutkan teori kedaulatan menjadi 5 (lima)
kelompok tetapi untuk Kedaulatan Tuhan tidak ia sebut, sebagai gantinya ia menggunakan istilah ajaran kedaulatan dalam
lingkup sendiri. Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro, kedaulatan terdiri dari (a) Kedaulatan Negara; (b) Kedaulatan
Tuhan; (c) Kedaulatan Rakyat; dan (d) Kedaulatan Hukum. Lihat: 1) Mohammad Koesnardi & Bintan R. Saragih, llmu
Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), him. 118; 2)A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” Disertasi (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Ul, 1991), him. 129-130;
3) Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1970-1989), him. 5-6.; 4)
Jimly Asshiddigie, Ibid..

%2 Michael Newman. Op.Cit. hal 6. Menurut Newman teori kedaulatan secara berurutan dimulai dari: (1)

Kedaulatan Negara; (2) Kedaulatan Hukum, (3) Kedaulatan Rakyat, (4) Kedaulatan Negara Rakyat, (5) Kedaulatan Bangsa,
dan terakhir (6) Kedaulatan Bersama.
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Jika keduanya digabungkan (antara pemikiran para sarjana
hukum Indonesia dengan pemikiran Michael Newman), maka teori
kedaulatan prinsipnya terdiri dari 8 (delapan) teori, yaitu: (1)
Kedaulatan Tuhan; (2) Kedaulatan Raja; (3) Kedaulatan Negara;
(4) Kedaulatan Rakyat; (5) Kedaulatan Hukum; (6) Kedaulatan
Negara Kerakyatan; (7) Kedaulatan Bangsa; dan (8) Kedaulatan
Bersama.

Dari kedelapan teori kedaulatan tersebut, pada umumnya
sebagian besar sarjana Indonesia sepakat bahwa menurut
sejarahnya yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan (God
sovereignty), yang mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki
atau ada pada Tuhan®. Menurut Jimly, faham inilah sebenarnya
yang pertama kali berkembang dalam sejarah umat manusia. Dalam
prakteknya, ajaran kedaulatan Tuhan ini biasanya dijelmakan ke
dalam kekuasaan Raja atau Ratu yang mendapatkan legitimasinya
sebagai penguasa berdasarkan perintah Tuhan yang bersifat
absolut. Akibatnya, kekuasaan Raja atau Ratu juga berubah
menjadi absolut, sehingga melahirkan pula ajaran tentang
Kedaulatan Raja.>*

Teori Kedaulatan Rakyat secara lebih menyeluruh disusun
oleh Rosseau yang berangkat dari latar belakang Revolusi Perancis,
yang menempatkan rakyat dalam posisi saling berhadapan dengan
negara. Menurut Rosseau negara seharusnya tidak berdiri sendiri
dan berada di luar rakyat. Negara seharusnya cerminan dari
kehendak umum (rakyat), sehingga negara adalah rakyat itu sendiri.
Dengan demikian negara tidak lagi sesuatu yang asing karena tidak
lagi menjadi milik raja atau milik sekelompok orang, melainkan
milik bersama (rakyat). Oleh karena itu satu-satunya negara yang
sah menurut ajaran Kedaulatan Rakyat Rossesau adalah res publica
(urusan umum) yang lahir atas kehendak umum.*

Dalam paham Rosseau, kedaulatan rakyat
mengimplikasikan dua anggapan. Di satu pihak, penolakan

%3 Soehino, Op. Cit., him. 152.
*Jimly Asshiddigie (2), Op. Cit., him. 10.
% Frans Magnis Suseno, Op.Cit. hal. 240-241
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terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat. Di
lain pihak, tuntutan, agar segala kekuasaan yang ada mesti identik
dengan kehendak rakyat. Jadi negara tidak berhak untuk
meletakkan kewajiban atau pembatasan apa pun pada rakyat.
Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri, maka
tidak ada apapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat.°

Teori kedaulatan rakyat Rousseau tentang kontrak sosial
dengan berdasarkan pada “Revolusi Perancis™’ dalam kacamata
Newman sebenarnya memiliki ambiguitas, sebab lahirnya Republik
Kedua paska revolusi berangkat dari dua legitimasi yaitu legitimasi
rakyat dan legitimasi negara melalui personifikasi Napoleon IlI.
Kedaulatan rakyat muncul ketika rakyat mengambilnya dari negara,
namun Kedaulatan Rakyat tersebut pada akhirnya berkombinasi
dengan Kedaulatan Negara pada saat rakyat menyerahkan kembali
kedaulatan yang telah direbutnya kepada Napoleon IlI. Perpaduan
dua legitimasi ini juga dipraktikkan negara-negara Fasis dan negara
penganut paham Stalinis, dengan klaim bahwa rakyat telah bersatu
ke dalam satu negara dan menyerahkan kedaulatan yang
dimilikinya kepada negara (pemerintahan fasis/komunis) sehingga
tidak diperlukan lagi adanya lembaga perwakilan rakyat
(parlemen). Dengan melihat kombinasi yang begitu kuat diantara
keduanya, Newman melihat praktik tersebut sebagai doktrin lain
(di luar doktrin kedaulatan yang telah ada) yang kemudian disebut
dengan doktrin Kedaulatan Negara Kerakyatan (Popular State
Sovereignty).>®

% Ibid.

*’Revolusi 1848 di Perancis merupakan salah satu dari gelombang revolusi pada tahun 1848 di Eropa. Di
Perancis, revolusi Februari mengakhiri Kerajaan Orleans (1830-1848) dan melahirkan Republik Perancis Kedua. Pada
tanggal 2 Desember 1848, Louis Napoleon terpilih menjadi Presiden Republik Kedua, sebagian besar didukung oleh para
petani. Tepat tiga tahun kemudian ia menangguhkan majelis terpilih, mendirikan Kekaisaran Perancis Kedua, yang
berlangsung sampai 1871. Lihat Thomas Carlyle, French Revolution: A History (London: Chapman and Hall, tanpa tahun).

% Seperti dinyatakan Newman: Popular sovereignty, developed more fully in the work of Jean Jacques J.J.
Rousseau (1712-78) and in the claims of the Third Estate during the French Revolution, could challenge state sovereignty by
setting the claims of the people against the claim of the state. But it could also strengthen a state which claimed, as did
Napoleon 111, to embody the popular will. In this case the power of the state was legitimised by combining the arguments
which underlay both doctrines, and this combination has been so potent that it is necessary to use a different term to
distinguish it from two sources: popular state sovereignty. At its most extreme, this doctrine has been used to justify the
claim that the unity between state and people is so complete that no separate institutions are necessary to represent the
people. It has thus been adopted by twentieth century Fascist and Stalinist regimes. Michael Newman, Op.Cit. hal 7.
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Dalam perkembangan berikutnya khususnya di akhir abad
19, seiring dengan lahirnya paham kebangsaan yang didasarkan
pada klaim “we live in nation-states and that such states uphold
national sovereignty” telah melahirkan doktrin baru tentang
kedaulatan yaitu Kedaulatan Bangsa (national sovereignty), doktrin
yang mendasarkan kedaulatannya pada kesamaan sebagai satu
bangsa.”® Paham kebangsaan ini awalnya digagas oleh Ernest
Renan melalui essainya yang terkenal “What Is a Nation?”,
menurut Ernest Renan berdirinya suatu bangsa tidak harus berdasar
atas kesamaan agama, ras, bahasa, kesamaan geografi atau atas
dasar kepentingan materi bahkan kepentingan militer. Menurutnya
berdirinya suatu bangsa adalah atas dasar semangat dan kehendak
untuk bersatu yang lahir dari proses sejarah panjang.®® Sedikit
berbeda dengan Ernest Renan, Otto Bauer lebih melihat bangsa
sebagai satu kesatuan perilaku yang lahir karena kesamaan nasib (a
nation is a unity of conduct which comes into being because of a
unity of destiny).”

Namun demikian, dalam praktik ternyata teori Kedaulatan
Bangsa ini sering berkombinasi dengan teori Kedaulatan Rakyat
seperti yang pernah digunakan oleh negara-negara Fasis. Dalam
kasus Hitler misalnya, dengan mendefinisikan paham kebangsaan
dari kacamata rasis, Hittler mengklaim bahwa kepemimpinannya
adalah atas kehendak rakyat untuk membawa Jerman kepada
kejayaan bangsa Jerman (Aria).%

Selain penganut ajaran Fasis, kelompok liberal democratic
sebenarnya juga merupakan salah satu pendukung teori Kedaulatan
Bangsa dari sisi lain. Menurut mereka, doktrin Kedaulatan Bangsa
sangat mungkin dipraktikkan jika lembaga-lembaga internal negara
berjalan secara demokratis. Tradisi pemikiran politik kaum liberal
selama ini memang didasarkan pada doktrin pembagian dan

* Ibid.

% Lihat Uday Singh Mehta, Liberalism and Empire, A Study Nineteenth Century British Liberal Tought
(London: The University of Chicago Press, 1992), hal.187

® Clive J. Christie, South East Asia in The Twentieth Century, A Reader (London: Tauris & Co.Ltd, 1998),
hal.134

% Michael Newman, Op.Cit. hal.7
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pembatasan kekuasaan dimana tradisi tersebut dinilai cocok dengan
teori kedaulatan.®® Dalam pandangan kelompok liberal adalah
sangat mungkin untuk memiliki lembaga-lembaga negara
demokratis dimana setiap rakyat dapat mengekspresikan tuntutan
dan pilihan politik mereka melalui pembagian kekuasaan antara
eksekutif, legislatif disertai desentralisasi tanggung jawab negara,
dengan tetap menjaga kedaulatan bangsa. Dengan berangkat dari
doktrin pembagian kekuasaan ini akhirnya kelompok liberal
melahirkan doktrin kedaulatan bersama (Shared Soverignty)
dengan membagi kedaulatan kepada semua lembaga negara. Di
negara yang menganut paham demokrasi liberal antara Kedaulatan
Bangsa dan Kedaulatan Bersama ini dapat bersinergi dan berjalan
secara beriringan. Dalam hal kedaulatan internal, doktrin yang
dibangun adalah doktrin Kedaulatan Bersama, sementara dalam hal
Kedaulatan Eksternal yang dibangun adalah doktrin Kedaulatan
Bangsa.**

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, dalam
paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap
sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan
diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak
dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering
dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan
ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu
tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang
jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas,
dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat

% pembagian dan pembatasan kekuasaan awalnya berangkat dari pemikiran Bentham atas penelitian Bentham
terhadap kewenangan pengadilan sebagai negative legislator yang dapat membatalkan suatu produk perundang-undangan
legislatif. Dari kewenangan tersebut paling tidak Bentham berpandangan bahwa kedaulatan pada dasarnya dapat dibagi atau
paling tidak dapat dibatasi, sebagaimana yang dinyatakan Parekh: Bentham also examines other cases of divided sovereignty.
He suggests that under a system of judicial review where courts have the power to annual law, “a portion of the supreme
power" is transferred from the legislature to the judges and that therefore the former's sovereignty is limited. However, since
the power to annul laws is only a negatif power and therefore much inferior to the positive power to make laws, Bentham
thinks it would be going too far to say that supreme authority is here transferred form legislative to the judicial power or
that this is a case of divide or shared sovereignty. Bentham finds it difficult to believe how anyone can maintain that
sovereignty is both unlimited and indivisible. In the cases above cited, one either says that both the legislature and the
judiciary, or both the federal an the state governments, are “conjunctively” sovereign, in which case one must admit that
sovereignty is divisible; or else one says that only one of them is sovereign in which case its sovereigny, although not shared,
is clearly limited. Bhiku Parekh (ed), Bentham s Political Though t (London: Croom Helm, 1973) Hal. 24

& Michael Newman, Op.Cit. hal.8

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

104




PROVINSI DKI JAKARTA

seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu
pemerintahan.

Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini,
tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis,
dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan
tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung
berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak
mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan
menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan
melalui sistim perwakilan (representation).

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau
demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan
(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect
democracy). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat
itu adalah wakilwakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas
nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak
dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak
dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu
yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat
bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus
ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum
(general election).

Pemilihan Umum

Berdasarkan Black Law Dictionary, pemilihan umum
(general election) memiliki pengertian:1) an election that occurs at
a regular interval of time. Also termed regular election. 2) an
election for all seats, as contrased with a by-election.®® Menurut
James Reichley, pemilu merupakan hal fundamental bagi setiap
negara yang sistem politiknya mendasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi. Dalam demokrasi, keterlibatan seluruh rakyat dalam
Pemilu menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah. Di
negara besar dengan masyarakatnya yang kompleks seperti

5 Bryan A. Garner, Op.Cit. hal.557
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Amerika Serikat, Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk
mewarnai setiap kebijakan pemerintah, dan lebih dari itu hakekat
pemilu adalah perwujudan hak dan kewajiban dari seluruh rakyat.®®

Dalam pengertian lebih sempit, seperti yang dinyatakan
Hendarmin Ranadireksa, pemilu adalah sarana demokrasi untuk
memilih yang dipercaya rakyat untuk memangku tugas sebagai
pimpinan negara dan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk
sebagai anggota parlemen. Pimpinan Negara bisa berupa Kepala
Negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem
presidensil, atau memilih Kepala Negara dan memilih Kepala
Pemerintahan dalam  kesempatan terpisah untuk sistem
parlementer. Rakyat berdaulat untuk memilih wakil-wakilnya atas
dasar pilihan yang bersifat ideologis ataupun atas dasar
kewilayahan.®” Dipertegas oleh Soewoto, pemilu pada prinsipnya
merupakan mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala.
Bagi negara demokrasi penyelenggaraan pemilu dapat dipandang
sebagai awal dari paradigma demokrasi.®®

Pemilu secara normatif diartikan sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945.°°Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
RakyatDaerah  adalah  Pemilu untuk memilih  anggota
DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara

% A. James Reichley (ed), Election American Style (Washington DC: The Brookings Institution, 1987), hal. 1
...elections are fundamental to any political system based on principle democracy and republican government. Under
democracy, elections in which all eligible voters may participate are the ultimate source of governmental authority. In large,
complex society like the United States, elections provide the chief means through which most voters influence the formation
of government policy and exercise the rights and responsibitilies of citizienship.

57 Hendarmin, Op.Cit. hal.111

% Soewoto, Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik
dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan), (Disertasi: Universitas Airlangga), Surabaya, 1990, halaman.148

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, No.10 Tahun 2008, LN No.51 Tahun 2008, TLN 4836, Pasal 1
angka 1.Lihat juga Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, No.22 Tahun 2007, LN No. 59
Tahun 2007, TLN 4721, Pasal 1 angka 2.
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Republik Indonesia Tahun 1945.”°Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden adalah Pemiluuntuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila
dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun
1945." Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahadalah
Pemilu untuk memilih kepala daerah danwakil kepala daerah secara
langsung dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republikindonesia
Tahun 1945."

Sebagaimana diketahui, Konstitusi Indonesia secara tegas
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan
demikian rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan
kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan
membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh
lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat
dimaksud dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai
sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi
politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi
semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi masing-masing,
serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.”

Mengenai sejarah lahirnya pemilu sendiri, menurut Richard
S. Katz berangkat dari ketidak-mungkinan diselenggarakannya
sistem demokrasi secara langsung. Pertumbuhan populasi
masyarakat yang begitu pesat dalam suatu negara pada akhirnya
melahirkan sistem demokrasi representasi  (representation
democracy), untuk itulah maka pemilu diselenggarakan, dengan

™|bid. Pasal 1 angka 2, Lihat juga Ibid. Pasal 1 angka 2.

"Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, No.42 Tahun 2008, LN
No.51 Tahun 2008, TLN 4836, Pasal 1 angka 2. Lihat juga Ibid. Pasa 11 angka 3.

™Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, No.22 Tahun 2007, LN No. 59 Tahun 2007,
TLN 4721, Pasal 1 angka 4.

™ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, No.10 Tahun 2008, LN No.51 Tahun 2008, TLN 4836.
Penjelasan Umum.
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tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam mewujudkan cita-
cita demokrasi.”

Senada dengan Katz, Frans Magnis Suseno juga meyakini
pemilu adalah bagian dari proses demokrasi modern yang dimulai
sejak Revolusi Perancis yang berkembang ke dalam demokrasi
representatif. Rakyat sebagai pihak yang berdaulat tidak langsung
membuat undang-undang melainkan melalui wakil-wakil yang
mereka pilih. Melalui pemilu para warga negara menentukan partai
mana yang akan (ikut) memerintah negara.”

Masih menggunakan pendekatan prinsip Kedaulatan
Rakyat, Constantijn Kortman dalam penelitiannya terhadap hukum
tata negara (constitutional law) di 10 (sepuluh) negara Uni Eropa—
memperlihatkan jika setiap pemilih (electorate) yang dalam hal ini
adalah rakyat berdasarkan konstitusi masing-masing negara—
ditempatkan sebagai organ negara langsung (direct organ of the
state) dengan kewenangan yang begitu tinggi (tertinggi), dimana
organ tersebut memiliki kewenangan untuk memilih pucuk
pimpinan negara (kepala negara dan anggota legislatif) dalam
periode lima tahunan, sebagaimana yang dinyatakan Kortman:
the electorate is a direct organ of the state. Its decisions dictate
who will be the head of state (the President of the Republic) for a
particular five-year period and who will be the members of the
House of Representatives, in which the legislative power of the
state is vested, for a particular five-year period.”

Dalam praktinya, menurut Andrew Reynolds pemilu
umumnya diikuti oleh partai-partai politik (parpol) yang mewakili
kepentingan spesifik setiap warganegara. Kepentingan-kepentingan
seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme,
antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan parpol tatkala mereka

™ Richard S Katz, Democracy and Elections (New York: Oxford University Press, 1997), hal. 69. Argumentasi
Katz ...because representative government is expected to solve problems beyond the impossibility of direct democracy,
representation becomes a complex concept in democracy theory. At least in part, to choose an appropriate meaning of
representation is to say what elections ought to do; to specify the function of elections is to define representation. The choice
depends both on the values to be served and on the presumed nature of the world. At this point, each of the two major
approaches popular sovereignty divides into a number of specific theories.

™ Frans Magnis Suseno, Op.Cit. hal. 290-291

" Constantijn Kortman et.al, Constitutional Law of 10 EU Member States, The 2004 Enlargement (Deventer:
Kluwer, 2006), hal.23
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berkampanye. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baik dalam
kacamata Reynolds adalah sistem yang mampu mengakomodasi
kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar
terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.’’

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa
pemilu pada hakekatnya merupakan salah satu sarana kedaulatan
rakyat yang mensyaratkan dilindunginya hak rakyat untuk memilih
para pemimpin negara yang dijamin berdasarkan konstitusi.

Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain
merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil
rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang
menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (general
election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara
berkala dalam waktu-waktu yang tertentu. Peserta pemilihan umum
itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat.
Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang
dicalonkan adalah bersifat pribadi.

Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya
mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan
kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan.
Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai
politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-
tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekruitmen
politik dan komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karena itu,
partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum.
Bahkan, dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang
penting dalam sistim demokrasi perwakilan yang secara periodik
menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara
berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau
aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam
masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.
Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian

" Andrew Reynold, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm:
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) hal.9-14.
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besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan
negara. Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari
waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat
dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional
ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor
internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga,
perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat
dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan
rakyat yang dewasa.

Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau
pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan
orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum
perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya
pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan
eksekutif maupun legislatif.

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu
diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan
secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan
pemerintahan  yang  sungguh-sungguh  mengabdi  kepada
kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan
efisien. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan
demikian itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan
dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, untuk memberi
kesempatan kepada rakyat, baik mereka yang sudah pernah
memilih maupun para pemilih pemula itu untuk turut menentukan
kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka pemilihan umum
(general election) itu harus dilaksanakan secara berkala atau
periodik dalam waktu-waktu tertentu.

Kegiatan pemilihan umum (general election) juga
merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara
yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan
hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah
untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum
sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai
dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat,
maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri
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pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.
Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah
tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat
penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil
rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan
umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan pemilihan umum adalah:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai;

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan umum pertama pada masa reformasi yang
diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 menjadi instrumen yang
dipilih dalam masa transisi untuk melembagakan tatanan kehidupan
kenegaraan yang berkeadilan, berperadaban, demokratis dan
humanis serta pemerintahan yang berkedaulatan rakyat menuju
Indonesia baru. Hal ini disebabkan karena:

1. Pemilu memberikan kepastian terhadap peralihan kepemimpinan
dan kekuasaan (transfer of leader and power) secara
konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif.
Pemilu akan menjawab polemik eksistensi dan keabsahan
Presiden Habibie pada saat itu. Dengan kata lain, pemilu mampu
melahirkan pemerintah yang representatif (representative
government).

2. Pemilu adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (people
sovereignty) secara mendasar di negara demokrasi. Keterlibatan
rakyat dalam pemilu adalah wujud dari partisipasi rakyat.
Pemilu yang baik adalah yang menempatkan rakyat sebagai
aktor yang otonom dalam menentukan pilihannya, bukan rakyat
yang dimobilisasi tanpa tahu untuk apa berpartisipasi. Pemilu
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yang baik juga ditandai dengan semakin jelasnya akuntabilitas
antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan para
wakilnya sebagai pelaksana formalnya.

. Pemilu dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk
tatanan negara dan masyarakat (State and social formation)
menuju tatanan yang lebih baik. Tuntutan reformasi yang
diinginkan oleh para mahasiswa dan rakyat adalah menghendaki
terbangunnya tatanan yang lebih baik. Pemerintah hasil Pemilu
7 Juni 1999 harus mampu membenahi tatanan kehidupan negara,
misalnya hubungan antar lembaga negara yang tidak tumpang
tindih, mampu menganulir produk-produk hukum dan
perundang-undangan yang tidak demokratis, serta mampu
melahirkan ketahanan mental yang tidak tergoda dari perilaku
menyimpang, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

. Pemilu dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai
politik yang menjadi pilihan rakyat. Pemilu menjadi wahana
rekruitmen terakhir (the final recruitment choice) untuk
menyeleksi secara alamiah dalam proses keterwakilan di
pemerintahan. Tanpa pemilu sulit untuk diketahui partai politik
dan pemimpin mana yang mendapat kepercayaan rakyat. Dalam
konteks di mana sumber kekuasaan itu diperoleh, maka pemilu
menjadi sumber formal kepemimpinan nasional. Pemilihan
umum sebagai wahana seleksi alam harus dibarengi dengan
kedewasaan aktor politik sejak dari elit sampai dengan massa
politiknya. Elit politik baik yang menang maupun yang kalah
jangan sampai membuat rekayasa-rekayasa politik yang
menodai demokrasi dan merugikan rakyat banyak. Sportivitas
atas kekalahan harus dijunjung tinggi, sebaliknya peningkatan
pertanggungjawaban atas kemenangannya harus menjadi ciri
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demokrasi.”®

Di samping kerangka hukum yang telah mengatur berbagai
hal terkait tata cara hingga penyelesaian terhadap pelanggaran dan
perselisihan pemilu, guna menciptakan kualitas dan keadilan dalam
pemilu juga dibutuhkan budaya hukum. Dalam kasus politik uang
misalnya, masih banyak masyarakat pemilih yang permisif
terhadap hal tersebut. Namun, peserta pemilu di sisi lain juga tidak
jarang menggunakan politik uang sebagai cara mendapatkan suara.
Hal ini ditunjukkan oleh fakta yang pernah terjadi di beberapa
daerah, seperti calon dan tim sukses yang membagi-bagikan uang
ke calon pemilih atau dengan menggunakan modus lain untuk
meraih suara calon pemilih. Kondisi ini tentu tidak elok. Bila
dibiarkan, mutu dan keadilan pemilu yang jadi taruhannya. Oleh
sebab itu, kesadaran yang baik perihal budaya hukum baik dari
pemilih maupun peserta pemilu sangat penting bagi terwujudnya
pemilu yang bermutu dan berkeadilan.

KESIMPULAN

1. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan
bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam
penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan
pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian
pemerintahan dari rakyat (government of the people),
pemerintahan oleh rakyat (government by the pople), dan
pemerintahan untuk rakyat (government of the people). Jadi,
hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di
atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.

2. Demokrasi menyatu dengan proses sejarah, pengalaman nyata
dan eksperimentasi sosial sehari-hari dalam tata kehidupan

" H. Matori Abdul Djalil, “Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu *99 dalam Masa Transisi,” dalam
Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999, disunting oleh Juri Ardiantoro (Jakarta: Komite
Independen Pemantau Pemilu Jakarta, 1999), hal. 33-35.
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bermasyarakat dan bernegara termasuk dalam tata pemerintahan.
Untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu
negara diperlukan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang
tidak dirumuskan “sekali untuk selamanya” (once and for all)
agar tidak ketinggalan zaman. Pancasila sebagai ideologi negara
dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi
terbuka terhadap kemungkinan proses ‘coba dan salah’ (trial
and error) dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus
menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Titik kuat suatu
ideologi yang ada pada suatu negara ketika berhadapan dengan
demokrasi adalah adanya ruang keterbukaan untuk terus
melakukan perbaikan.

. Pemilihan umum merupakan acara rakyat besar-besaran di mana
demokrasi dapat terlihat jelas melalui penyelenggaraan pemilu.
Pemilu juga merupakan hal penting untuk menentukan orang-
orang yang berkompetensi untuk menjalankan bangsa Indonesia
baik keluar negeri maupun memperjuangkan rakyat Indonesia
itu sendiri. Keterlibatan rakyat dalam pemilu adalah wujud dari
partisipasi rakyat. Pemilu yang baik adalah yang menempatkan
rakyat sebagai aktor yang otonom dalam menentukan
pilihannya. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam setiap
pemilu perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena
partisipasi pemilih dapat menjadi landasan legitimasi bagi
pemerintahan yang terpilih berdasarkan hasil pemilu. Dalam
rangka pengembangan dan pembangunan sistem politik modern,
pemilu harus dijadikan dasar untuk mengukur sejauh mana
kekuatan politik mampu memberikan jaminan (garantie) untuk
dipercaya memegang kekuasaan. Jadi, kekuasaan tidak dibentuk
atas kompromi-kompromi elitis para elit politik, sehingga
mengabaikan suara yang telah dikumpulkan dalam pemilu.
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BAGIAN

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA
PEMILU 2024: REFLEKSI DAN PROYEKSI

Lolly Suhenty,
Anggota Bawaslu RI Terpilih Periode 2022-2027

Abstraksi

Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi isu
prioritas pada Pemilu serentak 2024. Ada 2 alasan partisipasi
perempuan perlu didorong pada Pemilu 2024. Pertama, secara
teoritis, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender
merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Kedua, secara
pragmatis ada 2 hal; a) peningkatan partisipasi perempuan
berkolerasi dengan pengambilan keputusan politik yang
berkeadilan gender, b) jumlah pemilih Indonesia didominasi oleh
perempuan sebanyak 50,11 %. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif analisis kontekstual menggunakan teori
partisipasi politik ala Milbart dan Goel. Penelitian ini memiliki 2
kesimpulan. Pertama, catatan kritis partisipasi perempuan pada
Pemilu 2019: perempuan pemilih memberikan kontribusi terbanyak
memberikan suaranya di TPS hingga 51, 16 % namun tidak
berkolerasi dengan terpilihnya kandidat perempuan, peserta
Pemilu telah memiliki jaminan affirmative action 30 % namun
tingkat keterpilihannya 20, 5%, penyelenggara Pemilu masih
berjuang untuk mendapatkan jaminan regulasi affirmative action
30 %. Kedua, terobosan partisipasi perempuan untuk Pemilu 2024:
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perlunya semua pihak membangun agenda bersama seluruh
stakeholder untuk mendorong affirmative action minimal 30 %
keterwakilan perempuan (penyelenggara, peserta),
mengembangkan kebijakan sensitif gender dalam penyelenggaraan
Pemilu, dan meningkatkan keterpilihan perempuan di legislatif dan
eksekutif.

Kata Kunci: partisipasi perempuan, Pemilu 2019, Pemilu 2024.

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik merupakan
salah satu prinsip mendasar dalam Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau
CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979.
Indonesia menandatangani persetujuan konvensi internasional
CEDAW pada tahun 1980 dan meratifikasi CEDAW melalui UU 7
tahun 1984. Konsekuensinya, Indonesia terikat kewajiban untuk
melakanakan dan menjadikan CEDAW sebagai peraturan nasional.
Di Indonesia, jaminan hak perempuan memilih dan dipilih tertuang
undang undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia: “Setiap Warga Negara Berhak untuk dipilih
dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara secara langsung, umu, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
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Namun, pada prakteknya hingga saat ini, keterwakilan perempuan
di parlemen masih berada di bawah 30 %, padahal jumlah hak pilih
perempuan pada Pemilu 2019 sebanyak 50,11%. Begitu pula yang
pemilih perempuan yang datang ke TPS sebanyak 51,16%."
Artinya, tidak semua perempuan yang datang ke TPS memilih
perempuan.

Berdasarkan data World Bank tahun 2019, Indonesia menduduki
peringkat ketujuh se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan
di parlemen.

Gambar 1.1 Prosentase Perempuan dan Laki Laki dalam
Parlemen di Asia Tenggara (2019)
Persentase Perempuan dan Laki-laki dalam Parlemen di Asia Tenggara (2019)

Myanmar

Brunei Darussalam

Laki-Laki

Dkatadata A

™ Jumlah hak pilih perempuan pada Pemilu 2019 sebanyak 100.220.170 dari
199.987.870 (50,11%). Begitu pula yang pemilih perempuan yang datang ke TPS
sebanyak 80.849.808 dari 158.012.499 (51,16%). lampiran | Keputusan KPU
nomor  987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019,  sertifikat  rekapitulasi  hasil
pemghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari
setiap provinsi secara nasional pemilihan umum tahun 2019

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

117




PROVINSI DKI JAKARTA

Timor Leste menjadi negara dengan anggota parlemen
perempuan terbanyak di Asia Tenggara, yakni 38,5% pada 2019.
Sementara menurut data tersebut, Indonesia berada di peringkat
tujuh dengan proporsi perempuan di parlemen sebesar 17,4%.%°
Prosentase ini menjadi catatan serius mengingat Timor Leste
merupakan negara yang baru merdeka 2 dekade yang lalu jauh
lebih muda dibanding Indonesia. Karena itu, peningkatan
partisipasi perempuan dalam politik menjadi isu prioritas
menghadapi Pemilu serentak 2024.

Ada dua alasan partisipasi perempuan perlu didorong.
Pertama, secara teoritis, langkah mengaitkan demokrasi dengan
kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara
luas. Salah satu kredo penting dari tiap kerangka kerja demokrasi
adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak
politik bagi laki-laki dan perempuan.®! Bahkan, kesetaraan gender
menjadi sub indikator demokratis tidaknya sistem Pemilu.®
Kedua, secara pragmatis ada 2 hal yang melatarbelakangi
partisipasi perempuan perlu ditingkatkan. Pertama, peningkatan

partisipasi perempuan berkolerasi dengan pengambilan keputusan

8 Katadata.com, bagaimana representasi perempuan dalam parlemen di asia
tenggara, diakses 24 Maret 2022

8 International IDEA, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Edisi
Bahasa Indonesia), AMEEPRO, 2002, him. 12

% International IDEA, Gobal State of democracy 2019; Mengatasi Persoalan,
Memulihkan Janji, (Edisi Bahasa Indonesia, Perludem, 2019, him. 1
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politik yang pro perempuan dan anak di ruang publik, serta
mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender.
Kedua, jumlah pemilih Indonesia didominasi oleh perempuan
sebanyak 50,11 %, seyogyanya banyaknya pemilih perempuan
berkolerasi dengan keterpilihan perempuan dan kebijakan yang pro
terhadap masalah perempuan, kelompok rentan, dan pembangunan
berkeadilan gender.

Secara spesifik, penulis membatasi partisipasi perempuan
dalam Pemilu pada 3 kategori (Milbart dan Goel). Pertama, apatis,
yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses
politik. Kedua, spectator, yakni setidak tidaknya pernah ikut
memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yakni mereka
yang secara aktif terlibat dalam proses politik, dalam hal ini peserta
pemilu, penyelenggara Pemilu, dan gerakan masyarakat sipil dalam
mengawal Pemilu.®® Dua poin yang menjadi sorotan penulis yakni
refleksi partisipasi perempuan pada Pemilu 2019, serta terobosan
Pemilu 2024. Karena itu, penelitian ini mengambil tema
“peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilu 2024:

refleksi dan proyeksi.”

83Subakti, Memahami llmu Politik, Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, him.
32
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Permasalahan

Pertama, bagaimana catatan Kkritis partisipasi perempuan pada
Pemilu 2019? Catatan kritis ini meliputi potret partisipasi
perempuan sebagai Pemilih, penyelenggara, dan peserta Pemilu
2019, serta problem yang dihadapi perempuan dalam menyalurkan
partisipasinya. Kedua, bagaimana terobosan bagi partisipasi
perempuan pada Pemilu 2024? Terobosan ini berasal dari refleksi
Pemilu 2019 dan fenomena yang terjadi menjelang Pemilu 2024,
serta inovasi yang akan penulis lakukan ketika menjadi anggota
Bawaslu RI periode 2022-2027.

Pemecahan Masalah

A. Potret Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2019
dan Pilkada 2020

1) Sebagai Pemilih

Berdasarkan data KPU pada pemilihan presiden dan wakil

presiden, perempuan paling berkontribusi datang ke TPS sebanyak

80,8 juta dari total 100,2 juta pemilih yang datang ke TPS (51,16

%) melampaui laki laki.

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Perempuan dan Pengguna Hak Pilih

Perempuan
Pemilih
Perempuan Total Perempuan
(DPT, DPTb,
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DPK)
Hak Pilih 199.987.870 100.220.170 (50,11%)
Pengguna hak pilih | 158.012.499 80.849.808 (51,16%)

Sumber: salinan Form DD PPWP, KPU RI

Data di atas membuktikan perempuan lebih aktif menjadi
pemilih melampaui laki-laki. Hal ini juga menjadi penegasan
bahwa perempuan bukan kelas kedua, tapi sejajar dengan laki-laki
dalam ruang politik, dan perempuan paling berkontribusi dalam
menentukan suara kepemimpinan (studi kasus Pilpres 2019).

Namun, tingginya pemilih perempuan yang yang tidak
berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan menjadi catatan
kritis. Pertama, perempuan tidak memilih secara mandiri. Kedua,
pemilih perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan
minim informasi caleg perempuan yang berkualitas. Ketiga, masih
ditemukan budaya masyarakat patriarkis yang mendahulukan
memilih laki-laki ketimbang perempuan. Keempat, kandidat
perempuan belum bisa meyakinkan pemilih perempuan, baik
karena minim sosialisasi, minim gagasan perempuan, atau pun

minimnya akses dan logistik.

2) Sebagai Penyelenggara

Di level penyelenggara, dalam hal ini pengawas Pemilu dari
Bawaslu RI hingga Bawaslu kabupaten/ kota, keterwakilan
perempuan masih di bawah 30 %. Di Bawaslu RI, keterwakilan
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perempuan sebanyak 1 dari 5 orang, di Bawaslu provinsi 38 dari
188 (20,2 %), di Bawaslu kabupaten kota 315 dari 1.914 (16,5 %).
Secara lebih jelas disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.2 Jumlah Perempuan Pengawas Pemilu

Bawaslu Provinsi

38

m Laki Laki

& Perempuan

Bawaslu Kab/Kota

315
16,64

m Laki Laki

Perempuan

1599
83,54%

Sumber: data SDM Bawaslu RI

Problem minimnya pengawas perempuan di bawah 30 %
tidak lepas dari problem regulasi hingga budaya di lembaga
pengawas Pemilu. Regulasi UU Pemilu masih belum menegakkan

equality gender secara menyeluruh, klausul affirmative action bagi
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peserta Pemilu redaksinya “menyertakan”, sementara bagi

penyelenggara (KPU, Bawaslu) redaksinya “memperhatikan”.

Lebih jelas, penjelasan nya sebagai berikut.

e pasal 92 ayat (11) UU 7 tahun 2017: Komposisi keanggotaan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
(tiga puluh persen).

e Perbawaslu 8 tahun 2019: Pasal 5 ayat (3): komposisi
keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memperhatikan keterwakilan perempuan Paling sedikit 30%
(tiga puluh persen).

Tidak adanya ketegasan regulasi bagi penyelenggara Pemilu
menjadi dasar untuk mengelak dalam menegakkan affirmative
action penyelenggara. Jika secara kuantitatif posisi perempuan
minor, maka secara kualitatif akan sedikit sekali perhatian terhadap
isu isu perempuan dan keadilan gender dalam kontestasi elektoral.

Sementara pada sisi kebijakan, upaya mendorong
keterwakilan perempuan di Bawaslu dan KPU sudah dilakukan,
namun jaminan keterwakilannya belum tertulis secara kuat dalam
PKPU maupun Perbawaslu. Hal ini ditambah permasalahan budaya
di jajaran pengawas yang belum menjadikan kebijakan affirmative
action secara kelembagaan Bawaslu masih belum menjadi concern

utama.
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3) Sebagai Peserta

Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan sebagai caleg DPR

sebanyak 40,1 % sebagai konsekuensi atas affirmative action UU

nomor 7 tahun 2017 dengan klausul menyertakan keterwakilan
perempuan minimal 30 %. Ketentuan tersebut sebagai berikut.

e Persyaratan Parpol Menjadi Peserta Pemilu: Partai politik
dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan
menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik
tingkat pusat; (Pasal 173 ayat (2) huruf e)

e Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu: dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3)
meliputi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik
tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (pasal 177 ayat (d))

e Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: Daftar bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) (Pasal 245)

e Sistem Zipper Keterwakilan perempuan: di dalam daftar bakat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga)
orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang

perempuan bakal calon (Pasal 246 ayat (2)
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Secara histori, perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan
perempuan sebagai peserta telah dimulai sejak awal
kemerdekaan.

e Pada 1958, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 68
Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik
Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan
Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan
hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan
kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan
jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.

e Pada 1980, Indonesia menandatangani persetujuan konvensi
internasional CEDAW dan meratifikasi CEDAW melalui UU 7
tahun 1984.

e Pada tahun 2000, dilakukan amandemen kedua Undang-Undang
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di
antaranya pasal 28 H ayat (2): “Setiap orang berhak
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan ini menjadi
landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk
bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Salah satunya,

peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
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e Pada 2000, isu affirmative action 30 % mulai diperbincangkan
sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan “memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%"” bagi peserta
Pemilu.

e Pada tahun 2008, isu affirmative action lebih kuat dengan
klausul menyertakan, khususnya pada UU No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai
Politik dengan mengharuskan partai politik menyertakan
keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian
maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Affirmative action
juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat
hingga kabupaten/kota.

e Isu ini semakin populer dengan disahkannya Undang-undang No
10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
dengan adanya “perintah” UU tentang penetapan keterwakilan
perempuan minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR
dan DPRD, dan kewajiban menerapkan sistem zipper di dalam
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3
(tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu)
orang perempuan bakal calon.

e Dampak penguatan regulasi keterwakilan perempuan dalam
sistem pemilu ini terbukti mampu mendorong partisipasi

perempuan untuk terlibat dalam Pemilu legislatif. Keterwakilan
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perempuan pada Pemilu 2009 31, 8 %, Pemilu 2014 37,4 %, dan
Pemilu 2019 40, 1 %.

Pada Pemilu 2019, dari 40,1 % caleg perempuan hanya 20,5
perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. di satu sisi,
prosentase tersebut merupakan prestasi, mengingat pada Pemilu
1999 hanya 9%, Pemilu 2004 11,8%, dan Pemilu 2009 18%®"
Namun, secara prinsip, prosentase tersebut masih jauh dari target
minimal 30 % perempuan terpilih di parlemen. Secara spesifik,
data caleg dan caleg terpilih tercatat sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Caleg Perempuan dan Caleg Terpilih

Perempuan
Kandidat Total Perempuan
Caleg* 7970 3195 (40,1 %)
Terpilih** 575 118 (20,5 %)

Sumber: *form DCT anggota DPR RI, **Salinan Keputusan KPU
tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI

Minimnya keterpilihan perempuan di parlemen disebabkan:
a) kandidat perempuan belum semuanya konsisten membawa
agenda perjuangan perempuan, b) pemilih perempuan tidak
semuanya memilih kandidat perempuan sehingga meskipun caleg

perempuan, c¢) kuatnya politik dinasti yang memosisikan nomor

8 Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPRRI, Strategi

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010.
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urut awal bagi perempuan yang memiliki kekerabatan dengan
pemimpin partai, d) budaya masyarakat patriarkis yang
mendahulukan memilih laki-laki ketimbang perempuan.
Khusus terkait politik dinasti, Perludem menyebutkan caleg
perempuan masih sedikit yang ditempatkan di nomor urut atas.
Meskipun UU Pemilu sudah mengamanatkan sistem zipper, namun
secara umum Parpol masih menempatkan perempuan paling
banyak di posisi bawah. Secara nasional, Perludem menyebutkan
caleg perempuan di nomor 1 di 16 Parpol dan 80 dapil
mendapatkan porsi 19 %, nomor urut 2 sebanyak 32 %, dan
dominan di nomor urut 3 dan 6. Di masyarakat, masih ada persepsi
bahwa nomor urut 1 itu dianggap yang terbaik.®> Penempatan
nomor urut atas hanya bisa didapatkan caleg perempuan yang
memiliki akses dan dinasti politik yang kuat.
Dampaknya, bagi perempuan yang tidak memiliki akses politik
kuat meskipun memiliki visi perjuangan pada nasib perempuan
akan mengalami double bourden, yakni beban struktur politik
maskulin, dan beban budaya patriarkis masyarakat.
d) Masyarakat sipil

Catatan penulis sebagai penyelenggara, menemukan 3
kerawanan bagi masyarakat sipil. Pertama, ditemukan pemilih dan

kandidat dari unsur perempuan yang terjerat dugaan pelanggaran

®Ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=784, jalan keterwakilan perempuan,
diakses 25 Februari 2022
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karena minimnya informasi dan literasi kepemiluan. Kedua, masih

sedikit organisasi yang vokal menyuarakan isu-isu perempuan

dalam Pemilu. Ketiga, masih sedikit perempuan yang berani

menjadi informan/ melakukan laporan dugaan pelanggaran.

Atas catatan kritis pada peran perempuan di Pemilu 2019, maka

perlu dilakukan terobosan dan agenda strategis gerakan perempuan

mengawal Pemilu serentak 2024.

B. Terobosan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu Serentak
2024

Untuk mengawal Pemilu 2024 yang inklusif, setara, dan adil

gender, maka diperlukan agenda bersama gerakan perempuan

untuk membumikan gender equality dan kebijakan sensitif gender.

3 Hal yang perlu dilakukan yakni sebagai berikut.

e Mendorong affirmative action minimal 30 % keterwakilan
perempuan (penyelenggara, peserta)

e Mengembangkan  kebijakan  sensitif  gender  dalam
penyelenggaraan Pemilu

e Meningkatkan keterpilihan perempuan di legislatif dan eksekutif

Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, perempuan memiliki modal

untuk berkiprah di Pemilu 2024, yakni sebagai berikut.

e Modal regulasi bagi peserta Pemilu, yakni adanya jaminan
afirmatif action 30 % dalam Undang-Undang 7 tahun 2017.
Isinya, terdapat kewajiban menyertakan/ memuat keterwakilan

perempuan 30 %, dan sistem zipper keterwakilan perempuan
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(setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang
perempuan bakal calon).

Modal bagi penyelenggara Pemilu, terpilihnya anggota KPU-
Bawaslu periode 2022-027 ber komitmen untuk mendorong
keterlibatan perempuan minimal 30 % di setiap tingkatan. Selain
itu, di jajaran pengawas Pemilu, per tahun 2022 ini terdapat 345
Srikandi Bawaslu (anggota Bawaslu unsur perempuan) se-
Indonesia.

Modal bagi pemilih, potensi pemilih perempuan pada Pemilu
2024 di atas 50 % sangat tinggi.

Modal gerakan masyarakat sipil: a) saat ini banyak pemimpin
organisasi masyarakat sipil (NGO kepemiluan dan demokrasi)
yang berasal dari perempuan, misalnya Kemitraan, Perludem,
JPPR, DEEP, Netfid, Netgrit, ANBTI. b) fokalnya organisasi
yang fokus pada isu perempuan, misalnya KPI, KPPI, MPI,
Kaukus Perempuan Merdeka, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU.
c) hadirnya akademisi yang mengawal isu keterwakilan
perempuan seperti Puskapol Ul, Pusako FH UNAND, DPP
UGM, Unsrat, STHI Jeneta. d) Organisasi kemahasiswaan unsur
perempuan (KOPRI, KOHATI, Sarinah, dlil), e) lembaga
pemantau yang terakreditasi pada Pemilu 2019, f) kader Sekolah
Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
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Atas dasar agenda besar dan modal yang dimiliki, maka perlu
dilakukan terobosan pada 4 kategori perempuan, yakni bagi

pemilih, peserta, penyelenggara, dan masyarakat sipil.

1) Perempuan Pemilih

Bagi pemilih, perlu dilakukan advokasi pada 4 poin.
Pertama, layanan informasi hak pilih. Pada Pemilu 2019, Pilkada
2020, hingga Pemilu serentak 2024, Bawaslu perlu terus
melakukan lakukan gerakan menjaga hak pilih dan membuka posko
pengaduan daftar pemilih. Kedua, bagi pemilih disabilitas, perlu
dilakukan kolaborasi dengan organisasi disabilitas untuk database
pemilih, memastikan keikutsertaan di TPS, dan TPS-nya akses
terhadap disablilitas.

Ketiga, mendorong literasi pemilih, dengan cara kolaborsi
KPU, Bawaslu, organisasi perempuan, Parpol, kampus, pegiat
Pemilu, OKP, platform media, dan multipihak untuk mendorong
pemilih kritis & cerdas, terutama bagi kelompok rentan. Keempat,
optimalisasi portal/ layanan aduan. Bagi pemilih perempuan yang
mau menyampaikan laporan/ informasi awal mengalami intimidasi,
atau dugaan pelanggaran lainnya bisa melalui layanan/ hotline/
kantor pengawas terdekat.
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2) Partai politik dan Peserta Pemilu

Terobosan yang perlu dilakukan bagi Parpol dan kandidat
perempuan setidaknya bertumpu pada 4 poin. Pertama, partai
politik perlu mensupport bakal caleg perempuan untuk melakukan
pemetaan pemilih, supporting infrastruktur pemenangan. Kedua,
khusus untuk Pilkada 2024, Parpol perlu melakukan assesment
terhadap kader perempuan terbaik untuk menjadi kandidat. 2
alasannya: kecenderungan partai politik yang membela perempuan
akan dipilih oleh perempuan (riset di Inggris 1979), perempuan
membawa pengaruh dan dampak politik yang lebih baik dan
menguntungkan semua pihak (masyarakat sipil, kelompok
pinggiran, kelompok rentan). Ketiga, kandidat perempuan perlu
melakukan sosialisasi secara massif meyakinkan pemilih
perempuan untuk memilihnya. Keempat, peningkatan keterpilihan
perempuan di ruang electoral bisa terjadi melalui 4 syarat:
memiliki visi untuk memperjuangkan nasib perempuan, penguatan

akses elit, penguatan rekam jejak dan penguatan basis sosial.

3) Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara, dalam hal ini penulis fokus kepala lembaga
yang diampu yakni Bawaslu, perlu melakukan terobosan hukum
pada Perbawaslu melalui revisi terbatas/ perubahan Kketiga
Perbawaslu 19 tahun 2017, yakni memberikan kepastian hukum

atas keterwakilan perempuan 30 % dan adil gender sesuai Undang
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Undang UU 7 tahun 2017. Khususnya, revisi klausul
“memperhatikan” menjadi “menyertakan”. Selain itu, perlu
dilakukan penyempurnaan petunjuk teknis rekrutmen pengawas
Pemilu berdasarkan keadilan gender.
Pada sisi kebijakan, penulis komitmen menghadirkan kebijakan
berperspektif gender dan mendorong partisipasi aktif disabilitas
dan kelompok rentan lainnya, meningkatkan kuantitas dan kualitas
keterlibatan perempuan sebagai pengawas, dan membuka
kesepatan yang sama bagi perempuan yang memiliki kapasitas
tanpa pandang bulu.
4) Gerakan Masyarakat
Berkaca dari hadirnya koalisi masyarakat sipil dalam
mengawal keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu, maka
penulis optimis gerakan masyarakat sipil akan terus berkembang
dan meluas. Ada 6 terobosan yang perlu dilakukan, yakni sebagai
berikut.
e Membangun kolaborasi besar gerakan perempuan bersama
multistakeholder untuk mengawal isu pro gender dalam Pemilu.
e Membuat kantong literasi kepemiluan, khususnya isu
perempuan, anak, lansia, disabilitas, kelompok adat, dan
kelompok rentan lainnya.
e Memaksimalkan wacana gerakan perempuan di kanal
komunikasi publik (media massa, elektronik, daring, dan

medsos)
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e Gerakan pemilih perempuan memilih perempuan.

e Tampilnya kelompok milenial melakukan advokasi media sosial

berupa citizen journalis kepemiluan

e Mendorong Kketerlibatan perempuan menjadi pemantau,

informan/ pelapor dugaan pelanggaran.

Penutup

Dari data data yang disampaikan di atas, penulis berkesimpulan

sebagai berikut.

Catatan kritis partisipasi perempuan pada Pemilu 2019,
perempuan pemilih  memberikan kontribusi terbanyak
memberikan suaranya di TPS hingga 51, 16 % namun tidak
berkolerasi dengan terpilihnya kandidat perempuan, peserta
Pemilu telah memiliki jaminan affirmative action 30 %
namun tingkat keterpilihannya 20, 5%, sementara
penyelenggara Pemilu masih berjuang untuk mendapatkan
jaminan regulasi untuk mendapatkan affirmative action 30
%.

Terobosan partisipasi perempuan untuk Pemilu 2024,
perlunya membangun agenda bersama seluruh stakeholder
untuk mendorong affirmative action minimal 30 %
keterwakilan ~ perempuan  (penyelenggara,  peserta),

mengembangkan  kebijakan  sensitif gender dalam
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penyelenggaraan Pemilu, dan meningkatkan keterpilihan
perempuan di legislatif dan eksekutif. Konsolidasi ini perlu
dilakukan oleh semua pihak, baik perempuan maupun laki-
laki, pemilih, kandidat, penyelenggara, dan gerakan

masyarakat sipil.

Penulis meyakini banyaknya catatan kritis dan pekerjaan
rumah ini tidak menyurutkan bagi perempuan untuk terus
menyalurkan aspirasinya dalam ruang politik, bahkan penulis
optimis dalam setiap perhelatan Pemilu, prosentase keterlibatan
perempuan semakin meningkat dan tidak mustahil akan semakin

meningkat di Pemilu 2024 mendatang. Semoga.
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DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Politik Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi
CEDAW.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang
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Perbawaslu 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar
Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019

Surat Keputusan KPU nomor 661/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/111/2019 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-
Kpt/06/1X/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan
Umum Tahun 2019

Surat Keputusan KPU noomr 1341/PL.01.9-
Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  1318/PL.01.9-
Kpt/06/KPU/VI11/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019
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BAGIAN

MENGAKHIRI PRAKTEK HIGH COST POLITICS DI
TUBUH PARPOL MENUJU PEMILU BERKUALITAS

Oleh Zaenal A Budiyono, M.Si,
Direktur Eksekutif Developing Countries
Studies Center (DCSC ASIA)

Abstrak

Praktek politik biaya tinggi atau high cost politics yang terjadi di
Indonesia turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas
demokrasi kita. Bentuknya bervariasi, salah satu yang banyak
disorot adalah fenomena politik uang (money politics) di tiap
perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Padahal merujuk UU, fungsi
dan peran Parpol sangatlah ideal, diantaranya melakukan
pendidikan politik ke masyarakat dan menciptakan politik yang
bermartabat. Oleh karenanya perlu upaya serius dari internal
Parpol maupun penyelenggara pemilu (khususnya Bawaslu) untuk
mengakhiri praktek tersebut agar demokrasi yang telah bersemi di
Indonesia sejak 1998 tidak menemui jalan buntu. Penelitian ini
mencoba membuka sengkarut akar politik biaya tinggi di banyak
partai politik di Indonesia. Selanjutnya ditawarkan model
penguatan kapasitas Parpol dan penyelenggara Pemilu agar bisa
menutup setiap celah, sehingga politik uang dapat dihindari di
masa depan. Menggunakan motode kualitatif dengan pemaparan
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diskriptif dan bahasa yang ringan, tulisan ini diharapkan mudah
dipahami oleh siapapun, bahkan yang awam politik sekali pun.

Pendahuluan

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik (Parpol)
diharapkan memainkan peran strategis dalam mendorong
modernisasi politik dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Apa
itu Parpol? Entitas ini merupakan kumpulan manusia yang
terorganisir  secara stabil dengan tujuan merebut dan
mempertahankan penguasaan pemerintahan.® Di era modern,
penguasaan tersebut dilakukan melalui mekanisme konstitusional
yang biasa dikenal sebagai Pemilu. Senada dengan pandangan
tersebut, Sigmund Neuman menjelaskan bahwa, “...political party
are the articulate organization of society’s active political agents,
those who are concerned with the control of governmental polity
power, and who compete for popular support with other groups
holding divergent views”.®” Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa Parpol merupakan keniscayaan dalam demokrasi.

la juga menjadi alat perjuangan masyarakat dalam
berhadapan dengan negara (pemerintah). Ada banyak fungsi
Parpol, dua diantaranya yang terpenting adalah sebagai media
rekrutmen politik dan conflict management.®® Rekrutmen dimaksud
adalah menyiapkan leadership baru di tiap Pilpres, Pilkada dan
Pemilu Legislatif. Dengan posisinya dalam demokrasi yang
demikian strategis, Parpol dituntut mampu menjalankan fungsinya
secara optimal. Namun demikian, harapan tersebut tidak mudah
dilakukan, karena para elit Parpol tidak hidup di ruang hampa.
Sebaliknya, mereka sering kali terjebak dalam tarik-menarik
kekuasaan (dan kepentingan) yang kerap berujung munculnya
tantangan.

8 carl J Friedrich, Constitutional Government and Democracy, Blaisdell, New
York, 1949, Hal 419.

87 Sigmund Neumann, Modern Political Parties, dalam Comparative Politics: A
Reader, diedit oleh Herry Eckstein dan David E Apter, The Free Press of
Glencoe, London, 1963, Hal 352.

8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar limu Politik: Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta,
2018, Hal 403.
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Pada kasus Indonesia, pasca tumbangnya Orde Baru pada
1998, harapan akan munculnya Parpol yang independen menjadi
tuntutan kolektif. Di masa itu, ruang kebebasan hadir, dan di saat
yang sama kontrol pemerintah atas partai politik relatif kecil.
Imbasnya, ratusan partai politik berdiri jelang pemilu 1999, dengan
48 partai diantaranya dinyatakan lolos mengikuti pemilu pertama
era reformasi. Pemilu 1999 juga menjadi game changer politik
nasional setelah 32 tahun di bawah Presiden Suharto. Indikatornya,
tidak ada lagi partai mayoritas yang mendapat dukungan penuh
kekuasaan. Bahkan hasil pemilu 1999 disebut William Liddle—
Indonesianis asal AS—sebagai reinkarnasi wajah parpol di Pemilu
1955. Pemilu di era Orde Lama itu dianggap sebagai pemilu
demokratis pertama di Indonesia. Liddle menjelaskan bahwa basis
massa partai pemenang Pemilu 1999, PDIP dengan 35% suara
secara nasional berasal dari suara eks pendukung PNI. PKB
mendapatkan basis massa NU, PAN dekat dengan basis Islam
modernis Muhammadiyah. PBB berkecenderungan terkait dengan
massa Masyumi, sedangkan Golkar mendapatkan suara dari
pemilihnya yang loyal.®

Meskipun modal politik berupa kepercayaan publik
terhadap Parpol pasca Orde Baru demikian besar, namun tantangan
menghadirkan partai modern yang bersih, akuntabel dan bebas
korupsi tidaklah mudah. Setidaknya itu terlihat dari sejumlah
menteri yang tersangkut korupsi dan berujung di penjara, dimana
sebagian besar dari mereka berasal dari Parpol. Data lain dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sampai 2021,
ada 22 Gubernur dan 133 Bupati / Walikota yang ditangkap
lembaga anti rasuah tersebut karena kasus korupsi. Secara
akumulatif sejak sejak KPK berdiri, 2003, tercatat 1,291 kasus
korupsi yang ditindak.*

8 adlin S.Sos, M.Si, Dinamika Partai Politik di Indonesia: Orde Baru dan
Reformasi, Jurnal Universitas
Riau,https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9877/bab6.pdf?seq
uence=8&isAllowed=y

9 hitps:/irm.id/baca-berita/nasional/96293/22-gubernur-dan-133-bupatiwali-kota-
korupsi-indonesia-dijajah-koruptor
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Permasalahan
Dari fakta-fakta di atas, ada semacam gap antara posisi
strategis Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi, dengan realitas
yang terjadi. Harapan publik yang anti terhadap korupsi di masa
lalu—menjadi salah satu alasan menumbangkan rezim Orde
Baru—justru menghadapi fenomena baru dimana korupsi tidak
hilang, melainkan hanya modusnya yang berubah. Dari yang
semula sangat tersentral di Jakarta, menjadi korupsi yang tersebar
ke seluruh daerah. Tentu ini bukan hasil yang ingin kita lihat di
usia reformasi yang mencapai 24 tahun ini. Dari berbagai handicap
tersebut, pertanyaan penelitian yang bisa kita susun adalah:
- Apakah high cost politics di tubuh Parpol pasca Reformasi
mempengaruhi tingginya kasus korupsi terkait Parpol?
- Bagaimana sistem organisasi di internal parpol merespon
gejala negatif ini?
- Apa yang harus dilakukan penyelenggara Pemilu guna
mewujudkan pemilihan berkualitas dan Parpol yang sehat serta
akuntabel?

Metode Penelitian

Sebelum menjawab tiga pertanyaan di atas, terlebih dahulu
penulis menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam
tulisan ini. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang
diartikan sebagai, “Any investigation which does not make use of
statistical procedures is called qualitative nowdays, as if this were
a quality label in itself”.°" Disini dipahami tentang ketidakhadiran
penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini
tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan
metode kualitatif dengan kuantitatif. Karena metode kuantitatif
bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis
statistika. Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada
pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari

L Ali, A. M. D., dan Yusof, Quality and Qualitative Studies: The Case of Validity,
Reliability, and Generalizability, Issues in Social and Environmental Accounting,
2011, Hal 25-26.
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fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif
sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang
digunakan.”® Oleh karena itu, bahwa fokus dari penelitian kualitatif
adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.”® Perhatian
penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan
institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen
tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau
fenomena.

Kerangka Teori

Melihat fakta-fakta yang disajikan di bagian Pendahuluan,
dan juga pertanyaan penelitian, maka penulis akan menggunakan
tiga teori sebagai “pisau analisis” dalam riset ini. Pertama, teori
partai politik di negara demokrasi. Kedua, teori korupsi politik, dan
ketiga, teori pengawasan Pemilu. Seperti disinggung di bagian awal
tulisan ini, keberadaan Parpol di negara demokrasi merupakan
kebutuhan politik karena adanya tuntutan rakyat yang beragam.
Konsekuensinya, di negara demokrasi jumlah partai yang muncul
cukup banyak dengan berbagai varian ideologi, yang dari jumlah
tersebut mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
Dengan kata lain, dalam proses politik Parpol berkembang menjadi
alat atau media penghubung antara rakyat disatu pihak dan
pemerintah di pihak lain.** Berangkat dari posisi tersebut, R. H.
Soltou memberikan definisi yang lebih spesifik terkait hubungan
Parpol, rakyat dan negara. la mengatakan bahwa Parpol merupakan
sekelompok warga negara yang terorganisir, yang bertindak
sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan
kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan
melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.” Yang menarik dari

92 Yoni, Ardianto, Memahami Metode Penelitian Kualitatif;
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-
Penelitian-Kualitatif.html

% H Basri, Using Qualitative Research In Accounting And Management Studies:
Not A New Agenda, Journal of US-China Public Administration, October 2014,
Vol.11, No.10, Hal 831-838.

% Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, Hal 159
% |bid, Hal 160.
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Soltou, ia menggunakan term “kekuasaan memilih” yang berarti
bahwa rakyat aktif menggunakan haknya di Pemilu tanpa bisa
diintervensi pihak manapun, termasuk negara.

Perlu digarisbawahi bahwa kekuasaan menentukan masa
depan pemerintahan tersebut dilakukan secara konstitusional
melalui Pemilu. Atau dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa
keberadaan Parpol di negara modern digunakan untuk mewujudkan
tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini
mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikutsertakan rakyat
dalam sistem politik, perebutan kekuasaan sering kali dilakukan
dengan cara kekerasan, misalnya kudeta. Berdasarkan pengertian di
atas, maka pada hakikatnya Parpol adalah suatu kelompok manusia
yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan
maupun tata cara rekruitmen keanggotaan, dengan tujuan pokok
yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya
dalam pemerintahan secara konstitusional.*®

Meski demikian, tujuan dibentuknya Parpol tidak melulu
hanya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ada
sejumlah tujuan lainnya yang juga dikejar secara simultan.
Pertama, Parpol akan berpartisipasi di pemerintahan, yaitu
mengirim para kadernya menempati pos-pos (pejabat) pemerintah
sehingga partai mendapat akses dalam mempengaruhi keputusan
politik. Kedua, melakukan tugas pengawasan, termasuk menjadi
oposisi terhadap pemegang otoritas. Ketiga, meramu berbagai
tuntutan masyarakat dan menafsikannya menjadi isu politik
(political issues) yang mudah dipahami publik luas. Dengan
melihat aktivitas dari partai tersebut di atas, rakyat memiliki ruang
yang luas terkait partai mana didukung dan mana yang tidak.®’

Sebagai alat perjuangan politik rakyat, Parpol dituntut
menjadi institusi yang mampu menangkis setiap potensi
pelanggaran. Tetapi karena internal Parpol diawaki oleh manusia
(politisi) yang tidak selalu imun terhadap kekuasaan dan uang,

% Zainal Abidin Saleh, SH, MH, Demokrasi dan Partai Politik, Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol. 5 No. 1 - Maret 2008, Hal 70.

9" Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar,
Cetakan V, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal 62.
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maka kerap kali mereka terjebak dalam godaan, khususnya korupsi
politik. Pada dasarnya korupsi menyebar di banyak negara bukan
karena masyarakatnya yang permisif, melainkan karena kondisi
yang mendukung untuk terjadinya tindakan tersebut.”® Lebih jauh
yang dimaksud korupsi politik adalah hubungan antara sumber
kekuasaan dan hak moral penguasa. Lord Acton menyatakan
bahwa, “...Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely”. Semua kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan
absolut pasti akan korup.* Senada dengan Acton, Baron de
Montesquieu mendefinisikan korupsi politik sebagai suatu proses
disfungsional terhadap perintah politik kebaikan karena ketika hal
ini dikorupsikan, hal ini berubah menjadi suatu kejahatan
(kelaliman).'® Perdebatan mengenai korupsi politik pada masa kini
sangat erat kaitannya dengan permasalahan institusional dan
perilaku.

Memasuki  dekade 1980-an, pakar lain, Gibson
mendefinisikan korupsi politik berdasarkan pendekatan perilaku.
Melalui penelitian terhadap 279 mahasiswa di Montreal Kanada, ia
menguji 9 jenis Kketidakjujuran yang biasa dipraktekkan,
diantaranya patronisme, vote buying, pork barreling, penyuapan,
penyogokan, conflict of interest, nepotisme, penjualan pengaruh,
dan pendanaan kampanye. la menemukan bahwa 8 dari 9 praktek
yang dievaluasi telah diakui dan dikualifikasikan sebagai korupsi
oleh para responden. Namun, dalam kasus pendanaan kampanye,
keadaan incongruent praktek ini  mencegah  responden
mengklasifikasikan hal ini sebagai korupsi politik.'%*

Teori berikutnya tentang pengawasan, dimana lembaga
negara atau kekuasaan dalam demokrasi memerlukan hal itu untuk
menghidari munculnya abuse of power. Pada konteks negara,

% 7. Murray, J. Simpson, dan E. Weiner, The Oxford English Dictionary,
Clarendon Press, Oxford, 1989.

7. Acton, Essays on Freedom and Power, Thames and Hudson, London, 1956,
Hal 18

1% Baron de Montesquieu dan Nugent.C.D, Spirit of The Laws, Part One, Hafner
Library of Classics, London, 1970, Hal 320

191 Fransisca Adelina, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol 16 No 1, Maret 2019, Hal 63.
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pengawasan tersebut diaplikasi dalam pemisahan kekuasaan (Trias
Politica). Secara normatif, kondisi ini akan mendorong suatu
kekuasaan untuk tidak menumpuk di satu orang (kelompok) demi
terciptanya akuntabilitas.®® Dalam konteks Pemilu, peran
pengawasan dimaksud dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), sebuah badan independen yang dihasilkan dari
reformasi 1998 yang bertugas memastikan perhelatan Pemilu
berlangsung jujur, adil dan terpercaya.

Merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 1
Ayat 10, bawaslu berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Pemilihan  Umum.  Sementara
sebagaimana tercantum di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Penyelenggara
Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP dan seterusnya. Tugas
Bawaslu diantaranya, menyusun standar pengawasan di semua
tingkatan, mencegah segala bentuk pelanggaran selama kampaye
dan pemilihan, termasuk pelanggaran money politics yang
dilakukan oleh Parpol.

Pembahasan

Mengacu pada judul tulisan ini, Mengakhiri High Cost
Politics di Tubuh Parpol Menuju Pemilu Berkualitas, bila
diuraikan, maka kalimat tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu “High
Cost Politics”, “Parpol” dan “Pemilu”. Apa hubungan ketiganya?
Secara umum dapat dipahami bahwa Parpol merupakan subjek
dalam setiap pemilihan. Dari Parpol akan muncul para pemimpin
bangsa di semua tingkatan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Namun belakangan berkembang kultur politik yang tidak sehat di
era Reformasi, dimana arus demokratisasi yang demikian kencang
justru diikuti oleh ekses negatif berupa korupsi oleh para pejabat
publik—yang dikaitkan dengan Parpol. Hal ini karena para

192 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar lImu Politik, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2017, Hal 18
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tersangka tersebut juga anggota Parpol. Jika situasinya demikian,
apakah bisa dikatakan bahwa Parpol tidak memiliki komitmen
terhadap gerakan pemberantasan korupsi?

Di sinilah pentingnya tulisan ini, untuk membuktikan
apakah Parpol produk Reformasi justru melakukan praktek-praktek
koruptif di era Orde Baru, yang sudah diakhiri secara paksa di
1998. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Parpol di atas, bahwa
salah satu tugas Parpol adalah melakukan Rekrutmen Politik,
dalam arti mengirimkan para kader terbaiknya di pos-pos
pemerintahan. Mekanisme rekrutmen tersebut dilakukan melalui
Pemilu, yang pada case Indonesia, berlangsung secara reguler
setiap lima tahun sekali. Dalam upaya memenangkan suara rakyat
di Pemilu, masing-masing partai memiliki strategi sendiri. Meski
caranya beragam, namun ada satu benang merah dari semua “jurus”
Parpol menarik perhatian pemilih, yaitu tidak lagi “menjual”
ideologi partainya.

Fenomena ini tidak hanya khas Indonesia, namun juga
terjadi di banyak negara. Sebagaimana dipotret oleh ketajaman
analisis Francis Fukuyama di bukunya, The End of Ideology, 1992.
Apa yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukanlah eksistensi
ideologi telah berakhir, melainkan berakhirnya tantangan ideologis
bagi demokrasi liberal dan kapitalisme pasca runtuhnya Uni
Soviet.'®® Berangkat dari tesis tersebut, pada kasus Indonesia
konsep nir-ideologi terlihat dari pertimbangan masyarakat dalam
memilih Parpol. Mereka tidak tidak lagi mengangungkan ideologi
sebagai acuan—sebagaimana politik aliran di Pemilu 1955.
Sebaliknya pilihan-pilihan di Pemilu modern cenderung didasarkan
pada pertimbangan pragmatis.’®* Penelitian yang dilakukan Liddle
menunjukkan sejumlah faktor terkait perilaku pemilih dalam 3
pemilihan umum terakhir. Hasilnya, ketokohan dan kedekatan
dengan Parpol menjadi pertimbangan utama dalam memilih partai
di Pemilu 1999 dan 2004. Perilaku kolektif itu bergeser pada

193 Erancis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Free Press, New

York, Hal 47
194 Ahmad Burhan Hakim, dkk, Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost
Politics), Journal of Sharia (JOSh) Volume 01 Nomor 01, Januari, 2022, Hal 17.
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Pemilu 2009, bahwa alasan utama orang memilih kali ini lebih
banyak dipengaruhi oleh media dan kapabilitas kandidat. “...voters
were influenced in addition by the media campaigns of
parties and presidential candidates, by their perceptions of the
state of the national economy and by their evaluations of
governmental performance”. 105

Sejatinya tren “anti-ideologi” tidak selalu negatif, karena
memang pertarungan ideologi Kklasik tidak lagi dianggap penting
dalam upaya mewujudkan negara modern yang maju dan sejahtera.
Masyarakat justru merindukan munculnya partai-partai yang
mengusung program kongkret, misalnya pendidikan murah, harga
kebutuhan pokok terjangkau, jaminan pensiun, dan isu-isu riil
lainnya. Hanya saja, gejala lainnya muncul—merujuk penelitian
Liddle di atas—dalam upaya membangun ketokohan dan bersinar
di media, Parpol dituntut harus memiliki banyak uang. Mobilisasi
dana politik dilakukan dengan berbagai cara, yang berujung pada
praktek high cost politics. Turunan dari politik biaya tinggi itu
adalah munculnya “budaya” money politics, yaitu upaya membeli
suara pemilih dengan imbalan sejumlah uang.'®® Dalam jangka
panjang, perilaku ini menumbuhsuburkan klientelisme dan
patronase.'%’

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait isu
Korupsi Politik tahun 2018 mengkonfirmasi hal ini. Kesimpulan
awal ICW, korupsi massal di parlemen—dan juga mungkin jabatan
lainnya—didorong oleh adanya praktek high cost politics. Seperti
korupsi “bersama-sama” yang dilakukan 41 dari total 45 anggota
DPRD Kota Malang pada saat penyusunan APBD. Masih menurut
ICW, pada kontestasi Pileg, politikus harus menggelontorkan biaya

1% william Liddle and Saiful Mujani, Voters and the New Indonesian Democracy,

dalam Aspinall, Edward dan Mietzner, Marcus, Problems of Democratisation in
Indonesia, ISEAS, Singapore, 2010, Hal 99

196 Egward Aspinall, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada
Pemilu Legislatif 2014; https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/buku/politik-uang-di-
indonesiapatronase-dan-klientelisme-padapemilu-legislatif-2014

197 Edward Aspinall & Berenschot, Democracy for Sale: Pemilihan Umum,
Klientelisme, dan Negara di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Jakarta, 2019.
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besar, misalnya untuk kampanye. Oleh karena itu, saat politikus
tersebut berhasil terpilih sebagai anggota dewan, maka besar
peluang dia akan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan
korupsi. Para polititisi di Parpol yang “nekat” bertarung merebut
posisi anggota parlemen, terkadang dipicu oleh posisi politik yang
dianggap menjanjikan kekuasaan dengan berbagai turunannya
(high return). Meskipun untuk masuk ke parlemen memerlukan
modal dan risiko yang besar, sebagian politisi tersebut percaya
bahwa probabilitas mereka tertangkap oleh KPK masih jauh lebih
kecil 90ig)andingkan “peluang keberhasilan” mobilisasi “sumber
daya”.

Data KPK memperkuat temuan tersebut, dimana sekitar
36% kasus yang ditangani lembaga anti-rasuah itu melibatkan
lingkaran partai politik. Oleh karenanya KPK menyarankan
perlunya dilakukan pendidikan anti-korupsi di masing-masing
Parpol agar bisa mencegah korupsi di masa depan. Ada beberapa
poin yang mendasari pentingnya program tersebut. Diantaranya,
parpol berkomitmen membangun integritas dan budaya antikorupsi
sebagai modal utama memberantas korupsi. Hasil riset KPK dan
LIPI menunjukkan setidaknya terdapat beberapa faktor utama yang
menyebabkan persoalan integritas partai. Pertama, tidak adanya
standar etik partai dan politisi. Kedua, rekrutmen politik dan
kaderisasi berjalan secara tradisional. Ketiga, pendanaan partai
politik yang tidak transparan dan akuntabel, dan Keempat,
demokrasi internal parpol yang tidak berjalan. Untuk mencegah
terulangnya kasus yang sama di masa depan, Parpol seharusnya
dikelola secara transparan, demokratis dan akuntabel baik terkait
tata kelola SDM, pengelolaan aset dan sumberdaya finansial,
maupun terkait manajemen partai.'%

Pengakuan datang dari politisi senior, Fahri Hamzah, yang
lama berkarier di PKS, sebelum akhirnya mendirikan Partai Gelora.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, mahalnya biaya politik

108 hitps://www.merdeka.com/peristiwalicw-korupsi-massal-di-parlemen-karena-
politik-berbiaya-tinggi.html

199 hitps://www.republika.co.id/berita/qk807p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-
melibatkan-parpol
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yang dikeluarkan dalam pemilu, menjadi bumerang bagi
keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di
Indonesia. “Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang
dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Karena
keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya,
tapi isi tas atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong
pribadi atau dari penyandang dana”. Imbasnya, saat para politisi
atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir
pertama kali adalah bagaimana men%;embalikan biaya politik yang
telah dikeluarkan agar balik modal.™

Sejumlah partai mengambil kebijakan internal untuk
menghentikan “budaya” kader-kadernya kerap tersangkut korupsi.
PDIP misalnya, pada 2015 lalu menggelar Sekolah Partai untuk
para calon kepala daerah, yang di dalam dimasukkan muatan
Pendidikan Anti-Korupsi. Sekolah Partai untuk angkatan pertama
itu diikuti 137 calon kepala daerah berasal dari 25 provinsi dan 99
kabupaten / kota yang akan maju dalam pilkada serentak.'** Hal
yang sama juga dilakukan Partai Demokrat (PD) dengan program
Sekolah Anti Korupsi (SAK), yang dilakukan berjenjang di tiap
DPD. Seperti pada 2016 lalu, SAK dilakukan oleh DPD
Yogyakarta dengan target para kader PD di provinsi tersebut. Tak
hanya PDIP dan PD—dua partai besar yang pernah berkuasa—
sejumlah partai juga melakukan langkah yang sama dalam upaya
menghindari praktek korupsi yang menghasilkan high cost politics.
Tetapi harus diakui terobosan itu belum sepenuhnya berhasil,
terbukti dengan masih adanya pejabat-pejabat (kader Parpol) yang
ditangkap KPK sampai hari ini. Perlu upaya lebih serius lagi dari
Parpol agar kepercayaan rakyat tumbuh kembali.

Bukan hanya Parpol, upaya mengakhiri high cost politics
yang merusak wajah Parpol, perlu juga peran serta dari
penyelenggaran Pemilu, termasuk Bawaslu. Lembaga pengawas
pemilu ini sudah pernah mendorong partai politik untuk tidak

10 hitps://inasional.tempo.co/read/1502561/fahri-hamzah-biaya-politik-yang-
mabhal-lahirkan-praktik-korupsi/full&view=ok

M hitps:/iwartaekonomi.co.id/read62900/antikorupsi-jadi-materi-sekolah-partai-
pdip

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

150



https://nasional.tempo.co/read/1502561/fahri-hamzah-biaya-politik-yang-mahal-lahirkan-praktik-korupsi/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1502561/fahri-hamzah-biaya-politik-yang-mahal-lahirkan-praktik-korupsi/full&view=ok
https://wartaekonomi.co.id/read62900/antikorupsi-jadi-materi-sekolah-partai-pdip
https://wartaekonomi.co.id/read62900/antikorupsi-jadi-materi-sekolah-partai-pdip

‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

mencalonkan politisi yang berstatus mantan terpidana kasus
korupsi di Pilkada 2020. Menurut Ketua Bawaslu saat itu, Abhan,
jika Parpol ingin dipercaya masyarakat, maka mereka harus
mengajukan calon yang berkualitas. Terkait dengan money politics
pada Pilkada Serentak 2020 lalu, Bawaslu memberikan sanksi tegas
jika pasangan calon melakukan politik uang. Perangkat hukumnya
sudah tersedia, sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada. Disana dijelaskan, paslon yang terbukti melakukan politik
uang bisa didiskualifikasi.*** Ancaman tersebut setidaknya terbukti
di Provinsi Lampung pada Pilkada terakhir, dimana KPU dan
Bawaslu Provinsi Lampung mengambil keputusan tegas dengan
membatalkan kemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bandar Lampung. Meskipun keputusan tersebut akhirnya dianulir
MA di kemudian hari, namun ketegasan menegakkan aturan terkait
money politics oleh Bawaslu patut menjadi indikator peningkatan
kinerja ke depannya.

Penutup

Ke depan, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu harus lebih
masif lagi, khususnya dalam pencegahan terjadinya money politics.
Pasalnya sebaik apapun model dan infrastruktur Pemilu, bila semua
itu dikotori dengan jual-beli suara ke pemilih, maka akan
menurunkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu.
Kasus di Lampung tersebut hanyalah puncak gunung es, dan
sejatinya praktek money politics dalam skala kecil-menengah
marak terjadi di berbagai daerah dalam setiap perhelatan Pemilu
dan Pilkada. Ini terlihat dari hasil survei Sindikasi Pemilu dan
Demokrasi (SPD), Juli 2020, yang menyatakan mayoritas
masyarakat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mau menerima
uang dari pasangan calon di Pilkada.

Angkanya cukup mencengangkan, pemilih di Sumatera
mengaku mau menerima uang dari calon sebesar 62,95%.
Behavioral politik yang mirip berlaku juga di Jawa (60%) dan

12 hitps://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskuslifikasi-jika-terbukti-

lakukan-politik-uang-tsm-di-pilkada-2020
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Kalimantan (64,77%). Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat
yang menjawab mau menerima uang tersebut, karena bisa jadi
publik juga frustasi karena relasi rakyat dengan wakil rakyat tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Seperti isu yang selama ini
berkembang bahwa anggota dewan kerap kali lupa dengan
pemilihnya saat sudah duduk di parlemen. Di sinilah peran
Bawaslu untuk menegakkan aturan terhadap setiap pelanggaran
money politics agar tidak ada celah lagi bagi peserta pemilu
melakukannya. Dalam jangka menengah, ketegasan tersebut akan
menimbulkan efek jera kepada peserta Pemilu, sehingga yang
tersaji kemudian adalah pertarungan ide dan gagasan di Pemilu,
bukan pertarungan di “serangan fajar”. Bagi pemilih, suasana ini
akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu,
sehingga mereka akan membawa 1 suaranya ke TPS dengan
pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Pada akhirnya kualitas
pemilu akan meningkat, dan indeks demokrasi yang saat ini turun,
kemungkinan akan bisa membaik kembali.
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BAGIAN

ANALISIS ANTARA PERSIAPAN PEMILU 2024 DAN
WACANA PENUNDAAN PEMILU

EFRIZA
(Dosen IImu Pemerintahan, Universitas Sutomo, Serang, Banten)

Abstrak

Perkembangan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak
2024 menjadi polemik ketika keputusan bersama telah diambil,
juga pemangku penyelenggara pemilu yang baru sedang berproses,
ternyata beberapa partai politik dan beberapa menteri sebagai
pembantu presiden malah menggulirkan wacana penundaan
pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Dari
sisi Penyelenggara Pemilu menunjukkan sikap konsisten terhadap
keputusan bersama dan patuh kepada konstitusi untuk tetap
menyelenggarakan pemilu, hal yang sama juga ditunjukkan oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Keputusan dan Sikap Konsisten Penyelenggara Pemilu
inilah yang turut membantu membuat wacana penundaan pemilu
pada akhirnya berakhir. Tulisan ini membahas mengenai analisis
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arah perdebatan yang terjadi berupa penyelenggaraan pemilu
2024 tetap berjalan dengan wacana penundaan pemilu 2024.

Kata kunci: Pemilu, Partai Politik, Penyelenggara Pemilu,
Konstitusi

PENDAHULUAN

Wacana itu hadir berulang-ulang dalam kemasan yang
berbeda, tetapi pemaknaannya kurang lebih sama. Menjelang
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, ternyata Indonesia
dalam proses persiapannya malah diganggu oleh dua wacana yang
mirip yakni usulan penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan
masa jabatan presiden (tiga periode). Kedua isu ini merupakan
upaya untuk tidak terjadinya penyelenggaraan Pemilu pada 2024
mendatang.

Ketika itu berhembus, Indonesia juga sedang mengalami
kemunduran demokrasi. Pada perkembangan satu tahun
pemerintahan Jokowi, berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi
2020 yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU)
bahwa Indonesia mengalami penurunan skor meski peringkat tetap
sama. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dengan penurunan
skor 6.3 dari yang sebelumnya 6.48. Dengan skor 6,3, posisi

Indonesia bahkan tertinggal oleh Malaysia, Timor Leste, dan
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Filipina. Penurunan skor ini adalah angka terendah yang diperoleh
dalam kurun waktu 14 tahun terakhir (dw.com, 2021).

Di tengah situasi kemunduran demokrasi, dua isu yang
mengabaikan kedaulatan rakyat malah bergulir. Diawali dari
perguliran isu akan periode jabatan presiden yang berulang kali
mengemuka di publik, terjadi pada periode kedua Presiden Joko
Widodo (Jokowi), perdebatan penambahan periode jabatan
presiden mengemuka di publik hingga dua kali yakni pada
Desember 2019 dan Maret 2021 lalu, (Efriza, 2021).

Kemudian, dilanjutkan secara bersambung oleh Menteri
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Babhlil
Lahadalia pada Januari 2022 yang mengusulkan pengunduran
pemilu, berikutnya yang terjadi semakin riuh perpolitikan, ketika
pada 23 Februari 2022 dengan terbuka Ketua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, membuat
pernyataan mengusulkan Pemilu 2024 ditunda dengan maksimal
dua tahun. Alasannya, terkait proppek pertumbuhan ekonomi agar
tidak terganggung oleh pemilu yang bisa menimbulkan
ketidakpastian dan kapasitas ancaman konflik. Dengan ditundanya
pemilu, masa jabatan presiden dan wakil presiden otomatis
diperpanjang. Sehari setelahnya usulan serupa muncul dari
Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Diikuti pernyataan
dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dua hari
berikutnya (Titi Anggraini, 2022).
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Polemik ini semakin membesar dan menggelinding, ketika
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan, mengklaim berdasarkan big data mengenai
perbincangan di Media Sosial, ada 100 juta warganet yang
mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda (idntimes.com, 2022).

Kontroversi, spekulasi, dan gelombang penolakan lalu
muncul dari banyak elemen masyarakat. Menariknya adalah isu
yang bergulir ini, bersifat timbul-tenggelam. Sempat mereda ketika
tiga lembaga secara bersama yakni saat Pemerintah, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
pada 24 Januari 2022 mencapai kesepakatan politik soal hari
pemungutan suara Pemilu 2024. Dalam Rapat Kerja antara tiga
pihak tersebut diputuskan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024
akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. KPU juga telah
menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan KPU No. 21
Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu
2024.

Ketika isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden mengemuka, Pemerintah masih tetap melakukan
upaya penyelenggaraan pemilu. Pemerintah telah menerima
laporan hasil seleksi anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), pada 6 Januari 2022. Berdasarkan Keputusan Tim
Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa
Jabatan 2022-2027 Nomor 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14
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calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Hal mana,
nama-nama calon dari kedua lembaga penyelenggara pemilu ini,
dalam kurun waktu 14 hari maka Presiden akan menyerahkan
kepada DPR (presidenri.go.id, 2022). Selanjutnya, Komisi Il DPR
telah menetapkan 7 (tujuh) nama Komisioner KPU dan 5 anggota
Bawaslu masa jabatan 2022-2027 pada kamis 17 Februari 2022.
Nama-nama ini yang akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna
dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, nama-
nama itu akan dilantik dan ditetapkan sebagai anggota KPU dan
Bawaslu masa jabatan 2022-2027.

Meski isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden menjadi polemik di publik. Tetapi KPU dengan
tegas menyatakan pihaknya tetap menjalankan pelaksanaan agenda
Pemilu, sesuai ketentuan dalam konstitusi dan perundang-undangan
yakni pada tahun 2024. Hal yang sama juga diaminkan oleh
Bawaslu, bahwa sampai saat ini tidak ada isu penundaan pemilu di
pihak penyelenggara, perdebatan yang terjadi di tingkat wacana
politik semata. Ini menunjukkan bahwa dalam sudut pandang pihak
penyelenggara, tahapan pemilu 2024 akan tetap dimulai pada
kisaran bulan Juni atau Juli 2022 dengan persiapan yang dimulai
sejak pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027
nanti, (antaranews.com, 2022). Berdasarkan uraian diatas
menyembulkan pertanyaan ke permukaan yakni: Apa saja yang

dapat mengidentifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang
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tetap berlangsung? Bagaimana kedua isu yang tidak sehat di dalam
persiapan pemilu 2024 berupa penundaan pemilu dan perpanjangan

masa jabatan presiden dapat mereda/diakhiri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan penelitian kualitatif, yang
dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti
merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Dalam tulisan ini
dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian menerapkan metode studi kepustakaan (library
research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah,
dan laporan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah
yang ingin dipecahkan (M. Nazir, 2003). Prosedur yang diterapkan
dari studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari
sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini,
kemudian diteliti dan dianalisis keterkaitan informasi data antara
satu sama lainnya, sehingga dapat dirangkai dalam satu
pembahasan yang utuh dan kebaruan riset dari hasil penelitian

dapat dihasilkan.
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PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM PRESIDENSIAL

Pemilu merupakan cara yang dianggap terbaik untuk
saat ini bagi rakyat berpartisipasi di dalam sistem demokrasi
perwakilan modern. Pemilu juga dianggap sebagai sarana untuk
mengetahui kehendak dari rakyat, oleh sebab itu bahwa pemilu
dianggap pertanda dari kehendak rakyat dalam suatu
demokrasi, tanpa ada pemilu suatu negara yang menyebutkan
negaranya negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Suatu
negara yang menyelenggarakan pemilu pada dasarnya juga
belum tentu sepenuhnya dapat disebut sebagai satu negara yang
betul-betul demokratis, meski demikian dapat dikatakan bahwa
sekarang tidak menemukan pilihan yang lebih demokratis
selain pemilu walaupun pemilu itu belum jaminan demokrasi
itu sendiri (Sigit Pamungkas, 2009).

Pemilu tidak bisa juga dilepaskan dari sistem pemerintahan
yang dipilih dan sistem kepartaian yang dijalankan. Di Indonesia,
banyak yang menganggap bahwa terjadinya ketidakcocokan antara
sistem pemerintahan yang dianut berupa sistem presidensial dengan
sistem kepartaian yang dipilih yakni sistem presidensial. Merujuk
kepada Leo Agustino bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an mulai
banyak kajian yang membahas mengenai keniscayaan bergabungnya
sistem presidensial dengan sistem multipartai. Menurut argumen
mereka bahwa, untuk menghadirkan kestabilan politik, eksekutif atau

presiden dalam sebuah sistem presidensial yang multipartai dapat
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menggunakan cara-cara memerintah persis seperti eksekutif dalam
sebuah sistem parlementer (Leo Agustino, 2015: 389). Pendekatan
ini oleh Chaisty etal (2012), dinamakan dengan pendekatan
coalitional presidentialism atau koalisi presidensialisme. Pendekatan
ini intinya menjelaskan bahwa tesis sistem presidensial bisa bekerja
secara baik dalam sistem kepartaian yang multi. Dengan kata lain,
presiden sebagai titik sentral dalam sistem presidensial, “...capable of
building stable multiparty coalitions, even in weakly institutionalized
party systems,” karena presiden punya akses pada banyak sarana
dalam ragam situasi berbeda untuk digunakan dalam membentuk dan
memuluskan koalisi serta mengamankan dukungannya di legislatif.
Presiden (dalam praktik informal) mempunyai “senjata pamungkas”
berupa mekanisme “bagi-bagi rezeki” (pork barrel) (Leo Agustino,
2015: 389).

Pada saat terjadinya pro dan kontra terhadap melanjutkan
penyelenggaraan pemilu 2024 dengan usulan penundaan pemilu,
sebenarnya Indonesia sedang dalam kondisi dari penyelenggaraan
demokrasi kita mengalami kemunduran. Fenomena kemunduran
demokrasi di Indonesia diuraikan oleh Aspinall dkk. (2019),
studi ini menunjukkan satu fenomena baru bahwa mayoritas elit
politik dan masyarakat secara luas mendukung demokrasi
sebagai bentuk pemerintahan terbaik Indonesia saat ini. Namun
perbedaan di antara keduanya adalah mengenai cara pandang

dalam memahami demokrasi; politisi cenderung memegang
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pandangan demokrasi prosedural yang mengartikan sebatas
pada pelaksanaan pemilu yang bebas, sedangkan masyarakat
secara luas memiliki interpretasi demokrasi substantif yang
memahami demokrasi sebagai sistem yang memberikan
kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan (puskapol.ui.ac.id, 4 Juni
2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Bergulirnya era Reformasi ditunjukkan juga dengan
dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Amandemen pertama dilakukan untuk membatasi jabatan presiden.
Lembaga eksekutif memang inti dari pemerintahan dan tidak dapat
direduksi, sehingga wajar menurut Andrew Heywood bahwa dalam
perkembangan politik upaya mengawasi dan membatasi eksekutif
penting dilakukan. Dengan cara mendorong eksekutif untuk
berjalan dalam kerangka konstitusional, atau membuat eksekutif
bertanggung jawab terhadap lembaga perwakilan rakyat, atau
dengan melakukan perwujudan demokrasi elektoral, (Heywood,
2014: 501).

Perkembangan kenegaraan di Indonesia pada era reformasi
juga melakukannya, seperti pengaturan dalam Pasal 7 UUD NRI
1945 yang berbunyi, “Presiden dan wakil presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
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dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Pengaturan ini dihasilkan dari amandemen pertama UUD 1945,
yang didasari oleh realitas di masa Orde Baru, bahwa Soeharto
dapat menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, dengan tujuh kali
Soeharto memperoleh mandat untuk dipilin kembali oleh Majeli
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)/Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat itu memang tak bisa
dilepaskan bahwa kita menganut prinsip kedaulatan parlemen
(supremasi parlemen) bukan murni berdasarkan kedaulatan rakyat.
Rakyat merujuk kepada UUD 1945 sebelum diamandemen,
menyerahkan kekuasaannya kepada MPR.

Sehingga, MPR menjadi badan tertinggi negara (supreme
body of state), dengan diikuti oleh kekuasaannya yang dapat
berbuat apapun (omnipotent), sehingga wajah MPR terkesan
diktator. Akhirnya, melalui amandemen UUD 1945 yang diinisiasi
oleh MPR, di samping pengaturan kembali terkait periode jabatan
presiden, juga kekuasaan MPR pun tidak lagi sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi melainkan Indonesia menerapkan pengaturan
secara horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi
dan saling mengawasi antarlembaga negara (checks and balances),
(Efriza, 2021).

Ketika usulan menunda pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden bergulir, tentu saja usulan ini telah menunjukkan

berbagai pelanggaran konstitusi. Seperti, pertama, berbagai usulan
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itu menabrak asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut undang-undang”. Ketentun ini menjelaskan
bahwa kedaulatan rakyat diaplikasikan melalui mekanisme pemilu
yang bebas dan adil. Pemilu sekarang ini telah dianggap suatu
penanda dari kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, tanpa ada
pemilu suatu negara yang menyebutkan negaranya negara
demokrasi akan diragukan dalam arti yang sebenarnya.

Kedua, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan
presiden adalah melanggar kewajiban untuk melaksanakan pemilu
berkala setiap lima tahun sekali, sebagaimana perintah UUD Pasal
22E ayat (1) berbunyi: “Pemilu dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama lima tahun sekali.”
Ini menunjukkan bahwa telah adanya kesepakatan bersama dalam
amandemen UUD 1945 bahwa pemilihan umum harus
dilaksanakan secara berkala.

Ketiga, upaya melakukan penundaan pemilu dan
perpanjangan masa jabatan presiden, malah menunjukkan suatu
tindakan mengarah kepada inkonstitusional, sebab presiden dan
wakil presiden saat ini akan berkuasa melampaui ketentuan yang
dibolehkan Konstitusi. Hal mana, secara eksplisit disebut dalam
UUD Pasal 7 “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
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jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” (Titi
Anggraini, 2022).

Merujuk berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Titi
Anggraini bahwa dalam praktik pemilu global, penundaan pemilu
sampai dengan dua tahun merupakan praktik yang tidak lazim. Hal
itu bisa dirujuk antara lain menggunakan data International IDEA
dalam publikasi bertajuk Global Overview of Covid-19 Impact On
Elections. IDEA menyebut setidaknya 80 negara dan wilayah di
seluruh dunia telah memutuskan untuk menunda pemilihan
nasional dan subnasional karena Covid-19. Namun, penundaan
tersebut berlangsung untuk waktu pendek, maksimal dalam
hitungan bulan dan bukan sampai tahunan seperti usulan elite
politik Indonesia. Menariknya, data mutakhir diungkap oleh Titi
Anggraini bahwa memperlihatkan, mulai penghujung 2021 hampir
tidak ada lagi negara yang menunda pemilunya karena pandemi
Covid-19.

Dalam kasus Indonesia dapat dikatakan bahwa usulan
penundaan pemilu adalah hal yang nyeleneh malah akan membuat
kita semakin mengalami kemunduran demokrasi. Sebab, saat ini
meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetapi herd immunity sudah
terbentuk, sebaliknya ketik Pandemi Covid-19 sedang memasuki
masa darurat penyebaran covid-19, malah Indonesia sukses
menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada

2020 lalu. Bahkan, sangat aneh ketika elite politik Indonesia malah

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

166




‘ BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA

mengusulkan penundaan pemilu. Usulan ini juga muncul di tengah
sistem pemerintahan presidensial, yang mengenal pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden melalui penyelenggaraan
pemilu secara periodik (Titi Anggraini, 2022).

B. Persiapan Pemilu Tetap Berlangsung

Di tengah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden, ketiga lembaga DPR, Presiden dan penyelenggara
pemilu masih tetap intens mempersiapkan proses penyelengaraan
pemilu 2024 mendatang. Ini dibuktikan ketika isu ini bergulir KPU
sebagai penyelenggara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor
21 tahun 2022, yang menjelaskan hari H pelakssanaan pemilu
adalah 14 Februaari 20224. Bahkan kedua lembaga penyelenggara
pemilu yakni KPU dan Bawaslu tetap mempersiapkan tahapan
semaksimal mungkin dalam kurun waktu 20 bulan sebelum

pemungutan suara.

Keputusan KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara
adalah berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai
ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Ini
membuktikan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tidak
terbawa oleh dinamika politik dari para elite-elite politik partai.
Keputusan KPU dan Bawaslu tetap konsisten ini juga menunjukkan
sikap KPU dan Bawaslu yang menghargai keputusan hasil rapat
bersama antara penyelenggara pemilu dengan DPR dan
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Pemerintah. Dengan demikian, semua pihak telah bersepakat untuk

menggelar pemilu pada 2024 mendatang (Republik.co.id, 2022).

KPU bahkan melakukan aksi tutup mulut, tidak
berkomentar soal isu penundaan Pemilu 2024, alasannya didasari
oleh tugas KPU adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu
2024. Sejumlah hal yang telah disiapkan seperti mempersiapkan
regulasi awal telah dilakukan oleh KPU, kemudian monitoring
pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilu juga telah
diajukan sejak 2021 lalu. Bahkan, KPU juga sudah menggelar
simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di tengah isu
penundaan  pemilu, KPU memang terus berkomitmen
menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi dan
peraturan perundangan-undangan yang ada, (Cnnindonesia.com,
2022).

C. Akhir dari Isu Penundaan Pemilu/Perpanjangan Masa

Jabatan Presiden

Jika kita pelajari secara seksama, problematika memimpin
negeri ini terjadi karena banyaknya jumlah partai. Terjadi sebuah
pilihan anomali dengan memadukan antara Sistem Presidensial
dengan Sistem Kepartaian Multipartai. Bahkan, yang juga
disayangkan bahwa dengan jumlah partai yang banyak, juga tidak

dihasilkannya partai politik yang memperoleh suara mayoritas.
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Ini memang problematika kepartaian di Indonesia, partai-
partai lebih memilih menjadi mengambang secara ideologi dengan
mengedepankan sikap pragmatis semata, seperti yang terjadi
dibalik isu penundaan pemilu/perpanjangan masa jabatan.
Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan juga
Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, menyatakan diri
siap maju sebagai calon presiden dengan juga telah bersafari
keliling wilayah untuk merebut simpatik masyarakat, tetapi malah
mendorong kedua usulan yang tidak sehat tersebut untuk
perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sehingga yang terjadi adalah pemerintahan suaranya
terbelah. Presiden Jokowi konsisten berkali-kali menyatakan
dirinya bahwa sikapnya yang tidak berubah. Presiden Jokkowi juga
menegaskan bahwa ia tidak ada niat, dan tidak ada juga berminat
menjadi presiden tiga periode. Presiden Jokowi juga menunjukkan
bahwa ia mematuhi konstitusi. Konstitusi telah mengamanatkan
dua periode. Sikapnya pun juga menunjukkan tak ada keinginan
untuk melakukan amandemen UUD 1945, bahkan malah
menyarankan untuk menjaga konstitusi secara bersama-sama
(Kompas.com, 2021). Sedangkan para pembantu presiden dan
partai-partai  pendukung  pemerintahan  malah  bertindak
berseberangan dengan pernyataan dan kehendak presiden,
pemerintahan malah direpotkan dengan kegaduhan yang

disumbang oleh partai-partai dan pembantu dari pemerintah.
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Isu yang tidak sehat ini dalam perkembangan demokrasi di
Indonesia, akhirnya semakin menurun intensitasnya, ketika
Presiden Jokowi lagi-lagi angkat bicara soal gaduh wacana
perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Presiden menyentil langsung para menterinya, Jokowi
menyampaikan tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden
tiga periode mupun pemilu ditunda. Moemn ini terjadi saat Jokowi
memimpin sidang kabinet parpiruna di Istana Negara, Jakarta,
Selasa 5 April 2022, (Kompas.com, 2022). Ketegasan dari
pernyataan Presiden ini juga dibarengi oleh sikap presiden yang
melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Pelantikan ini disebut
sebagai bukti pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024 bersama
KPU dan DPR. Juga mengharapkan bahwa Pemilu berjalan sesuai
konstitusi (Detiknews, 2022).

KESIMPULAN

Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan
presiden, dapat dikatakan adalah isu elite politik semata yang
dilakukan oleh elite-elite partai politik dari pendukung
pemerintahan. Isu ini adalah gagasan buruk dari elite-elite politik
pendukung pemerintah, dan wusulan tersebut bentuk sikap
inkonstitusional terhadap kedaulatan rakyat, upaya ini justru

menjerumuskan pemerintah kepada tindakan tidak menghormati
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konstitusi dan mengabaikan pembatasan kekuasaan eksekutif
melalui pemilu berkala.

Selain itu, sistem presidensial di Indonesia pasca
amandemen UUD 1945 telah menjelaskan dengan tegas mengenai
pembatasan presiden, seperti dalam Pasal 7 UUD 1945 bahwa
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perilaku inkonstitusional
tersebut jika dijalankan akan menyebabkan demokrasi di Indonesia
malah semakin mengalami kemunduran.

Di tengah situasi penundaan pemilu 2024, apresiasi patut
diberikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu
yang tidak terjebak dalam permainan politik pragmatis dari elite
semata. Penyelenggara pemilu tetap konsisten menjalankan peran
dan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan penyelenggaraan
pemilu 2024. Sikap Penyelenggara Pemilu ini adalah sikap
kemandirian, sekaligus juga menunjukkan mematuhi keputusan
bersama dan patuh kepada konstitusi dan perundang-undangan.

Berdasarkan kejadian saat ini, maka kita perlu memikirkan
kembali beberapa hal berikut: pertama, sudah semestinya terkait
sistem kepartaian, perlu didorong mewujudkan pengupayaan
dihasilkannya sistem kepartaian sederhana meski masih bersifat
multipartai. Kedua, perlunya kita membenahi berbagai undang-

undang seperti mengenai sistem pemilu, partai  politik,
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penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan kepala daerah. Dengan
mengupayakan rumusan yang lebih komprehensif dan berjangka
panjang berdasarkan bangunan yang bersinergi antara sistem
kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan.

Kerangka besar kita memikirkan untuk merumuskan
membangun sistem kepartaian yang sederhana, juga membangun
rumusan bangunan yang lebih baik dan bersinergi dari sistem
kepartaian, sistem Pemilu, dan sistem pemerintahan, maka secara
perlahan akan menghasilkan kebermanfaatan bagi perkembangan

demokrasi di negara ini.
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Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, pernah
menjadi anggota Panwaslu Provinsi DKI
Jakarta pada Pilkada tahun 2011-2012
membidangi Divisi Pengawasan. Kemudian
pada tahun 2012 lembaga Panwaslu berubah
status dari adhoc mejadi Bawaslu Provinsi
bersifat permanen terpilih menjadi anggota
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode
2012-2017 membidangi divisi Hukum dan Penanganan
Pelanggaran. Dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu Provindi DKI
Jakarta pada periode 2012-2022 dengan kembali membidangi divisi
pengawasan. Beliau menyelesaikan studi S1 limu Pemerintahan di
Sekolah Tinggi llmu Sosial dan limu Politik (STISIPOL Ujung
Pandang) serta menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Nasional
(UNAS Jakarta) Jurusan llmu Politik tahun 2012. Sebelum menjadi
Pengawas Pemilu, MJ biasa disapa pernah aktif di Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 2007-2011,
sebagai Manager Pemantau dan Sekretaris JPPR. Aktifis PMII ini
pernah mendirikan Lembaga Kajian Sosial Politik (Lejistik) dan
menjabat sebagai Direktur. Kesibukan sehari-harinya sebagai
Ketua Bawaslu DKI Jakarta beliau sering diminta komentarnya
tentang pengawasan pemilu baik di media cetak maupun media
eloktronik serta mengisi berbagai acara seminar, diskusi dan
kajian-kajian kepemiluan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga
Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan juga Organisasi
Kepemudaan.
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Puadi, lahir di Bekasi, 4 Januari 1974,
Agama Islam, tinggal di Komplek BPK 1V
Nomor B-6 Jakarta Barat. Dengan
didampingi seorang istri dan 2 anak sepasang
laki-laki dan perempuan, Pendidikan yang
ditempuh SDN Suka mulyakota Bekasi,
SMPN Bekasi, SMAN Bekasi, Anggota
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Periode 2017-2022 sebagi koordinator  Divisi Hukum dan
Penanganan Pelanggaran, pernah menjadi Anggota Panwaslu Kota
Jakarta Barat 2012-2014 Pada pemilu Legsilatif dan pemilu
Presiden sebagai divisi SDM, pernah menjadi Ketua Panwaslu
Kota Jakarta Barat Divisi Hukum dan penanganan Pelanggaran
pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta 2017.
Dia menyelesaikan Studi S-1 di IKIP Jakarta (UNJ) Jurusan
Pendidikan Moral Pancasila (Civic Hukum) dan meyelesaikan S-2
di Universitas Trilogi (Stekpi) Jurusan SDM. Aktif di Organisasi
semenjak dari SDN, yaitu aktif di Pramuka, di SMPN aktif menjadi
Ketua Osis, dan ikut aktif di Patroli keamanan sekolah (PKS), saat
kuliah beliau juga aktif sebagai aktifis kampus baik intern maupun
extra Universiter, aktifis HMI ini tercatat sebagai Master Training
pada LK-LK HMI guna mencetak Kader-kader Handal dan
mengantarkan beliau menjadi pengurus KAHMI Jaya dan juga
KAHMI Nasional, selain itu juga beliau tercatat aktif sebagai
Pengurus Organisasi Wilayah ICMI DKI Jakarta, dan aktif di
LAPENMI, aktif di NGO MIB, di sela-sela sebagai Anggota
Bawaslu Provinsi DKI saat ini juga diikutsertakan sebagai Tim
Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara dan
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Alhamdulillah saat ini terpilih sebagai komisioner Bawaslu RI
sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan
Informasi Periode 2022-2027.

Siti Khopipah, Lahir di Tangerang, 17
Oktober 1976. Anggota Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta periode 2017 s.d. 2022 sebagai
koordinator Divisi Organisasi dan SDM ini
, menyelesaikan jenjang S-1 di Fakultas
N =, Syari’ah (Hukum Islam) di IAIN Syarif
. &H Hidayatullah pada tahun 1999 dan S-2 di
%{}HW\WM}MW ¢ FISIP Universitas Indonesia pada tahun
S ANTUIETEET 2007, Aktif di kepemiluan sejak tahun
2006 — 2011 . melalui Jaringan Penidikan Pemilih untuk Rakyat
(JPPR) sebagai Program Officer untuk PP Fatayat NU dan Steering
Group (Dewan Pembina) untuk rumpun NU di JPPR Pada tahun
2009 dan 2011. Intensitas kepemiluan semakin terasah saat
bergabung menjadi Tim Asistensi Bawaslu Rl untuk Divisi
Pengawasan pada tahun 2012 a.d. 2017. Pengalaman lainnya antara
lain sebagai fasilitator dan narasumber untuk kegiatan-kegiatan
tentang Pilkada/ Pemilihan Serentak dan Pemilu sejak tahun 2012
yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota.
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Rika Kartika adalah pengajar Mata Kuliah
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
di  Universitas MH Thamrin, Sekolah
Kedinasan Badan Pusat Statistik Sekolah
Tinggi llmu Statistik (STIS) dan Politeknik

Kesehatan Kemenkes Jakarta Ill. la telah
menulis dua buku, diantaranya Debat
Capres:Analisis  Isi  dan  Fungsi. la

menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas
Nasional dan S-2 di Universitas Indonesia (Ul) dan Kkini sedang
melanjutkan studi doktoral di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). la tercatat sebagai
Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi LSP-KPK, Alumni TOT Taplai
Lemhanas 2020, dan mantan Relawan Unit Pengaduan dan
Rujukan Komnas Perempuan. Selain itu, kini ia terlibat aktif
sebagai fellow researcher di Developing Countries Studies Centre
(DCSC). Kegiatan sosial lain darinya adalah mengelola Taman
Baca Malala.

Lolly Suhenty, S.Sos.l., M.H. dilahirkan di
Cianjur, 28 Februari 1978 dan memiliki
Alamat tempat tinggal: Komp. Griya
Katulampa Blok D VII No. 4 Rt. 04 Rw. 10
Kelurahan Katulampa Kec. Kota Bogor
Timur, Kota Bogor, Jawa Barat Anggota
Bawaslu Provinsi Jawa Barat/ Koordinator
Divisi Humas Dengan latar belakang
pendidikan SDN Palangka 19, Palangkaraya,
Kalimantan Tengah, lulus 1990. MTsN
Pacet, Cianjur, Jawa Barat, lulus 1993. MAN Pacet, Cianjur, Jawa

Barat, Jurusan llmu Sosial, lulus 1996.S1 IAIN SGD Bandung,
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Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, lulus 2001. S2 Universitas
Pakuan Bogor, Program Studi IImu Hukum, lulus 2020 dengan
Pengalaman Pekerjaan: Anggota Bawaslu Jawa Barat, Koordiv.
Humas. Tenaga Ahli DPD RI, 2010-2018. Sekretaris Eksekutif
KPP-RI, 2015-2018. Sekretaris Eksekutif KPP-DPD RI, 2010-
2014. Keterwakilan Perempuan, Lembaga Kemitraan, 2008-2009
Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 2006-
2010 dan saat ini terpilih sebagai Anggota Bawaslu RI periode
2022-2027. Adapun Pengalaman Organisasi PP Fatayat NU, 2015-
2018. Jaringan Alimat (Gerakan Kesetaraan dan Keadilan Keluarga
Indonesia), 2009-2015. KPI Jabar, Presidium Wilayah, 2003-2006.
KPI Cabang Bandung, Sekretaris Cabang, 2001-2003. PMII
Bandung Raya, Wakil Ketua Il, 1998-2000. BEM IAIN SGD
Bandung, Menteri Kesetaraan Gender, 1999-2000. SEMA-F
Dakwah 1AIN SGD Bandung, 1998-1999. Lembaga Pers
Mahasiswa “SUAKA” IAIN SGD Bandung, 1997-2000. SEMA-J
Komunikasi Penyiaran Islam IAIN SGD Bandung, 1997-1998. Dan
memiliki karya tulis Karya tulis seperti Jurnal: “Partisipasi Politik
Perempuan di Pilkada 2020: Relevansi Partisipasi Pemilih
Perempuan dengan Keterpilihan Kepala Daerah Perempuan”,
Jurnal Keadilan Pemilu, Bawaslu Jawa Barat Vol 2, 2020. Tesis:
“Penelitian Polittk Uang dalam Pelaksanaan Pilkada Provinsi
Serentak tahun 2018 Berdasarkan Pasal 187 (A) Ayat (1) dan Ayat
(2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Universitas Pakuan,
2021. Tim Penulis “Potret Implementasi Dana Kampanye: Studi
Kasus Pilkada Jawa Barat 2018” dalam Buku Serial Evaluasi
Pilkada Serentak dilndonesia, Bawaslu RI, 2020. Tim Penulis
“Pelanggaran KPU Terhadap Aturan dan Prosedur Pemungutan
Suara Ulang (PSU): Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat” dalam
Buku Serial Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal
Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu RI, 2019.
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